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PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press memiliki tanggung jawab untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan terbitan ilmiah
yang berkualitas. Terbitan ilmiah dalam bentuk bunga rampai yang
berjudul Sistem Pembiayaan Nelayan ini telah melewati mekanisme
penjaminan mutu sebagaimana layaknya terbitan ilmiah, termasuk
proses penyuntingan (editing) dan penelaahan (review) oleh Dewan
Editor LIPT Press.

Bunga rampai ini mengulas model pembiayaan yang sesuai
dengan karakter dan budaya nelayan. Sampai saat ini, pemodal
non-formal sangat berperan penting dalam menggerakan usaha
dan ekonomi nelayan. Di lain pihak, akses kelompok ini kepada
lembaga perbankan kurang terfasilitasi sebagaimana mestinya.
Kondisi ini sangat ironis, mengingat subsektor penangkapan ikan

merupakan usaha padat modal.

Harapan kami, terbitan ini dapat memberikan sumbangan
ilmu dan wawasan bagi para pembaca serta dapat memberikan
alternatif solusi kebijakan pembiayaan nelayan yang tepat untuk
meningkatkan derajat dan kualitas hidup masyarakat nelayan di

Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press






KATA PENGANTAR

Selama ini terdapat salah pengertian terhadap masyarakat nelayan.
Salah satu yang teramat penting adalah pandangan bahwa nelayan
sangat sulit mengangsur utang secara teratur kepada bank yang
menyalurkan pinjaman. Akibatnya, nelayan jarang sekali menda-
patkan kredit dari perbankan. Padahal, penangkapan ikan merupa-
kan subsektor usaha yang membutuhkan banyak biaya.

Bunga rampai yang berjudul “Sistem Pembiayaan Nelayan”
ini berhasil disusun berkat hasil penelitian lapangan yang telah
dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI di
beberapa sentra pendaratan ikan. Buku ini ditulis untuk mengetahui
permasalahan yang selama ini dihadapi oleh nelayan guna me-
nemukan formula model untuk direkomendasikan sebagai embrio
kelembagaan ekonomi yang strategis serta cocok sebagai model
perkreditan usaha rakyat subsektor perikanan tangkap.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada
berbagai pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam
diskusi serta memberikan masukan yang sangat berharga sehingga
memperkaya isi buku ini. Semoga masukan-masukan yang disam-
paikan dapat melengkapi suatu kajian yang bermanfaat bagi usaha
rakyat subsektor perikanan tangkap. Buku ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Meskipun demikian, tetap disadari bahwa bunga rampai ini masih
jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk per-
baikan penulisan masih sangat diharapkan. Semoga terbitnya buku

vii



ini dapat bermanfaat bagi perkembangan usaha kecil subsektor
perikanan tangkap.

Jakarta, Desember 2011
Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Drs. Darwin, M.Sc.
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RINGKASAN

Buku berjudul Sistem Pembiayaan Nelayan ini ditulis berdasarkan
hasil penelitian lapangan di Pasongsongan, Madura, dan sekitarnya
yang berusaha memahami persoalan pembiayaan nelayan. Dari
hasil penelitian ini diharapkan dapat dikupas dan ditemukan
solusi alternatif lembaga keuangan yang sesuai dengan karakter
dan budaya masyarakat nelayan serta peranannya sebagai institusi
jaminan sosial ekonomi.

Dalam buku ini, Mochammad Nadjib merangkaikan benang
merah antara kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan secara
tradisional dengan kelembagaan ekonomi formal yang bersing-
gungan dengan ckonomi dan pembiayaan nelayan. Selain itu,
ditelaah pula model-model pembiayaan yang dipengaruhi oleh
ketidakpastian pendapatan dan kebiasaan spekulasi masyarakat
nelayan. Achsanah Hidayatina mengupas tentang potensi perikanan
dan pentingnya pembiayaan untuk usaha perikanan tangkap di
Pasongsongan, Sumenep, Madura di antaranya perkembangan
jumlah tangkapan, pembiayaan yang diperoleh melalui hubungan
patron-klien serta masalah permodalan yang dibutuhkan nelayan.
Selanjutnya, peran pemerintah dalam mengalokasikan program
pembiayaan yang sering kali bersinggungan dengan masalah pem-
berdayaan diulas oleh Zarida. Adapun Firmansyah mengulas tentang
peran lembaga pembiayaan formal dalam usaha perikanan tangkap.
Dalam tulisan ini diulas permasalahan rendahnya akses nelayan ter-
hadap sumber-sumber pembiayaan formal dan prospek perbankan
konvensional, syariah serta lembaga pembiayaan formal lain dalam

mengalokasikan sumber dananya untuk membiayai usaha perikanan
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tangkap. Sementara itu, Masyhuri mengupas tentang peran lembaga
pembiayaan non-formal dalam mendanai usaha nelayan. Dalam tu-
lisan ini dikupas mengenai peran juragan darat, kerabat, pedagang,
dan beberapa kelompok sosial lain dalam membiayai usaha nelayan.
Mahmud Thoha menulis dan menganalisis tentang model lembaga
keuangan yang dinilai strategis dapat membiayai usaha nelayan.
Dalam tulisan ini diulas berbagai kelebihan dan kekurangan sistem
kredit dan pembiayaan, baik konvensional maupun yang berbasis
bagi hasil. Pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai sesuai dan cocok
dengan karakter serta budaya masyarakat nelayan. Akhirnya, bagian
terakhir dari rangkaian tulisan ini disimpulkan dan diulas berbagai
implikasi kebijakan dalam membiayai usaha nelayan pada subsektor
perikanan tangkap.
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PENDEKATAN STUDI SISTEM
PEMBIAYAAN MASYARAKAT
NELAYAN
Mochammad Nadjib

PENGANTAR

Sekitar tahun 1970-an, Pemerintah Republik Indonesia menca-
nangkan pembangunan pertanian untuk mencapai swasembada
pangan dan peningkatan devisa dari subsektor perikanan. Sejak
pencanangan itu, pemerintah mengucurkan berbagai skim kredit
secara besar-besaran. Hasilnya, terjadi perkembangan luar biasa yang
kemudian terkenal dengan istilah “revolusi hijau” untuk subsektor
pertanian pangan dan “revolusi biru” untuk subsektor perikanan
tambak. Meskipun demikian, tetap timbul permasalahan karena
skim kredit untuk subsektor perikanan tangkap tidak pernah dising-
gung,.

Masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional, sering di-
identikkan dengan masyarakat yang miskin (Sawit, 1988; Mubyarto
dkk., 1994; Harahap, 1997). Selain itu, masyarakat nelayan juga
dianggap lemah, bodoh, tidak efisien, dan tidak mampu meren-
canakan masa depan. Stereotipe tersebut cukup kuat memandang
rendah kehidupan masyarakat nelayan. Bahkan, pandangan tersebut
cukup kuat dan berpengaruh besar terhadap berbagai kebijakan
pemerintah dalam penyusunan program pembangunan bagi masya-
rakat nelayan. Salah satu permasalahannya adalah tidak ada skim
kredit dari lembaga keuangan formal khusus untuk usaha rakyat
subsektor perikanan tangkap. Penangkapan ikan merupakan usaha
padat modal. Dibutuhkan dana relatif besar untuk pengadaan
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perahu, mesin perahu, jaring, dan biaya operasional penangkapan.
Semakin besar modal usaha, semakin baik teknologi yang dapat
dimanfaatkan sehingga semakin besar pula kemungkinan usaha
penangkapan ikan berkembang lebih baik. Meskipun demikian,
pengadaan modal melalui kredit dari lembaga keuangan formal
seperti bank, masih sangat terbatas. Pada 1980, telah diperkenalkan
kredit Bimbingan Massal (Bimas) kepada nelayan, tetapi tidak
berlangsung lama. Kredit tersebut tidak lagi disalurkan setelah
pengembalian dinilai gagal total karena banyak nelayan tidak
mampu menyelesaikan pembayaran angsuran. Sejak itu, lembaga
keuangan formal tidak tertarik lagi menyalurkan kredit kepada
subsektor perikanan tangkap. Data Bank Indonesia menunjukkan
bahwa dalam kurun waktu 2005-2009, alokasi kredit untuk per-
ikanan sedikit naik dari 0,22% menjadi 0,23% dari total kredit
perbankan. Pada 2009, tingkat kredit bermasalah (non-performance
loan atau NPL) di sektor perikanan mencapai 11,76% dari total
pinjaman (Kompas, 8 Februari 2011).

Bank Indonesia (2008) telah mengidentifikasi beberapa hal
yang menyebabkan lembaga keuangan formal tidak tertarik untuk
menyalurkan pembiayaan ke subsektor perikanan tangkap, antara
lain:

1. Masalah pemahaman karakeeristik risiko

Bank belum mempunyai metode khusus untuk menilai risiko

kredit subsektor perikanan tangkap. Akibatnya, tidak ada skim

khusus untuk nelayan sehingga kredit untuk perikanan tangkap

sulit disalurkan. Perbankan takut gagal bila menyalurkan kredit

kepada nelayan karena subsektor perikanan tangkap mempu-

nyai volatilitas yang tinggi sehingga dianggap sangat berisiko.
2. Masalah agunan

Sistem dan metode agunan yang ditetapkan bank, masih meng-

ikuti pola kredit umum. Pola ini jelas sangat memberatkan
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nelayan. Agunan yang diminta bank biasanya berbentuk su-
rat tanah atau buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB),
sementara perahu beserta alat tangkap yang merupakan aset
terbesar nelayan tidak bisa diterima sebagai agunan.

Permasalahan tersebut membuat kebutuhan nelayan untuk
mendapatkan pembiayaan dan permodalan dari bank sulit diper-
oleh. Oleh karena itu, mereka harus mencari alternatif pembiayaan
dengan meminjam dari para tengkulak, pedagang, atau rentenir
dengan bunga relatif tinggi. Meskipun mahal, meminjam kepada
tengkulak “lebih disukai” nelayan karena mudah, tidak perlu
agunan, dan proses pencairannya cepat. Selain itu, faktor saling
mengenal juga sangat berpengaruh dalam mendapatkan modal
(Mubyarto dkk.,1984; Imron, 1997; Masyhuri dan Mochammad
Nadjib, 2000; Bank Indonesia, 2008). Yang menjadi pertanyaan
adalah skim pembiayaan seperti apa yang memungkinkan masya-
rakat nelayan mendapatkan pembiayaan cepat dan murah dari
lembaga pembiayaan formal? Jika usaha nelayan dinilai penuh risiko
sehingga dianggap tidak akan mampu mengembalikan kredit secara
teratur, mengapa sampai saat ini lembaga keuangan informal masih

bersedia memberi pinjaman dan pembiayaan kepada nelayan?

Untuk memahami permasalahan tersebut, telah dilakukan
kajian mendalam untuk menyoroti aspek kredit dan pembiayaan
subsektor perikanan tangkap. Kajian dilakukan untuk memahami
dan menemukan solusi alternatif lembaga keuangan yang sesuai
dan cocok dengan karakter dan budaya masyarakat nelayan serta
peranannya sebagai institusi jaminan sosial ekonomi. Kajian secara
mendalam telah dilakukan terhadap komunitas nelayan Pasongsong-
an dan sekitarnya di Kabupaten Sumenep, Madura. Pasongsongan
dijadikan sebagai daerah kajian karena mewakili pusat pendaratan
ikan jenis pelagis kecil untuk kawasan Madura. Diharapkan di
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masa mendatang dapat dikaji komunitas nelayan yang mewakili
berbagai pusat pendaratan ikan dari jenis berbeda, seperti pelagis
besar dan demersal. Dengan demikian, dapat ditarik generalisasi
dari berbagai komunitas berbeda sehingga hasil akhir yang dicapai
akan mencakup unsur-unsur dasar yang bersifat general dan dapat
diaplikasikan pada masyarakat nelayan Indonesia.

Kajian ini dibangun berdasarkan pendekatan ekonomi kelem-
bagaan dan sosio-antropologi. Pendekatan ekonomi kelembagaan
sangat diperlukan untuk menjawab persoalan organisasi dan
kelembagaan ekonomi formal yang tumbuh serta berkembang di
lingkungan komunitas masyarakat nelayan. Pendekatan ini juga
bermanfaat untuk mengetahui interaksi antar-lembaga keuangan
formal dalam memberikan pembiayaan kepada usaha perikanan
tangkap. Bagaimana kontribusi lembaga keuangan komunitas
nelayan terhadap pembangunan perekonomian setempat? Sejauh
mana kelembagaan yang sudah ada dapat dimanfaatkan sebagai
wadah pembiayaan bagi pengembangan potensi sosial ekonomi
masyarakat? Pendekatan sosio-antropologis diharapkan dapat me-
metakan pengalaman empirik dan perbedaan karakteristik sosial
budaya komunitas nelayan dalam memahami permasalahan kredit
dan kebutuhan modal usaha. Realita lapangan menunjukkan bahwa
corak kedaerahan sangat kental pada usaha perikanan tangkap.
Artinya, setiap komunitas nelayan sedikit banyak memiliki karakter
berbeda dengan komunitas nelayan lain. Dalam hal ini, usaha
rakyat subsektor perikanan tangkap di Indonesia tumbuh dan
berkembang berdasarkan pengalaman empirik; beradaptasi pada
lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan alam yang

berbeda.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara
mendalam dan observasi lapangan serta memanfaatkan sumber
data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah
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narasumber dan informan kunci. Narasumber yang diwawancara
adalah kelompok nelayan, terutama kelompok juragan darat dan
juragan laut serta para pedagang yang melakukan hubungan bisnis
dengan nelayan dan pengelola lembaga pembiayaan formal. Infor-
man kunci terdiri atas orang-orang yang mengetahui dan mema-
hami permasalahan yang diteliti. Teknik pemilihan narasumber
dan informan kunci dilakukan melalui metode snow ball, yakni
informasi yang diperoleh dari seorang narasumber dan informan
dikembangkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang
lebih mendalam serta untuk mendapatkan informan kunci lain.
Agar topik penelitian dapat digali dengan lebih fokus, wawan-
cara dilakukan menggunakan panduan wawancara (interview
guide) yang disusun berdasarkan matriks variabel dan indikator
penelitian. Analisis kualitatif dikembangkan dalam penelitian ini
dengan memahami persoalan secara komprehensif dan konsep em-
pati sebagai pendekatan. Pendekatan empati berupaya memahami
permasalahan penelitian dari perspektif pelaku.

CAKUPAN MASALAH DAN SASARAN PENULISAN

Secara struktural, ekonomi nelayan mirip dengan ekonomi petani,
antara lain berskala kecil, peralatan dan organisasi pemasaran relatif
sederhana, dan tindakan eksploitasi dinilai sebagai bagian dari
kooperasi. Meskipun demikian, jika dilihat dari sudut pandang
perilaku ekonomi maka kehidupan nelayan sangat jauh berbeda
dibandingkan dengan kehidupan petani.

Dalam proses produksi, sejak awal petani telah terlibat secara
langsung. Mereka harus menyiapkan lahan, membajak, dan me-
nanaminya. Mereka juga terlibat terus sampai proses pasca-tanam,
seperti mengatur pengairan, pemupukan, pembasmian hama, dan
sebagainya. Sebaliknya, dalam proses produksi nelayan tidak ba-
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nyak terlibat. Meskipun demikian, tetap dibutuhkan keterampilan
teknis nelayan untuk memahami habitat ikan, arah arus, cuaca,
musim ikan, dan sebagainya. Apabila mengalami paceklik hasil
tangkapan, nelayan akan berpindah daerah tangkapan untuk se-
mentara, atau paling jauh akan mencari daerah tangkapan baru
(andun) yang diperkirakan masih banyak ikan. Ada kemungkinan
pula mereka berhenti untuk sementara waktu guna menghindari
kerugian yang lebih besar. Perbedaan yang tajam antara petani
dengan nelayan dalam proses produksi, berakibat pola pendapatan
yang kontras di antara mereka. Pendapatan petani cenderung lebih
teratur. Sebaliknya, pendapatan nelayan tidak pernah teratur. Selain
teratur, petani sedikit banyak memiliki gambaran mengenai besar
pendapatan yang akan diperoleh setiap panen. Petani juga memi-
liki gambaran mengenai waktu panen berikutnya. Oleh karena
itu, petani sangat hati-hati dalam membelanjakan pendapatannya
sehingga cukup sampai panen berikut. Untuk menghindari risiko,
petani cenderung kepada hal yang telah mapan seperti mendiri-
kan lumbung pangan atau lumbung paceklik dan kurang berani
melakukan spekulasi. Sebaliknya, nelayan tidak pernah memiliki
gambaran tentang pendapatan yang akan diperoleh. Bagi nelayan,
usaha penangkapan ikan bagaikan seni berburu yang penuh speku-
lasi karena hasilnya sulit diperkirakan, semua serba meraba-raba dan
tidak pernah pasti (Acheson, 1981; Masyhuri dkk., 1999; Masyhuri
dan Nadjib, 2000). Pada satu saat nelayan dapat memperoleh
pendapatan yang cukup besar, tetapi pada saat yang lain tidak
memperoleh penghasilan sama sekali. Pola pendapatan nelayan yang
tidak teratur ini tampaknya menciptakan perilaku ekonomi yang
spesifik, dan selanjutnya berpengaruh terhadap pranata ekonomi
dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan. Salah satu pranata
ekonomi yang berkembang dalam menanggulangi berbagai risiko

ketidakpastian adalah berkembangnya kelembagaan bagi hasil di
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kalangan nelayan kecil. Institusi bagi hasil ini mampu membagi
risiko dalam sistem ekonomi penangkapan ikan.

Selain itu, perilaku ekonomi yang juga berkembang dalam
masyarakat pencari ikan yang memiliki penghasilan tidak pasti
adalah perilaku spekulatif. Pada saat hasil tangkapan nelayan sedikit,
biasanya mereka mengalami kekurangan. Mereka terpaksa mencari
pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini
tengkulak, bakul, pengepul, dan pedagang ikan memiliki peranan
yang sangat penting. Pada saat hasil tangkapan banyak, mereka
merasa bahwa mencari uang cukup mudah. Nelayan cenderung
boros membelanjakan uang, di samping harus membayar utang
berbunga tinggi. Demikian seterusnya, nelayan akan kembali
mencari pinjaman apabila sudah mengalami kekurangan. Pranata
sosial ekonomi yang harus hidup dalam konteks masyarakat seperti
ini adalah yang terbentuk melalui hubungan patron-klien antara
nelayan dengan tengkulak, bakul, pengepul, atau pedagang ikan.
Hal ini memungkinkan terwujudnya jaminan sosial ekonomi dalam
kehidupan nelayan. Permasalahan umum yang dihadapi adalah
apakah sistem kredit untuk pembangunan perdesaan yang selama
ini diintroduksi pemerintah memiliki fungsi dan berperan sebagai
institusi pembiayaan masyarakat nelayan?

Bertolak dari pertanyaan ini diperoleh suatu gambaran
mengapa sistem kredit dan pembiayaan perdesaan yang ada sulit
diterapkan untuk usaha rakyat subsektor perikanan tangkap. Kalau
begitu jenis institusi perkreditan seperti apa yang mampu hidup,
berkembang, dan melembaga di kalangan masyarakat nelayan?
Organisasi ekonomi strategis seperti apa yang dapat dikembangkan
sebagai model perkreditan dan pembiayaan masyarakat nelayan?
Mungkinkah sistem pembiayaan yang berbasiskan bagi hasil dapat
dikembangkan sebagai model perkreditan nelayan? Pertanyaan-

pertanyaan tersebut menyodorkan permasalahan penting dalam
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penelitian untuk mengembangkan sistem pembiayaan nelayan ini.
Kemampuan mengungkap permasalahan secara mendalam akan
dapat memahami aspek strategis sistem perkreditan dan pembiayaan
pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Sistem per-
kreditan dan pembiayaan yang sesuai dengan usaha nelayan akan
mampu dikembangkan jika bertitik tolak dari persepsi masyarakat
nelayan itu sendiri (community-based policy). Melalui pilihan yang
strategis, sistem perkreditan yang dirumuskan akan memberikan
kemungkinan masyarakat nelayan dapat meningkatkan kemam-
puan sesuai dengan potensi sumber daya yang ada. Dalam hal ini,
penelitian yang telah dilakukan menempatkan sistem perkreditan
dan pembiayaan sebagai objek kajian sosial ekonomi masyarakat
nelayan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, buku ini diharapkan
mampu mengungkap suatu model institusi pembiayaan formal yang
cocok dan sesuai dengan karakter serta budaya masyarakat nelayan.
Menjadi fokus dari kajian penulisan adalah lembaga pembiayaan
formal dan informal yang berkembang dan melembaga pada
komunitas nelayan Pasongsongan dan sekitarnya serta peranannya
terhadap usaha rakyat penangkapan ikan. Melalui pengkajian yang
mendalam dan komprehensif, diharapkan dapat direkomendasikan
lembaga ekonomi yang strategis untuk dikembangkan sebagai model
pembiayaan pada usaha rakyat perikanan tangkap.

KEBIJAKAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN NELAYAN
SEBAGAI PENDEKATAN STUDI

Kebijakan Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Keengganan lembaga keuangan formal untuk menyalurkan kredit
dan pembiayaan kepada nelayan kecil tampaknya bukan hal baru.
Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, institusi perbankan
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formal (Volkscredietwezen) hanya berani memberi pinjaman kepada
subsektor perikanan tambak.

Mudah diduga mengapa pemerintah hanya bersedia mem-
beri pinjaman kepada subsektor perikanan tambak. Selain karena
berpenghasilan lebih pasti, sektor pertambakan juga lebih mudah
dikontrol. Selain itu, petani tambak juga mampu memberi agunan
kredit berupa barang yang mudah dijual, di antaranya lahan tambak
itu sendiri. Sebaliknya, agunan nelayan penangkap ikan rata-rata
berupa barang yang tidak mudah dijual dan sifatnya bergerak, di
antaranya perahu dan peralatan tangkap ikan. Dengan demikian,
kredit sektor perikanan lebih banyak terserap untuk subsektor
perikanan tambak dibandingkan perikanan tangkap.

Pada 1907 pemerintah Hindia Belanda pernah mengeluarkan
edaran mengenai penyaluran kredit untuk usaha pertambakan dan
penangkapan ikan. Untuk itu, disiapkan sepuluh bank sebagai
pelaksana kredit rakyat (Volkscredietwezen) di sepanjang pantai utara
Jawa dan Madura. Meskipun demikian, bank tetap tidak berani
mengambil risiko menyalurkan kredit kepada nelayan penangkap
ikan tanpa ada jaminan dan agunan cukup. Yang disalurkan kepada
nasabah hanya kredit untuk usaha tambak ikan. Demikian pula
pada 1920-an, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan
Visscherij Station di Jakarta dan membentuk Afdecling Visscherij
di lingkungan Departemen Pertanian. Kredit untuk nelayan kecil
nyaris tidak pernah diberikan. Saat itu, sumber permodalan nelayan
kecil di Jawa dan Madura berasal dari para pelepas uang dan rentenir
(Masyhuri, 2005). Peran pelepas uang yang dominan pada subsek-
tor perikanan tangkap dimungkinkan oleh tidak adanya kredit
dari institusi perbankan formal. Pemerintah tidak membuat kebi-
jakan untuk menyalurkan kredit bagi nelayan kecil, dengan alasan
mereka tidak mempunyai pendapatan yang jelas dan pasti sehingga
diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam pengem-balian kredit.
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Perubahan penting penyaluran kredit untuk subsektor perikanan
tangkap terjadi ketika banyak dibentuk organisasi sosial ekonomi
di kalangan masyarakat, termasuk nelayan. Organisasi ini bertu-
juan melakukan perbaikan ekonomi, di antaranya melalui gerakan
semacam koperasi. Embrio koperasi nelayan pertama kali didirikan
di Tegal, Jawa Tengah, pada 1913 dalam rangka “perlawanan”
masyarakat nelayan menghadapi cengkeraman pelepas uang dan
rentenir. Sampai 1919, telah banyak didirikan organisasi sosial
ekonomi nelayan (sebagai embrio koperasi) di berbagai tempat.
Mereka secara berkelompok menghadapi permasalahan ekonomi
yang sama, terutama masalah permodalan dan pemasaran ikan.
Dalam hal permodalan, organisasi menjalin kontrak kredit dengan
bank, sedangkan dalam bidang pemasaran ikan, organisasi me-
numbuhkan perdagangan bebas melalui pelelangan ikan. Awalnya
bank ragu-ragu memberikan kredit kepada organisasi nelayan ini,
tetapi dengan jaminan yang diberikan oleh seorang kontroluur Tegal
bernama EW der Rijck van der Gracht maka bank akhirnya berse-
dia menyalurkan kredit sebesar f 5.000 untuk usaha penangkapan
ikan melalui organisasi yang dibentuk nelayan. Organisasi ini pula
yang bertanggung jawab melakukan penarikan kredit dari nelayan
dan melakukan pembayaran ke bank. Pola kerja organisasi dalam
meningkatkan modal dan pemasaran ikan adalah nelayan yang
mendapatkan kredit berkewajiban menjual ikan hasil tangkapannya
melalui tempat pelelangan ikan yang dikelola organisasi. Dari hasil
penjualan melalui lelang, nelayan berkewajiban mengangsur utang-
nya kepada organisasi. Dari angsuran inilah organisasi membayar
utangnya kepada bank. Tidak ada batasan waktu bagi nelayan
untuk melunasi utang. Mereka hanya diwajibkan mengangsur 10%
dari hasil penjualan ikan dan 5% untuk jasa sampai utangnya
lunas (Dort dalam Masyhuri, 2005). Dalam jangka waktu 17
bulan, organisasi tersebut telah mampu melunasi kreditnya kepada
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bank dan mendapatkan keuntungan sebanyak f 10.000 (Visser
dalam Masyhuri, 2005). Sejak itu, bank memperluas pemberian
kreditnya kepada organisasi sosial ekonomi nelayan di berbagai
tempat. Meskipun demikian, kredit yang diberikan bank tersebut
tetap belum mampu menggeser dominasi kredit yang diberikan
para pelepas uang dan rentenir.

Untuk mempertahankan dominasinya terhadap nelayan, pelepas
uang dan rentenir banyak membentuk tempat pelelangan ikan sen-
diri. Sampai tahun 1930-an, tempat pelelangan ikan yang dikelola
oleh perorangan ini banyak beroperasi di sepanjang pantai utara
Jawa. Sebagaimana pelelangan yang dikelola oleh organisasi nelayan,
pelelangan ikan yang dikelola oleh perorangan ini juga memberikan
kredit uang kepada para nelayan sebagai sarana mengikatnya untuk
menjual ikan hasil tangkapannya di pelelangan miliknya. Di lain
pihak, kredit dari bank yang disalurkan kepada organisasi nelayan
lebih kecil dibandingkan kredit yang diberikan para bakul dan
pedagang ikan serta pelepas uang di tempat pelelangan. Kecilnya
kredit yang diberikan kepada para nelayan tersebut belum mampu
mendorong perkembangan modernisasi usaha penangkapan ikan.
Bahkan ada kecenderungan kredit yang diberikan pemerintah
kepada subsektor perikanan tangkap cenderung menurun dari
tahun ke tahun dibandingkan kredit yang disalurkan untuk sektor
pertanian pada umumnya (Masyhuri, 1998).

Kebijakan Pemerintah Indonesia Sejak Pelita |

Strategi kebijakan Pemerintah Indonesia sejak Pelita I dirancang
untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan
sektor penangkapan dan manajemen pemasarannya. Di bidang
pembiayaan, setidaknya semenjak awal tahun 1970-an, berbagai
program kredit telah diintroduksikan pemerintah guna pengem-
bangan sektor pertanian, usaha kecil, dan perikanan.
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Pemerintah mulai memperkenalkan Kredit Investasi Kecil (KIK)
dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada 1973. Setelah
itu, berbagai program penyaluran kredit diluncurkan lagi, seperti
Kredit Mini, Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Midi, Kredit
Pencetakan Sawah, Kredit Bimas, dan sebagainya. Selain disalur-
kan melalui bank-bank komersial, kredit tersebut juga disalurkan
melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kredit yang diperuntukkan
bagi pengembangan subsektor perikanan tangkap diberikan untuk
membeli perahu dan atau peralatan lainnya yang disalurkan melalui
Koperasi Unit Desa (KUD) Mina. Pada 1979 dilaksanakan paket
kredit perdesaan, termasuk perdesaan nelayan yang dibiayai oleh
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
Selanjutnya, pada 1980 kredit Bimas diperkenalkan untuk nelayan,
tetapi pengembalian kredit Bimas dinilai telah gagal total. Ba-
nyak nelayan yang tidak mampu mengembalikan pinjaman yang
diberikan melalui program Bimas. Setelah nelayan dianggap gagal
dalam pengembalian kredit Bimas, tidak pernah ada lagi kebijakan
pemberian kredit dari pemerintah kepada nelayan penangkap ikan.
Tidak pernah ada penjelasan resmi mengenai penghentian pembe-
rian kredit untuk subsektor perikanan tangkap, tetapi pandangan
bahwa nelayan kurang mampu mengembalikan kredit yang diterima
tampaknya merupakan salah satu alasan utama. Lembaga keuangan
formal dan Bank Sentral tidak memiliki kemauan dan “keberanian”
untuk menyalurkan kredit kepada subsektor perikanan tangkap.
Hal ini terlihat dari pernyataan salah seorang Deputi Gubernur
Bank Indonesia (Kompas, 8 Februari 2011) yang menyatakan
bahwa “perikanan masih menjadi sektor yang menakutkan bagi
perbankan”.

Kebijakan pemerintah yang diterapkan sesudah itu untuk
mengembangkan usaha rakyat subsektor perikanan tangkap ber-
tumpu pada dua jenis kebijakan, yakni modernisasi alat tangkap
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melalui paket-paket bantuan dan kebijakan pengaturan melalui
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri (Sawit, 1988). Ber-
bagai bentuk paket bantuan dilakukan melalui supervisi Dinas
Perikanan daerah, di antaranya paket bantuan mesin tempel, jaring,
dan alat tangkap lain yang diberikan secara parsial. Kasus di Tuban
memperlihatkan (Masyhuri dan Mochammad Nadjib, 2000), bahwa
Dinas Perikanan setempat memberikan kredit peralatan tangkap
kepada nelayan melalui kelompok. Angsuran dilakukan setiap bulan
setelah dimusyawarahkan antara Dinas Perikanan dengan penerima
kredit yang diwakili oleh kelompok nelayan. Hasil dari pengem-
balian angsuran tersebut kemudian digulirkan lagi kepada individu
nelayan lain dalam satu organisasi kelompok yang sama. Dengan
demikian, bantuan kredit yang disediakan pemerintah belum
tentu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan nelayan. Selain
paket bantuan secara parsial, sejak 2011 hingga 2014 Pemerintah
mencanangkan paket bantuan lengkap bagi nelayan berupa 1.000
buah kapal berbobot 30 Gross Ton (GT) dengan harga sekitar
Rp1,5 miliar setiap paket. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
produktivitas subsektor kelautan dan perikanan. Meskipun demi-
kian, pencapaian program ini masih belum menunjukkan hasil
yang menggembirakan. Pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan
pada 2011 menyebabkan nasib program ini tidak jelas. Pengalaman
yang pernah terjadi menunjukkan paket pembiayaan dalam bentuk
program bantuan seperangkat kapal nelayan harus dilakukan secara
hati-hati. Program yang diperkenalkan tersebut dapat menimbulkan
potensi mempertajam dua kutub corak ekonomi dualisme pada
subsektor penangkapan ikan karena sektor penangkapan ikan skala
besar akan lebih berkembang dibandingkan usaha penangkapan
ikan rakyat berskala kecil.

Kebijakan Pemerintah dalam memberikan paket bantuan

secara parsial mengakibatkan kredit nelayan dari sektor perbankan
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untuk usaha penangkapan ikan menjadi sangat terbatas. Nelayan
dapat dikatakan tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan.
Rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian
Ekonomi LIPI' di berbagai komunitas nelayan memunculkan
pandangan bahwa nelayan menganggap dirinya diperlakukan se-
bagai “anak tiri” dibandingkan dengan kelompok petani yang lebih
banyak menerima skim kredit pemerintah. Meskipun demikian,
berbagai program sosial banyak pula diberikan kepada keluarga
nelayan. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang didesain oleh
Bappenas sebagai respons atas krisis ekonomi 1997, memasukkan
nelayan dalam salah satu kelompok yang menjadi target group.
Selain program JPS, dikenal pula Bantuan Langsung Tunai (BLT),
di samping Bantuan Raskin. Bantuan tersebut bersifat hadiah atau
dapat dikatakan charity dan kurang memberi spirit bagi peningkatan
kewirausahaan nelayan.

Berbagai program bantuan lain yang ditujukan kepada
masyarakat nelayan, di antaranya program Pemberdayaan Daerah
dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), pro-
gram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang
diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
program Pengembangan Kecamatan serta program yang didesain
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk
pengembangan usaha kecil di level rumah tangga nelayan (Elfindri
dan Alfian Zein, 2001). Mulai 2011, Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap meluncurkan beberapa program pemberdayaan masya-
rakat nelayan, di antaranya Pembangunan Usaha Mina Perdesaan

(PUMP). Program ini diluncurkan dalam rangka penanggulangan

! Lihat di antaranya rangkaian penelitian tentang Strategi Pengembangan Desa Nelayan
Tertinggal (1998-2001) dan rangkaian penelitian tentang Pengembangan Potensi Eko-
nomi Perikanan Tangkap (2007-2008) yang keduanya dilakukan oleh tim peneliti
Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.
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kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan. PUMP
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang difokuskan di
kabupaten/kota yang memiliki potensi kelautan dan perikanan.

Uraian di atas menunjukkan kurangnya peran perbankan
konvensional dalam pembangunan subsektor perikanan tangkap.
Pertanyaan menarik yang muncul atas kurangnya peran lembaga
perbankan konvensional adalah, mungkinkah sistem perbankan
yang secara operasional berbasis bagi hasil dapat dikembangkan
sebagai model bank untuk perkreditan nelayan? Kalau sistem per-
bankan yang berlaku selama ini menerapkan basis bunga tetap (fixed
interest) maka sejak lahirnya kebijakan pendirian Bank Muamalat
Indonesia pada 1992 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang kebijakan untuk menerapkan sistem perbankan Islam
di Indonesia, telah berkembang perbankan syariah yang berbasis
sistem bagi hasil (Kara, 2005). Beberapa hal yang memungkinkan
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih cocok untuk sektor
perikanan tangkap di antaranya karakteristik pembiayaan ini relatif
sesuai dengan tradisi bagi hasil pada usaha perikanan tangkap.
Prinsip pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil antara lain
didasarkan pada prinsip syirkah (kemitraan usaha) atas dasar profiz
and loss sharing. Sistem bagi hasil yang melembaga dalam kehidupan
masyarakat nelayan juga mirip dengan prinsip syirkah (kemitraan
usaha) berdasarkan sistem profit and loss sharing (Masyhuri, 2009).
Dalam sistem syirkah atau profit and loss sharing, peminjam dan
pemilik modal secara bersama-sama akan bertanggung jawab atas
jalannya usaha. Dengan demikian, faktor kepercayaan merupa-
kan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan dan
menghitung margin keuntungan serta bagi hasil yang menyertai
pembiayaan tersebut. Faktor pembinaan atau pendampingan telah
tercakup di dalam sistem ini sehingga memungkinkan risiko usaha
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dapat diminimalisasi. Melalui praktik usaha seperti ini, sektor riil
kemungkinan dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar.
Pola pembiayaan seperti ini sudah dipraktikkan secara luas oleh
nelayan Indonesia. Sebaliknya, sistem pengupahan nyaris tidak
dikenal dalam praktik usaha rakyat perikanan tangkap.

Dalam sistem perbankan konvensional, kredit yang diberikan
selalu berbasis pada bunga tetap (fixed interest). Apa pun bentuk
skim kredit yang diluncurkan, sistem bunga merupakan sistem yang
diterapkan untuk memperoleh keuntungan, tanpa memperhitungkan
faktor kegagalan usaha yang terjadi. Akibat penerapan sistem bunga
tetap, konsekuensi risiko kegagalan usaha hanya dibebankan kepada
peminjam. Pemberi pinjaman akan tetap mendapatkan keuntungan
dari bunga bank (rente) yang telah ditentukan sebelumnya. Selain
itu, pengembalian kredit dan bunga bank sering kali dilakukan
secara berkala setiap bulan. Pola yang diterapkan oleh perbankan
konvensional ini tampaknya kurang sesuai dengan karakteristik
usaha tradisional sektor perikanan tangkap. Ketidaksesuaian dengan
pola perbankan konvensional adalah pola pendapatan nelayan serba
tidak teratur dan tidak pasti, sangat bertolak belakang dengan
sistem perbankan konvensional yang menerapkan basis bunga tetap
(fixed interest) dan keteraturan angsuran. Tradisi pemerataan risiko
yang telah mengakar dengan kuat dalam kehidupan nelayan melalui
sistem bagi hasil, sangat bertolak belakang dengan sistem bunga
tetap yang tidak memperhitungkan faktor kegagalan usaha.

Dalam konteks perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil,
secara teori ada tiga hal yang menjadi ciri khas yang relatif cocok
dan sesuai dengan tradisi nelayan. Tiga hal yang menjadi ciri khas
perbankan tersebut adalah
a) Bebas bunga;

b) Prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko;
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¢) Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Hal
ini berarti, pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntung-
an atau kerugian riil, bukan berdasar patokan di depan yang
mengestimasikan bahwa keuntungan usaha yang diperoleh akan
lebih besar dari bunga kredit yang ditetapkan.

Dengan demikian, sistem perbankan yang berprinsip bagi hasil
secara konseptual lebih dekat dengan karakter masyarakat nelayan.
Oleh karena itu, sistem pembiayaan tersebut sangat mungkin dite-
rapkan sebagai alternatif pilihan.

HUBUNGAN PATRON-KLIEN SEBAGAI SUMBER
PEMBIAYAAN NELAYAN

Di kalangan masyarakat nelayan, patron-klien merupakan tata
hubungan yang memungkinkan terwujudnya institusi jaminan
sosial ekonomi. Secara ekonomi, hubungan patron-klien menam-
pakkan kecenderungan yang bersifat eksploitatif karena patron lebih
banyak menguasai sumber daya sehingga mampu memaksimalkan
keuntungan. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat nelayan
eksploitasi yang terjadi cenderung dianggap lebih baik karena
mereka tidak memiliki alternatif lain dalam menghadapi perma-
salahan ekonomi. Akses nelayan terhadap institusi pembiayaan
formal cenderung sangat terbatas. Mata pencaharian nelayan yang
spekulatif dan hasil yang tidak pasti menyebabkan sektor perbankan

kurang berminat menyalurkan kredit untuk masyarakat nelayan.

Menurut Legg (1983), tata hubungan patron-klien umumnya
berkenaan dengan (1) hubungan di antara pelaku yang menguasai
sumber daya tidak sama; (2) hubungan bersifat khusus (par-
ticularistic), yaitu hubungan pribadi yang mengandung keakraban
(affectivity); (3) hubungan yang didasarkan pada asas saling me-
nguntungkan, saling memberi, dan saling menerima. Tata hubungan
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seperti ini yang cenderung terjadi pada masyarakat nelayan, sebagai
akibat pendapatan yang tidak pernah teratur. Pendapatan yang
tidak pernah teratur memengaruhi fenomena sosial pada masyarakat
nelayan yang sangat dominan. Salah satunya adalah hubungan sosial
terjalin atas dasar utang piutang untuk memenuhi kebutuhan di
saat menghadapi krisis.

Hasil penelitian Mubyarto dkk. (1984), menunjukkan bahwa
pola hubungan patron-klien telah menciptakan terjadinya kemiskin-
an pada masyarakat nelayan. Struktur patron yang disebut toke
dan pemborong sangat mendominasi sumber ekonomi nelayan
yang menjadi klien dalam komunitas nelayan Jepara. Hal yang
relatif sama terjadi di daerah penelitian Pasongsongan. Di daerah
ini, sumber permodalan yang dimiliki oleh pengepul ikan dan
ketergantungan nelayan kepada pengepul untuk mendapatkan
modal investasi dan modal operasional telah “mewajibkan” nelayan
menjual hasil tangkapannya kepada pengepul. Hubungan patron-
klien yang terjadi di Pasongsongan adalah pengepul selaku patron
berkewajiban menyediakan dana untuk kebutuhan sebagian modal
produksi, modal operasional, dan saat nelayan mengalami paceklik.
Kewajiban nelayan selaku klien adalah menjual hasil tangkapan
kepada pengepul yang menjadi patron dengan harga yang relatif
tidak elastis dan masih harus dipotong untuk angsuran pinjaman.

Mengamati struktur sosial masyarakat nelayan di Pasongsongan,
secara umum tampak ada dua kelompok besar yang saling bersindi-
kasi dan saling membutuhkan. Pertama, kelompok produsen yang
meliputi para nelayan yang menangkap ikan di laut. Kedua, ke-
lompok pemasaran yang dikenal dengan istilah pedagang pengepul,
yaitu pedagang yang membeli ikan dari nelayan dan selanjutnya
menjual kepada pedagang lain di luar daerah atau langsung ke
pasar. Struktur kelompok di Pasongsongan meliputi nelayan yang
memiliki alat produksi berupa perahu dan peralatan penangkap
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ikan atau lebih dikenal dengan istilah orenga (di Jawa lebih dikenal
dengan istilah juragan darat). Selain itu, ada pandhiga, yaitu ke-
lompok nelayan yang bekerja kepada pemilik perahu sebagai buruh
atau istilah umumnya anak buah kapal (ABK). Di antara para
buruh nelayan ini, ada seorang yang ditunjuk oleh pemilik perahu
sebagai pemimpin penangkapan ikan di laut yang disebut dengan
istilah juru mudi (sebagian menyebut dengan istilah juragan) atau
masyarakat umum menyebutnya dengan istilah nakhoda.

Peran pemilik perahu sangat penting sebagai penyedia dana
untuk modal operasional perahu melaut, atau sebagai tempat awak
kapal meminjam saat membutuhkan. Meskipun demikian, bila ke-
butuhan dana cukup besar atau di luar kemampuan pemilik perahu,
pemilik perahu akan mencari alternatif untuk meminjam kepada
saudara, pedagang perbekalan, atau bisa juga kepada pengepul ikan.
Bahkan, dalam kasus di Pasongsongan, baik modal operasional
maupun modal produksi diperoleh dari hasil pinjaman kepada
pengepul. Pinjaman modal produksi tidak hanya untuk membeli
sebagian peralatan tangkap yang rusak, tetapi juga untuk membiayai
seseorang membeli perahu beserta peralatannya. Pola pembiayaan
ini biasanya diberikan kepada seorang juragan (nakhoda) yang
sudah dikenal latar belakang kehidupannya dan dianggap ahli
karena sering mendapat hasil tangkapan banyak. Pola ini menjadi
salah satu sarana terjadinya mobilitas sosial vertikal dari seorang
juragan (nakhoda) yang selanjutnya dapat meningkat menjadi
orenga (pemilik alat produksi). Kewajiban yang harus dipenuhi
kepada pengepul yang telah membiayai dengan seperangkat alat
tangkap adalah menjual hasil tangkapan kepada pengepul, dan dari
hasil penjualan tersebut dipotong sebesar 10% sebagai angsuran,
sampai pinjaman itu lunas. Setelah lunas, perahu beserta peralatan

tersebut berhak dimiliki.
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Ketergantungan pemilik perahu kepada para pengepul,
pedagang, atau tengkulak ikan terjadi karena ada fenomena sosial
hubungan patron klien yang terjalin atas dasar utang piutang untuk
memenuhi kebutuhan di saat kritis. Fenomena sosial masyarakat
nelayan ini dipengaruhi oleh pola pendapatan yang tidak pernah
teratur. Pada satu saat nelayan sama sekali tidak mendapatkan hasil
tangkapan. Akibatnya, mereka mengalami kekurangan sehingga
terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketika hasil tangkapan banyak, mereka merasa bahwa mencari
uang cukup mudah sehingga cenderung boros, di samping harus
membayar utang berbunga tinggi. Dalam tata hubungan semacam
ini, peran pengepul, tengkulak, dan pedagang ikan sangat penting
karena mereka merupakan bagian dari dinamika sosial budaya
masyarakat setempat. Sebaliknya, lembaga ekonomi formal sering
kali merupakan bagian eksternal dan tidak mengakar pada kultur
masyarakat lokal. Keberadaannya sering kali diperkenalkan oleh
kekuatan dari luar. Selain itu, aktivitas serta pengelolaannya rata-
rata berbeda dengan tradisi serta budaya yang telah berlaku dalam
komunitas nelayan. Jika lembaga formal tersebut dapat mengakar
dengan pola kerja dan pengelolaan yang sejalan dengan budaya
masyarakat nelayan maka keberadaannya akan lebih mudah di-
terima sebagai bagian dari komunitas.

KEMISKINAN DAN KREDIT NELAYAN

Berbagai kajian tentang masyarakat nelayan di Indonesia dewasa
ini menyimpulkan bahwa masalah kemiskinan nelayan umumnya
dapat dilihat dari sudut pandang alamiah, kultural, dan struktural.

Kemiskinan alamiah timbul sebagai akibat kelangkaan sumber
daya atau tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah.
Termasuk di dalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk
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yang meningkat pesat, sedangkan sumber daya relatif tetap (Hara-
hap, 1997). Kasus yang sering dijadikan acuan untuk menjelaskan
fenomena tersebut adalah hubungan antara ekosistem mangrove dan
terumbu karang yang rusak dengan tingkat pendapatan nelayan.

Pandangan kultural melihat kemiskinan dari segi budaya.
Masyarakat dianggap miskin karena budaya mereka tidak men-
dukungnya keluar dari masalah kemiskinan. Oscar Lewis (1993)
melukiskan bahwa pengikut kebudayaan kemiskinan memiliki
sikap apatis, malas, konsumtif, dan tidak mampu merencanakan
masa depan yang menyebabkan masyarakat itu menjadi miskin.
Prasangka semacam itulah yang sampai saat ini banyak dituduhkan
kepada komunitas nelayan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah
benarkah kemiskinan masyarakat nelayan disebabkan oleh sikap
apatis, malas, dan konsumtif sehingga tidak mampu merenca-
nakan masa depannya? Ataukah struktur sosial ekonomi yang
menyebabkannya miskin? Kalau tingkat kemalasan dilihat dari
jumlah waktu kerja maka White (1996) dalam studinya telah
menghitung jumlah hari dan jam pekerjaan petani di perdesaan
Jawa. Petani bekerja sepanjang musim penghujan selama 180 hari.
Tercatat hanya 22% dari waktu kerja riil atau 10% dari potensi
waktu kerjanya dipergunakan untuk bekerja di sawah. Selebihnya
mereka bekerja serabutan atau bahkan menganggur. Rendahnya
pemanfaatan waktu kerja di sawah ini antara lain disebabkan oleh
jumlah tenaga kerja petani yang melimpah dan pekerjaan yang
tersedia terbatas. Berbeda dengan petani, nelayan bekerja sepanjang
hari dan jam kerja. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI
(1999) telah menghitung waktu rata-rata nelayan melaut dalam
setahun sebanyak 200 hari, yaitu seluruh hari yang memungkinkan-
nya dapat melaut. Pada saat melaut, nelayan memanfaatkan waktu
secara optimal untuk bekerja. Sebaliknya, nelayan biasanya tidak
melaut saat terang bulan atau cuaca benar-benar sangat buruk.
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Apabila sedang tidak melaut, umumnya nelayan memanfaatkan
waktu untuk memperbaiki peralatan yang rusak seperti jaring,
mesin, atau perahu.

Masyhuri (1999) dalam artikel berjudul Ekonomi Nelayan dan
Kemiskinan Struktural menyimpulkan bahwa kemiskinan nelayan
lebih disebabkan oleh struktur ekonomi nelayan dan bukan pada
sumber daya yang terbatas. Kemiskinan pada masyarakat nelayan
terjadi karena dominasi pemanfaatan laut oleh sekelompok kecil
pemodal kuat, penguasaan pasar oleh pedagang, dan terbatasnya
kredit perbankan bagi nelayan. Perbankan cenderung ragu-ragu
menyalurkan kredit pembiayaan kepada nelayan. Penghasilan ne-
layan yang fluktuatif, tidak pasti, dan pola kerja yang cenderung
spekulatif serta berisiko tinggi merupakan alasan perbankan “tidak
berani” memberikan kredit pembiayaan untuk nelayan. Padahal,
tidak dapat dibantah bahwa penangkapan ikan merupakan usaha
yang padat modal. Untuk pengadaan satu unit perahu kotekan
lengkap berukuran antara 10 sampai 15 GT dengan jaring purse
seine untuk penangkapan ikan pelagis diperlukan dana sekitar
Rp500 juta. Demikian pula biaya operasional yang harus dikeluar-
kan setiap kali melakukan penangkapan ikan. Untuk keperluan
bahan bakar setidaknya harus dikeluarkan biaya Rp1 juta. Belum
lagi kebutuhan makan untuk pandhiga yang setiap perahu berjum-
lah sekitar 15 orang. Tanpa bantuan modal dari pemerintah atau
institusi perbankan, nelayan akan mengalami kesulitan menyediakan
sarana penangkapan ikan. Pertanyaannya adalah selama ini dari
mana nelayan memperoleh pembiayaan untuk memenuhi kebutuh-
an menyediakan sarana penangkapan ikan? Kredit yang selama ini
dinikmati oleh nelayan Pasongsongan adalah kredit informal yang
berasal dari pengepul ikan atau hasil menyisihkan sebagian dari
penghasilan nelayan. Kredit tersebut jauh lebih dominan dinikmati
nelayan dibandingkan kredit formal dari lembaga perbankan, meskipun
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untuk itu dibutuhkan biaya relatif tinggi. Karena perbankan tidak
pernah melakukan ekspansi pembiayaan kepada nelayan maka
kemungkinan kecil nelayan memiliki kesempatan untuk melaku-
kan alih teknologi. Investasi yang terjadi terutama dilakukan oleh
para nelayan kaya, khususnya pemilik sarana produksi (orenga)
yang telah berhasil. Akumulasi modal oleh kelompok orenga ini
dilakukan lantaran posisinya strategis dalam organisasi penangkapan
ikan dan telah berproses cukup jauh. Dengan demikian, secara
individual mereka mampu melakukan investasi dan alih teknologi
di subsektor penangkapan ikan. Akibatnya, demikian kemiskinan
akan tetap berkutat di sekitar nelayan kecil. Sulit bagi kelompok
nelayan kecil untuk melakukan mobilitas sosial vertikal karena
rendahnya teknologi.
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POTENSI PERIKANAN DAN
PENTINGNYA PEMBIAYAAN
USAHA PERIKANAN TANGKAP:
KASUS PASONGSONGAN, SUMENEP

Achsanah Hidayatina

PENGANTAR

Potensi sumber daya perikanan merupakan aset yang besar bagi
pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Food and Agriculture
Organization (FAO) 2009, Indonesia menempati peringkat keempat
terbesar di dunia sebagai produsen perikanan tangkap dan budi
daya.

Selain sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia
juga merupakan sebagai salah satu produsen ikan laut terbesar.
Potensi lestari sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan
mencapai 6,5 juta ton/tahun, dan pada 2010 produksinya mencapai
5,06 juta ton/tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011).
Bila dimanfaatkan secara optimal, potensi sumber daya perikanan
tersebut dapat menjadi penggerak utama perekonomian nasional
yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun demikian, masih terdapat cukup banyak nelayan yang
belum mampu mengoptimalkan hasil tangkapannya sehingga ting-
kat pendapatan tidak meningkat dan masih hidup di bawah garis
kemiskinan. Nelayan buruh (ABK) merupakan kelompok masya-
rakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sosial
ekonomi masyarakat pesisir. Kemiskinan dan derajat kesejahteraan
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sosial yang rendah menimpa sebagian besar dari mereka. Kondisi
mereka relatif tertinggal, baik secara ekonomi maupun sosial,
dibandingkan kelompok nelayan lain. Hal ini ditandai dengan
beberapa ciri yang menunjukkan keterbelakangan ekonomi mereka,
di antaranya tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai
untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/
anak buah kapal (ABK) dengan penghasilan yang minim.

Lebih lanjut buku ini akan memaparkan kondisi dan potensi
hasil perikanan tangkap yang dimiliki masyarakat Pasongsongan
dan pentingnya pembiayaan usaha perikanan tangkap di daerah
itu. Adanya pembiayaan yang murah kepada kelompok pemilik
kapal (juragan) diharapkan dapat memodernkan peralatan tangkap
sehingga meningkatkan hasil tangkapan. Hasil yang lebih baik akan
berimbas pada bagi hasil antara pemilik kapal dengan anak buah
kapal sehingga kesejahteraan nelayan pun meningkat.

POTENSI PERIKANAN TANGKAP DAN MASALAH SOSIAL
EKONOMI

Pasongsongan secara administrasi terletak di Kabupaten Sumenep.
Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar dalam subsektor peri-
kanan, baik perikanan laut, air payau, air tawar, maupun perikanan
tambak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2010, nilai produksi
perikanan tangkap yang berasal dari laut mencapai 43.385 ton
dengan total nilai mencapai sekitar Rp453,9 miliar. Melihat ber-
bagai potensi kelautan yang ada, masyarakat Sumenep, khususnya
yang tinggal di pesisir, menjadikan sektor perikanan sebagai mata
pencaharian yang penting untuk meningkatkan taraf hidup. Na-
mun, data Dinas Kelautan dan Perikanan setempat menunjukkan
bahwa produksi perikanan tangkap cenderung menurun setiap
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tahun. Pada 2007 produksi perikanan mencapai 50.739,6 ton dan
turun menjadi 43.385,61 ton pada 2010 atau menurun sebesar
14,5%. Ikan hasil tangkapan sebagai penyangga kehidupan semakin
sulit diperoleh. Hal ini terjadi akibat krisis sumber daya perikanan
dan kondisi laut yang sudah mengalami tangkap lebih (overfish-
ing). Kelangkaan juga bisa terjadi karena daya dukung lingkungan
perairan sudah menurun akibat kerusakan ekosistem laut.

Tabel 2.1 Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Sumenep 2007-2010 (Ton)

Tahun
No. Produksi
2007 2009 2010

1. | Perikanan Tangkap 50.739,60 44.900,20 43.385,61
2. | Perikanan Payau 826,00 1.003,70 813,20
3. | Perikanan Tawar 65,30 71,83 148,61
4, | Perairan Umum 161,20 177,32 16,20

Total 51.792,10 46.153,05 44.363,62

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep, 2010

Secara umum, total produksi perikanan tangkap di Kabupaten
Sumenep masih lebih dominan dibandingkan produksi perikanan

budi daya. Agar lebih jelas lihat Tabel 2.1.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sumenep mengalami
penurunan yang cukup berarti setiap tahun. Tingkat pendapatan
nelayan juga cenderung menurun yang tecermin dari taraf hidup
nelayan. Wilayah pesisir Kabupaten Sumenep memiliki banyak
sumber daya manusia yang terlibat langsung di sektor perikanan
dan kelautan. Mereka terkonsentrasi di 20 kecamatan. Beberapa
kecamatan yang menonjol sektor perikanan dan kelautannya adalah
Pasongsongan, Dungkek, dan Batangbatang.
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Kecamatan Pasongsongan memiliki luas wilayah sekitar 119,02
km? atau 21,34% dari luas Kabupaten Sumenep. Batas wilayah
Kecamatan Pasongsongan di sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah
selatan berbatasan dengan Kecamatan Ganding dan Guluk, sebelah
timur berbatasan dengan Kecamatan Ambunten, dan di sebelah
barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Total keseluruhan
desa yang termasuk wilayah administrasi Kecamatan Pasongsongan
adalah sepuluh desa dengan tiga desa di antaranya terletak di pesisir,
yaitu Pasongsongan, Panaongan, dan Padangdangan.

Pasongsongan memiliki fasilitas pelabuhan, hanya dikategori-
kan sebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan. Pelabuhan tersebut hanya
mampu melayani operasional perahu dari wilayah perairan sekitar,
baik yang berasal dari desa-desa penyangga seperti Ambunten dan
Batangbatang maupun kepulauan sekitar, di antaranya Sapeken,
Raas, dan Masalembu. Kapasitas pelabuhan hanya mampu untuk
labuh perahu maksimal berukuran sekitar 15 GT, meskipun telah
dilengkapi dengan fasilitas penahan gelombang (break water) dan
kolam pelabuhan.

Fasilitas yang dimiliki pelabuhan Pasongsongan relatif minim.
Pelabuhan ini hanya mampu melayani bongkar muat ikan dan
perdagangan skala lokal tanpa melalui pelelangan ikan. Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) yang pembangunannya telah dimulai sejak
2003 masih belum selesai, bahkan bangunannya tampak semakin
rusak. Tidak adanya tempat pelelangan menyebabkan transaksi
penjualan ikan tidak bisa dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
Perkembangan terakhir menunjukkan ambruknya sebagian penahan
gelombang (break water) di sisi timur dan sisi barat. Kondisi ini
menyebabkan aktivitas nelayan cukup terganggu karena lintasan
perahu terhalang oleh beton break water. Situasi ini membuat
para nelayan kesulitan menambatkan perahunya, terutama ketika
musim angin dan hujan. Ambruknya beton penahan gelombang
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(break water) juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya
abrasi pantai yang dapat mengancam desa nelayan.

Kondisi Pasongsongan seperti di atas mengakibatkan kondisi
kehidupan sosial ekonomi tidak begitu berkembang. Di sekitar
pelabuhan hanya ditemukan satu unit perbankan konvensional.
Jumlah bank yang sedikit merupakan salah satu indikator tidak
berkembangnya ekonomi lokal. Koperasi nelayan memang telah
berdiri di sekitar komunitas nelayan, tetapi anggotanya hanya 40
orang dan perputaran ekonomi kalah jauh dibandingkan pengepul

dan pedagang ikan setempat.

KONDISI PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
masyarakat nelayan adalah masyarakat yang memiliki mata penca-
harian sebagai penangkap ikan. Mereka melakukan aktivitas usaha
dan mendapat penghasilan dari kegiatan mencari dan menang-
kap ikan. Karena bekerja sebagai penangkap ikan maka tingkat
kesejahteraan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas hasil
tangkapan. Banyak sedikitnya hasil tangkapan mencerminkan besar

kecilnya pendapatan yang diterima.

Nelayan Pasongsongan menganggap bahwa menjadi nelayan
merupakan pilihan terakhir. Menjadi nelayan adalah pekerjaan
turun temurun, bahkan ada yang menilai sebagai satu-satunya
pilihan. Hal tersebut terjadi karena tingkat ketergantungan yang
tinggi terhadap sumber daya perairan akibat tidak tersedia alternatif
pekerjaan lain. Kondisi seperti ini juga mengakibatkan nelayan
tradisional tidak bisa bersaing dengan nelayan berteknologi modern.
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Teknologi Penangkapan lkan

Nelayan Sumenep, khususnya Pasongsongan, masih menggunakan
alat tangkap ikan sederhana. Metode dan taktik perburuan ikan
pun masih mempergunakan tanda-tanda alam.

Teknologi penangkapan ikan pada dasarnya berkembang se-
bagai hasil dari hubungan yang akrab dalam kurun waktu yang
panjang antara nelayan dan lingkungan sumber hidup mereka
(Masyhuri,1993). Oleh karena itu, terjadinya perbedaan teknologi
penangkapan antara daerah satu dengan daerah lain, tergan-
tung situasi dan kondisi lingkungan alam serta faktor kebiasaan
masyarakat. Di Pasongsongan, rata-rata nelayan menangkap ikan
menggunakan alat tangkap purse seine karena jenis ikan yang
menjadi sasaran adalah ikan permukaan (pelagis) yang hidupnya
bergerombol, terutama ikan layang. Sebaliknya komunitas nelayan
di kecamatan lain, khususnya Dungkek, memanfaatkan payang
jurung atau jaring teri karena sasaran tangkap adalah ikan teri nasi.
Oleh karena itu, penguasaan teknologi penangkapan ikan sangat
berhubungan dengan penguasaan aset untuk kegiatan penangkapan
ikan di laut. Dengan demikian, teknologi penangkapan merupa-
kan sarana yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan
nelayan. Aset yang sangat penting bagi nelayan terdiri atas perahu,
mesin, dan alat tangkap/jaring yang dimiliki atau yang diusahakan
nelayan dalam penangkapan ikan di laut. Berdasarkan kepemilikan
aset penangkapan, ada keragaman antarkecamatan. Keragaman itu
disebabkan oleh lingkungan alam, perairan serta adat kebiasaan
masing-masing tempat, terutama jenis sasaran yang akan ditangkap.

Jumlah armada perikanan laut di Kabupaten Sumenep pada
2005 mencapai 17.247 kapal, terdiri atas perahu jukung tanpa
mesin, perahu jukung bermesin, perahu/boat tanpa mesin, perahu/
boat bermesin, dan kapal motor. Seiring dengan kondisi daerah
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penangkapan yang cenderung overfishing, terjadi penurunan jumlah
armada perikanan laut. Pada 2010 armada penangkapan menurun
49,5% menjadi 8.705 kapal. Dari total jumlah tersebut, 360
armada penangkapan ikan di antaranya terdapat di Kecamatan Pa-
songsongan, terdiri atas perahu/boat tanpa mesin 25 buah, perahu/
boat mesin jumlah 256 buah, dan kapal motor 79 buah. Jumlah
perahu dan kapal penangkap ikan di Sumenep secara lengkap dapat
dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap lkan Menurut Jenisnya di Kabupaten
Sumenep 2010

No. Rincian 2007 2009 2010
1. | Perahulukung tanpa 1122 1.164 1.159
Mesin
2 Perahu Jukung Mesin 3.387 100 100
3. Perahu /Boat tanpa Mesin 3.065 1.230 1.200
4 Perahu/Boat Mesin 9.673 6.132 6.167
5. Kapal Motor 0 79 79
Total 17.247 8.705 8.705

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep, 2010

Adanya diversifikasi jenis ikan dengan segala sifatnya dan hidup
di lingkungan perairan yang berbeda-beda, memunculkan pengeta-
huan tentang berbagai alat tangkap dan cara penangkapan yang
berbeda-beda pula. Untuk jenis ikan pelagis kecil yang berkembang
di Pasongsongan, nelayan mempergunakan alat tangkap purse
seine. Akan tetapi, untuk jenis ikan demersal yang secara umum
berkembang di pantai utara Jawa Timur, termasuk Madura, nelayan
memanfaatkan alat tangkap dogol, gillnet, paying, dan bagan se-
bagai alat tangkap statis. Berikut adalah pemanfaatan berbagai alat
tangkap ikan di berbagai daerah Sumenep.
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Tabel 2.3 Jumlah Alat Penangkapan lkan di Kabupaten Sumenep 2010

No. Jenis Alat Penang- Jumlah Mayoritas Tersebar di Kecamatan
kapan lkan

1. | Gillnet 1.401 | Pragaan, Ambunten, Masalembu

2. | Payang 1.613 | Talango, Bluto, Masalembu

3. | Dogol 422 | Arjasa, Sapeken, Pasongsongan

4. | Purse seine 303 Ei.:zzﬁsongan, Batangbatang, Am-

5. | Jaring 1.689 | Kalianget, Batuputih, Kangayan

6. | Pancing 17.344 | Masalembu, Raas, Pragaan, Ambunten

7. | Bagan 1.148 | Sapeken, Kalianget

8. | Lain-lain 4.873 | Pasongsongan, Masalembu, Arjasa

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2010

Selain mempergunakan berbagai alat tangkap sesuai dengan
jenis ikan yang diburu, untuk memaksimalkan hasil tangkapan
nelayan juga menggunakan alat bantu yang disebut rumpon.
Rumpon adalah alat pengumpul ikan yang bekerja dengan cara
memanfaatkan sifat dan tingkah laku ikan sehingga memungkinkan
ikan berkumpul, bernaung serta mencari makan. Biasanya rumpon
dibuat menggunakan sebuah tali panjang dengan pelampung di satu
ujung dan pemberat di ujung yang lain sehingga dapat berdiri tegak
dalam air. Pada rumpon tersebut diikatkan dedaunan untuk tempat
persembunyian ikan. Ikan berkumpul di rumpon karena salah satu
bagiannya dibuat dari daun-daun yang mudah busuk (biasanya daun
kelapa), yang berfungsi sebagai pengumpul plankton, makanan
utama ikan. Sabani dalam Winarso (2004) mengemukakan bahwa
upaya penangkapan ikan laut menggunakan rumpon hasilnya akan
lebih baik. Cara ini juga menghemat bahan bakar karena kawanan
ikan telah terkonsentrasi dalam satu titik/tempat, yaitu di sekitar
rumpon. Oleh karena itu, nelayan tidak perlu lagi mencari daerah
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penangkapan yang kadang memerlukan banyak biaya, waktu, dan
tenaga. Selain itu, hari operasi per “trip” juga bisa diperpendek.
Kompetisi yang semakin tajam antar-nelayan menjadikan rumpon
sebagai salah satu alternatif penting untuk membantu keberhasilan
usaha penangkapan ikan. Di samping berfungsi sebagai alat bantu
pengumpul ikan, lokasi rumpon sekaligus dipandang sebagai pusat
tujuan berburu dan memancing ikan.

Pola Penangkapan lkan

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa teknologi dan
metode penangkapan ikan di Pasongsongan masih mempergunakan
peralatan sederhana. Kesederhanaan alat tangkap ini menyebabkan
mereka hanya mampu melakukan penangkapan ikan di pantai

(inshore).

Daerah penangkapan (fishing ground) yang dekat membuat
nelayan Pasongsongan melakukan penangkapan setiap hari (one
day fishing). Biasanya nelayan berangkat melaut sekitar pukul
22.00 dan mendarat sekitar pukul 09.00. Jenis ikan yang menjadi
sasaran penangkapan rata-rata adalah jenis ikan layang yang hidup
bergerombol di permukaan dengan alat tangkap purse seine. Antara
Juni—Agustus, habitat ikan layang berada sekitar 40 mil laut, tetapi
bulan-bulan berikutnya habitat ikan ini semakin ke pinggir. Sepan-
jang Agustus—Oktober, habitat ikan layang hanya berjarak sekitar
20 mil laut sehingga nelayan tidak banyak menghabiskan waktu
untuk mencapai fishing ground. Bahkan, antara Oktober hingga
Desember, daerah tangkapan nelayan hanya di sepanjang pantai
karena habitat ikan semakin ke pinggir.

Produksi hasil tangkapan nelayan tidak terlepas dari keadaan

alam yang berkaitan dengan musim penangkapan ikan. Musim
puncak biasanya ditandai dengan awal datangnya musim hujan
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yang merupakan pertanda awal musim penangkapan ikan. Pada
musim ini, hasil tangkapan nelayan melimpah. Sebaliknya, musim
paceklik biasanya ditandai dengan munculnya tanda-tanda alam
berupa angin kencang sebagai awal musim angin barat yang berom-
bak besar. Saat itu, hasil tangkapan nelayan rata-rata berkurang
banyak, bahkan tidak sedikit nelayan yang tidak memperoleh hasil
tangkapan. Saat musim angin barat, nelayan kecil sama sekali tidak
berani melaut. Untuk menanggulangi kondisi paceklik, biasanya
nelayan Pasongsongan dan desa-desa di pantai utara Madura pergi
andun ke arah pantai selatan Madura. Laut di wilayah itu relatif
tenang karena terlindung dari terpaan ombak besar oleh dua pulau
yang mengapitnya, yaitu pulau Jawa dan pulau Madura. Biasa-
nya mereka mendaratkan perahu di kawasan Teluk Longos, Desa
Bintaro, Kecamatan Gapura. Dengan demikian, karakter usaha
perikanan tangkap ditandai dengan ketersediaan sumber daya yang
tergantung pada fluktuasi musim.

Andun adalah kebiasaan migrasi musiman nelayan untuk
melakukan penangkapan ikan ke tempat lain yang relatif jauh
dari tempat tinggalnya. Nelayan Pasongsongan biasanya melakukan
andun bila daerah yang menjadi fishing ground sedang paceklik.
Pada Januari hingga pertengahan Maret, nelayan Pasongsongan
pergi andun ke pantai selatan untuk menangkap ikan kembung
dan tongkol. Hampir tidak ada nelayan Pasongsongan yang pergi
andun ke luar Pulau Madura karena untuk menangkap ikan di luar
wilayah kepulauan dibutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu
yang cukup lama. Selain itu, tonase kapal dan kapasitas mesin
yang relatif kecil merupakan penghalang bagi nelayan untuk tidak
melakukan andun ke wilayah yang jauh. Berbagai keterbatasan
tersebut mengakibatkan penurunan hasil tangkapan
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Pola Bagi Hasil Tangkapan

Bagi hasil tangkapan merupakan pola adaptasi sebagai alternatif
ekonomi akibat ketidakpastian pola pendapatan nelayan. Kelem-
bagaan bagi hasil dapat dikategorikan sebagai salah satu etika
pemerataan risiko antara pandhiga (buruh nelayan) dengan pemilik
perahu.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Pasongsongan
adalah 50:50 setelah dipotong “uang tengah” sebagai pengeluaran
bersama. Separuh dari hasil tangkapan menjadi hak pemilik kapal
dan separuh lagi dibagikan untuk seluruh Anak Buah Kapal yang
rata-rata berjumlah 15 orang setiap kali proses penangkapan ikan.
Pembagiannya adalah nakhoda mendapatkan bagian paling banyak,
yaitu 3 bagian; juru mesin mendapatkan 2 bagian, dan seluruh
awak lain masing-masing 1 bagian.

Pola bagi hasil ini merupakan strategi nelayan untuk membagi
risiko. Jika diterapkan sistem upah dengan nominal tertentu, se-
ring dianggap tidak adil. Ketidakadilan itu akan terlihat ketika
tangkapan sedang paceklik. Pemilik kapal merasa bahwa upah yang
diberikan kepada ABK memberatkan dan lebih merugikan karena
harus membayar lebih banyak dari hasil tangkapan. Sebaliknya, bila
hasil tangkapan melimpah maka upah yang diterima ABK dirasa
terlalu sedikit. Oleh karena itu, bagi hasil merupakan solusi budaya
ckonomi yang dianggap tepat untuk mengatasi sifat perikanan

tangkap yang penuh risiko dan ketidakpastian.

Selain itu, adanya risiko dan ketidakpastian (risk and uncer-
tainty) juga membuat masyarakat mencari alternatif “pengaman”
untuk mengatasinya. Salah satu alternatif yang ditempuh adalah ke-
biasaan memberikan ceperan kepada ABK. Ceperan bukan bentuk
bagi hasil keuntungan melainkan “sabuk pengaman” dalam sistem
penangkapan yang tidak tentu hasilnya. Dengan alternatif ini,
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apapun hasilnya ABK tetap bisa membawa pulang ceperan untuk
keluarga. Besar ceperan yang diambil adalah 30% dari total hasil
tangkapan. Kemudian dibagikan kepada seluruh ABK, termasuk
juru mudi, pemilik kapal, dan semua elemen yang terlibat dalam
proses penangkapan. Pembagian ceperan yang telah ditentukan
adalah pemilik kapal mendapatkan 4 bagian, nakhoda 2 bagian,
dan ABK serta awak darat lain masing-masing 1 bagian.

Selain itu, ada pula cara mengatasi ketidakpastian usaha, khu-
susnya dalam hal jaminan modal, yang tumbuh berkaitan dengan
pola hubungan tradisional di antara mereka, yaitu patron-klien.
Pola hubungan patron-klien berkembang karena hubungan pribadi
yang terjalin di antara mereka. Hubungan tersebut didasarkan
pada asas saling menguntungkan di antara pelaku yang menguasai
sumber daya tidak sama (Legg, 1983). Pola hubungan seperti ini
terjadi pada masyarakat nelayan akibat pendapatan yang tidak
pernah teratur.

Struktur sosial masyarakat nelayan di Pasongsongan memung-
kinkan terjadinya hubungan patron-klien. Struktur sosial masya-
rakat Pasongsongan terdiri dari dua kelompok besar yang saling
bersindikasi dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Per-
tama, kelompok produsen yang terdiri atas para nelayan penangkap
ikan di laut. Kedua, kelompok pemasaran yang dikenal dengan
istilah pengepul, yaitu pedagang yang membeli ikan dari nelayan,
selanjutnya menjual lagi kepada pedagang lain di luar daerah atau
langsung ke pasar. Kelompok nelayan di Pasongsongan terdiri atas
nelayan yang memiliki alat produksi berupa perahu dan peralatan
penangkap ikan (dikenal dengan orenga) dan nelayan yang bekerja
kepada pemilik perahu sebagai buruh (dikenal dengan pandhiga)
atau anak buah kapal (ABK). Di antara para buruh nelayan ini,
ada seorang yang ditunjuk oleh pemilik perahu sebagai pemimpin
penangkapan ikan di laut (nakhoda). Peran pedagang pengepul di
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Pasongsongan sangat penting dalam struktur sosial nelayan setempat
karena mereka menyediakan modal produksi dan investasi peralatan
yang rusak.

Dengan demikian, nelayan Pasongsongan menganggap bahwa
menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah penting untuk
menjaga kelangsungan usaha. Patron-klien di kalangan masyarakat
nelayan merupakan tata hubungan yang memungkinkan terwujud-
nya institusi jaminan sosial ekonomi, yaitu hubungan yang terjalin
atas dasar utang piutang untuk memenuhi kebutuhan di saat kritis.
Sumber permodalan yang dimiliki pengepul ikan dan ketergantun-
gan nelayan kepada pengepul untuk mendapatkan modal investasi
serta modal operasional telah “mewajibkan” nelayan menjual hasil

tangkapan kepada pengepul.

PENTINGNYA PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN
TANGKAP

Ada beberapa pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi usaha
perikanan tangkap, yaitu nelayan pemilik perahu dan alat tangkap;
nelayan buruh (pandega); pedagang ikan; dan pemilik toko yang
menjadi pemasok kebutuhan hidup nelayan dan kebutuhan melaut,
seperti bahan bakar, jaring, lampu serta peralatan teknis lain.

Pada dasarnya, usaha penangkapan ikan dibagi dalam tiga kate-
gori, yaitu usaha kecil, menengah, dan besar. Upaya pengembangan
terhadap ketiga usaha tersebut membutuhkan modal (investasi dan
modal kerja) yang tidak sedikit. Kegiatan usaha penangkapan ikan
skala kecil (tradisional) justru menghadapi banyak permasalahan.
Secara umum, ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan
upaya pengembangan usaha penangkapan ikan tradisional skala
kecil. Pertama, masalah pemasaran. Produk perikanan mudah rusak
dan tidak tahan lama sehingga pelaku usaha kecil selalu berada pada
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posisi sulit berkembang akibat harga jual produk sangat rendah
dan cenderung tidak sebanding dengan risiko serta biaya yang
dikeluarkan. Kedua, masalah produksi dalam usaha penangkapan
ikan skala kecil karena usaha penangkapan ikan laut sangat berbeda
dengan bidang-bidang usaha lain. Kegiatan usaha penangkapan ikan
lebih sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena tergantung
pada fakror eksternal seperti musim dan iklim serta faktor internal
yang meliputi teknologi, sarana, prasarana, dan modal. Ketiga,
masalah keuangan dan permodalan. Masalah ini merupakan salah
satu isu pokok yang krusial dan selalu menjadi momok bagi usaha
perikanan tangkap skala kecil dan menengah.

Keterbatasan sumber modal bukan terjadi karena tidak ada
lembaga keuangan dan uang yang beredar kurang, namun karena
lembaga keuangan tidak berani memberikan kredit kepada kegiatan
usaha ini. Sumber permodalan nelayan Pasongsongan rata-rata
berasal dari para pengepul ikan. Sebagaimana telah disinggung se-
belumnya bahwa sumber pembiayaan nelayan Pasongsongan diben-
tuk karena hubungan yang bersifat patron-klien. Ketergantungan
nelayan kepada pengepul untuk mendapatkan modal investasi
telah “mewajibkan” nelayan untuk menjual hasil tangkapan kepada
pengepul. Dalam hubungan patronage ini, pengepul berkewajiban
menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan investasi dan
modal produksi nelayan serta saat nelayan menghadapi paceklik.
Kewajiban nelayan selaku klien adalah menjual hasil tangkapan
kepada pengepul dengan harga yang cenderung tidak elastis dan
berpihak kepada pedagang pengepul.

Ditinjau dari sisi ekonomi sangat beralasan jika lembaga
keuangan tidak berani memberikan kredit kepada kegiatan usaha
perikanan tangkap. Karena kegiatan usaha penangkapan ikan skala
kecil (tradisional) penuh dengan ketidakpastian hasil tangkapan.
Lembaga keuangan khawatir terhadap risiko kredit macet. Dalam
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kasus seperti ini biasanya lembaga keuangan menetapkan syarat
agunan (collateral) yang tinggi dan sulit dipenuhi para pelaku usaha
penangkapan ikan skala kecil (tradisional).

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber dari
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, diketahui
bahwa sebagian besar nelayan hidup di bawah garis kemiskinan.
Hampir 70% nelayan tidak mempunyai aset sehingga sulit bila
harus berhubungan dengan perbankan. Pemerintah Daerah Ka-
bupaten Sumenep dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan
telah berupaya meningkatkan modal usaha bagi para nelayan.
Untuk itu, sekitar 2003-2006 pernah diadakan program penguatan
modal untuk subsektor perikanan. Dalam perkembangannya, dana
penguatan untuk masyarakat nelayan ini tidak berjalan sebagaimana
yang diharapkan. Program tersebut macet sehingga dihentikan.
Penyebab macetnya program tersebut karena kondisi nelayan yang
semakin sulit karena jumlah tangkapan semakin berkurang. Selain
itu, macetnya program juga terjadi karena banyaknya nelayan yang
pergi andun ke luar Madura.

Dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi
nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, Kementerian
Kelautan dan Perikanan telah menjalin kerja sama dengan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diimplementasikan
dalam bentuk fasilitas penerbitan Sertifikasi Hak Atas Tanah (Se-
hat) bagi nelayan, dengan harapan bisa menjadi aset yang dapat
dijaminkan dalam pengajuan kredit perbankan. Selama ini, nelayan
yang tidak memiliki agunan yang sesuai dengan standardisasi bank
lebih memilih pembiayaan yang bersifat informal. Di antara pem-
biayaan informal yang akrab dengan kehidupan masyarakat nelayan
adalah para bakul, pengepul, dan pedagang ikan yang sering kali
berfungsi pula sebagai rentenir atau pembelian melalui sistem ijon.
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Semenjak Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI1/2005
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan, nelayan
diberikan kemudahan dalam mendapatkan kredit dari bank. Dalam
pasal 46 Peraturan Bank Indonesia tersebut dijelaskan bahwa:

Agunan yang dapar diperhitungkan sebagai pengurang dalam

pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) ditetapkan

antara lain adalah pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran

di atas 20 (dua pulub) meter kubik, dan wajib (a) dilengkapi den-

gan dokumen hukum yang sab; (b) diikat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan (c) dilindungi asuransi yang
memenubi ketentuan yang berlaku.”

Ukuran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap kapal
nelayan yang dapat diagunkan tidak besar, yaitu 20 m® (dua puluh
meter kubik) atau setara dengan 5 (lima) gross ton. Penetapan
ukuran kapal ini relatif terjangkau untuk nelayan tradisional yang
umumnya bermodal kecil. Namun, pihak asuransi juga memiliki
peran yang kuat dalam pelaksanaan pola pembiayaan ini. Pihak
asuransi diharapkan bersedia menjamin kapal nelayan ketika di-
jadikan agunan kredit perbankan sehingga dapat membantu pem-
biayaan subsektor perikanan tangkap, baik skala kecil maupun besar.
Melalui upaya tersebut diharapkan nelayan dan usaha penangkapan
ikan skala kecil dapat memperoleh modal usaha untuk peningkatan
skala usaha dan pengembangan ekonomi produktif lain.

Kegiatan penangkapan ikan pada dasarnya merupakan rang-
kaian kegiatan yang membutuhkan biaya dan tenaga. Secara umum,
usaha penangkapan ikan laut melibatkan tiga faktor utama. Pertama,
kapal dan alat tangkap yang berperan sebagai sarana dan alat serta
teknologi untuk menangkap ikan. Kedua, sumber daya manusia
sebagai tenaga kerja di berbagai keahlian yang merupakan sumber
daya tenaga kerja utama dalam melakukan usaha penangkapan ikan.
Ketiga, perbekalan yang terdiri atas bahan bakar, bahan pengawet
hasil tangkapan (garam atau es), lauk-pauk untuk makan seluruh
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awak kapal, dan perbekalan lain yang merupakan sarana pokok
untuk mendukung kegiatan usaha penangkapan ikan. Biaya opera-
sional penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya
kapal, jauh dekatnya jelajah kapal menuju lokasi penangkapan ikan
(fishing ground), jumlah waktu yang dibutuhkan serta besar kecilnya
penggunaan biaya untuk pengawetan ikan, biaya perbekalan, dan
biaya lainnya.

Ada kecenderungan hasil tangkapan nelayan saat ini semakin
menurun. Rendahnya produksi tangkapan kemungkinan disebabkan
oleh hasil penangkapan yang hampir mendekati batas penangkapan
yang diperbolehkan. Kendala terbesar pada peningkatan produksi
adalah kurangnya peningkatan teknologi, perluasan pasar, dan biaya
operasional yang tinggi, terutama bahan bakar yang mencapai 50%
dari biaya produksi. Untuk itu, diperlukan bantuan dari berbagai
pihak dalam menyediakan modal usaha atau modal operasional
yang meringankan nelayan dalam penggunaan sebelum dan setelah
produksi. Hal ini mengingat masih banyak lembaga keuangan
yang membatasi kredit atau penyaluran modal bagi usaha bidang
perikanan, terutama perikanan tangkap.

Hampir di setiap wilayah pesisir Indonesia dijumpai tengkulak
yang mengambil beberapa fungsi pengembangan sektor perikanan
dan kelautan secara informal. Mereka tidak hanya berfungsi secara
finansial, tetapi juga beberapa fungsi pengembangan sektor perikanan
dan kelautan. Pertama, fungsi produksi. Tengkulak mengambil
peran sebagai penyedia sarana produksi penangkapan ikan, seperti
biaya perbekalan operasi penangkapan ikan, penyedia alat tangkap
bahkan penyedia mesin motor tempel. Kedua, fungsi pemasaran.
Tengkulak akan membeli dan menyalurkan ikan hasil tangkapan
nelayan ke perusahaan penampung atau ke pasar lokal. Peran ini
umumnya terjadi di semua lokasi, baik yang terdapat TPI maupun
lokasi-lokasi di mana tidak terdapat TPI. Perlu diketahui bahwa
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Tempat Pelelangan Ikan di Pasongsongan saat ini tidak berfungsi
sebagaimana mestinya sehingga keberadaannya tidak memberikan
keuntungan ekonomis kepada nelayan. Selain itu, kondisi TPI
tidak memenuhi syarat sebagai sentra kegiatan usaha perikanan
tangkap, baik untuk pendaratan kapal maupun pelelangan ikan
karena fasilitas yang telah rusak dan kurang memadai. Hal ini
menyebabkan proses pembongkaran ikan tidak memenuhi standar
kualitas. Ketiga, fungsi sosial. Fungsi ini dimainkan oleh para
tengkulak untuk mengikat para nelayan. Ketika musim paceklik,
nelayan tidak mempunyai uang sama sekali karena tidak melakukan
operasi penangkapan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
bahkan sampai biaya sekolah anak, nelayan meminta bantuan
kepada tengkulak. Hubungan ini disebut patron-klien. Masyarakat
nelayan memiliki relasi patron-klien yang sangat kuat, beragam, dan
mencakup banyak segi kehidupan sosial ekonomi mereka. Relasi
demikian terbentuk karena konsekuensi dari karakteristik pekerjaan
sebagai nelayan serta kondisi lingkungan dan sifat sumber daya
alam yang menjadi basis ekonomi kehidupan nelayan (Kusnadi,
2007). Jaringan patron-klien tidak hanya terjadi antara nelayan
dengan tengkulak, tetapi dapat dilihat pada pola-pola relasi sosial
antara nelayan pemilik dengan buruh, nelayan pemilik dengan
penyedia modal usaha (pedagang ikan/pedagang perantara atau
pemilik usaha pengolahan ikan), dan nelayan (nelayan pemilik
dan nelayan buruh) dengan pemilik toko yang menyediakan
kebutuhan hidup serta kebutuhan melaut. Jika hasil tangkapan
nelayan diberikan dalam bentuk ikan, biasanya hubungan patron-
klien antara nelayan buruh dan pedagang ikan juga intensif. Hal
menarik yang perlu dikemukakan di sini adalah mengapa nelayan
tidak bersedia memanfaatkan lembaga keuangan formal (bank)
dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, tetapi justru mengikatkan

diri pada sistem yang dilakukan tengkulak? Berdasarkan data yang
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dihimpun dari daerah penelitian, peran tengkulak lebih diminati
karena fleksibilitas dalam pemanfaatan dana, tidak ada syarat dan
agunan dalam pengajuan kredit serta terdapat ikatan emosional
antara nelayan dengan tengkulak.

PENUTUP

Kegiatan usaha penangkapan ikan relatif lebih sulit diprediksi ke-
berhasilannya karena sangat peka terhadap faktor eksternal (musim
dan iklim) serta faktor internal (teknologi, sarana, dan prasarana
serta modal).

Kerentanan dalam proses produksi akan mengakibatkan
fluktuasi dalam perolehan hasil tangkapan. Karakteristik dan pola
pendapatan nelayan yang relatif kecil dan tidak teratur tersebut
telah memengaruhi kecilnya akses terhadap fasilitas permodalan
dari lembaga keuangan formal dan perbankan. Kenyataan menun-
jukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan produksi ikan secara
signifikan, tidak serta-merta memperlihatkan peningkatan sosial
ckonomi masyarakat nelayan. Tingkat sosial ekonomi mereka jauh
tertinggal jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat dengan
jenis pekerjaan lain seperti petani dan pedagang. Kondisi tingkat
sosial ekonomi masyarakat nelayan yang demikian disebabkan oleh
kondisi lingkungan tempat menangkap ikan, tingkat pendidikan,
sarana penangkapan yang tidak memadai, atau faktor sosial lain
sehingga memengaruhi hasil tangkapan mereka.

Keberhasilan nelayan dalam usaha penangkapan ikan, selain
dipengaruhi oleh teknologi penangkapan (perahu dan alat tang-
kap) dan pengalaman nelayan, juga dipengaruhi oleh pengetahuan
terhadap lingkungan laut dan pesisir tempat nelayan melakukan
penangkapan ikan (fishing ground). Di daerah penelitian, penge-

tahuan terhadap faktor lingkungan dan pesisir secara dominan
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memengaruhi kegiatan nelayan. Nelayan juga kurang menyadari
bahwa kondisi ekosistem perairan mudah berubah setiap saat se-
hingga bisa berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Selain itu,
sifat sumber daya perikanan sebagai sumber daya milik umum yang
bergerak dinamis dan fluktuatif sangat mengganggu konsistensi
perolehan pendapatan nelayan.

Studi-studi tentang masyarakat nelayan di berbagai wilayah
negeri ini telah memberikan gambaran yang jelas bahwa persoalan
kerawanan sosial ekonomi dan degradasi lingkungan merupakan
masalah serius yang perlu diatasi. Secara umum, jika dibandingkan
dengan kelompok sosial yang lain, nelayan merupakan lapisan
sosial yang paling miskin. Berbagai persoalan kritis di bidang sosial
ekonomi muncul karena sebab-sebab yang kompleks. Berbagai
persoalan tersebut berkaitan dengan isu-isu tentang keterbatasan
kualitas peralatan tangkap, kesulitan akses terhadap sumber daya
modal, kelemahan sumber daya manusia (nelayan), hubungan
ekonomi yang eksploitatif dengan penyedia modal informal, dan
belum berfungsinya lembaga-lembaga ekonomi seperti KUD Mina/
TPI secara optimal untuk membantu kegiatan usaha nelayan.
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PERAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN NELAYAN
Zarida

PENGANTAR

Nelayan merupakan suatu komunitas masyarakat yang kehidupan-
nya sangat tergantung pada hasil laut, baik cara mencari nafkah
maupun siklus kerjanya. Pada umumnya, nelayan tinggal atau
bermukim di wilayah yang dekat atau yang mendukung kegiatan
mereka, yaitu di daerah pesisir. Potensi perikanan laut di Kabupaten
Sumenep diklasifikasi menjadi tiga kelompok utama, yaitu ikan
karang, pelagis kecil, dan ikan hias. Namun, potensi sumber daya
laut tersebut tidak serta merta memberikan kesejahteraan kepada
komunitas nelayan. Hal ini terjadi karena kondisi perairan yang
sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis yang memengaruhi arah
dan kecepatan angin serta musim.

Bagi nelayan tradisional, seperti komunitas nelayan di Selat
Madura, musim kemarau yang panjang “menambah panjang” masa
sulit mereka dalam memperoleh hasil tangkapan. Kemarau panjang
merupakan masa paceklik bagi nelayan. Sebaliknya, musim hujan
merupakan pertanda awal berlangsungnya musim penangkapan
ikan, dan menjadi pertanda kebutuhan minimal kehidupan mereka
akan terpenuhi.

Berdasarkan berbagai kajian dan pengamatan langsung terhadap
realitas kehidupan nelayan, umumnya mereka termasuk kelompok
masyarakat yang tertinggal, baik secara sosial, ekonomi, maupun
kultural jika dibanding dengan yang lain. Yang dimaksud dengan
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kehidupan nelayan di sini adalah nelayan buruh dan nelayan
tradisional dengan kepemilikan peralatan tangkap dan modal
usaha yang terbatas. Secara sosial ekonomi, kehidupan mereka
tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Baik nelayan buruh
maupun nelayan merupakan kelompok terbesar dalam komunitas
nelayan di Indonesia. Kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang
rendah pada umumnya dialami oleh sebagian besar dari kedua
kategori nelayan tersebut.

Jika dicermati penyebabnya ada dua hal, yaitu eksternal dan
internal." Penyebab internal berkaitan dengan kondisi internal

nelayan dan aktivitas kerja mereka, mencakup masalah:
a) Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan;
b) Keterbatasan modal usaha dan teknologi penangkapan;

¢) Hubungan kerja (pemilik perahu dan nelayan) yang sering kali
kurang menguntungkan nelayan buruh;

d) Kesulitan melakukan diversifikasi atas hasil tangkapan;
e) Ketergantungan yang tinggi terhadap hasil tangkapan; serta

f) Ketidakmampuan untuk melakukan empati.

Penyebab eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan

aktivitas kerja nelayan, mencakup masalah:

1. Kebijakan nasional yang lebih berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi yang bersifat parsial (kuantitas produk);

2. Sistem pemasaran yang cenderung hanya menguntungkan peda-
gang perantara;

3. Kerusakan ekosistem pesisir karena pencemaran limbah pabrik
dan lain-lain;

4. Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan;

5. Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan;

' Kusnadi. Akar Kemiskinan Nelayan, Yogyakarta, LKiS, 2003. Hlm. 17-19.

48 | Sistem Pembiayaan Nelayan



6. Terbatasnya teknologi pengolahan pasca-tangkap (panen);

7. Terbatasnya peluang kerja di sektor non-nelayan, bagi komu-
nitas nelayan;

8. Kondisi alam dan musim yang fluktuatif;

9. Isolasi geografis komunitas nelayan yang menghambat mobilitas
nelayan (baik vertikal maupun horizontal).

Kondisi masyarakat nelayan yang tertinggal masih diperburuk
oleh anggapan bahwa mereka kurang memiliki kemampuan dalam
mengembangkan potensi diri dan mengoptimalkan faktor lingkung-
an alam sekitar, baik secara individual maupun melalui sarana
kelembagaan atau organisasi sosial. Jikalau di wilayah tersebut
terdapat kelembagaan sosial formal, semisal koperasi maka rata-rata
belum berfungsi optimal. Bahkan, hampir setiap wilayah pesisir
tidak banyak yang memiliki kelembagaan tersebut. Akibatnya,
upaya kolektif untuk mengelola potensi sumber daya wilayah juga
sulit dilakukan. Anggapan demikian merupakan hambatan bagi
pengembangan potensi wilayah pesisir yang mayoritas dihuni oleh
masyarakat nelayan. Jika hal tersebut terus menerus dibiarkan dan
tidak segera diatasi maka dikhawatirkan akan berpengaruh besar
terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Dengan
kata lain, lambannya perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan
akan mendorong terjadinya involutif pembangunan wilayah yang
saat ini sudah makin terasa di desa-desa nelayan terpencil, terutama

yang sarana-prasarananya sangat terbatas.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, ada beberapa
faktor yang menjadi penyebab “sulitnya” kehidupan mereka. Faktor
penyebab kemiskinan tersebut juga dapat ditemukan di daerah
penelitian, antara lain budaya menabung yang kurang dan pengelo-
laan keuangan yang kurang baik. Selain itu, juga karena belum ada
tata niaga, terutama dalam hal pembiayaan, yang kondusif bagi
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kemajuan dan kemakmuran nelayan. Sebagai tambahan, terdapat
keterbatasan lain yang menyertai kehidupan mereka, antara lain ke-
sehatan, pendidikan, jaringan informasi dan transportasi, perumahan
yang memprihatinkan, kemiskinan, lingkungan yang kumuh serta
ketidakberdayaan sehingga dianggap sebagai komunitas kelompok
marginal. Oleh karena itu, masyarakat nelayan dianggap sebagai figur
yang paling lengkap kekurangannya. Namun, hasil beberapa kajian
yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI (P2E-
LIPI) menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar nelayan hidup
dalam kemiskinan, ada pula sejumlah komunitas nelayan yang relatif
kaya dan makmur. Perekonomian mereka tidak lagi dalam tataran
subsisten, tetapi semi komersial atau bahkan komersial. Mereka
antara lain komunitas nelayan di Bulu (Tuban), Kragan (Rembang),
Gudang Lelang (Lampung Selatan), dan Pajukukang (Maros)?.
Jika anggapan bahwa masyarakat nelayan lemah, bodoh, tidak
efisien dan tidak mampu merencanakan masa depannya adalah
benar maka tidak demikian dengan komunitas pemukiman nelayan
makmur. Pertanyaannya kemudian, “Mengapa ada sejumlah komu-
nitas nelayan yang mampu mencapai tataran ekonomi makmur

sedangkan yang lain tetap dalam tataran subsistem?”

Berbagai kebijakan pengembangan sektor perikanan tangkap
yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan, teru-
tama dalam mengentaskan kemiskinan, telah banyak dilakukan
oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), di samping dengan cara bermitra dengan lembaga-lembaga
keuangan terkait. Namun, sayang, sampai saat ini kebijakan atau
berbagai program pemerintah tersebut belum mampu meningkatkan
pendapatan atau kesejahteraan nelayan. Mungkinkah program
pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan tersebut tidak tepat

2 Lihat rangkaian penelitian tentang Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal,
yang dilakukan oleh tim Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI dari tahun 1998-2001.
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sasaran atau tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat nelayan
dan masyarakat perikanan?

Meskipun data statistik perikanan menunjukkan peningkatan
produksi, biaya sosial ekonomi dan lingkungan yang harus di-
tanggung juga meningkat. Berbagai kegiatan pembangunan yang
dilakukan, antara lain banyaknya industri perikanan di sekitarnya
yang menghasilkan limbah menyebabkan kerusakan lingkungan
di kawasan pesisir dan laut. Selain itu, konversi lahan pesisir un-
tuk kebutuhan pembangunan juga sulit dikendalikan. Misalnya,
pembukaan tambak, pembabatan hutan bakau, dan pembangunan
fasilitas wisata. Kegiatan tersebut berimplikasi terhadap degradasi
lingkungan pesisir dan laut, sebagai pendukung kehidupan masya-
rakat nelayan. Hal lain yang juga dikritik adalah beroperasinya
peralatan tangkap trawl yang dianggap merusak lingkungan dan
menyebabkan kemiskinan nelayan. Bagi nelayan, khususnya nelayan
tradisional atau buruh, tetap bertahan di sektor penangkapan dan
bersiap menghadapi ketidakpastian pendapatan dari melaut adalah

keharusan.

Sesungguhnya nelayan bukanlah entitas tunggal. Berdasar-
kan kepemilikan alat tangkap, mereka dikategorikan men-
jadi nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan.’
Salah satu strategi untuk membangun potensi masyarakat pesisir
antara lain dengan memperkuat kelembagaan sosial yang telah
ada di masyarakat dengan mengadopsi aspek-aspek kearifan lokal,
sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui
keterampilan ekonomi. Dengan kata lain, memberdayakan nelayan
melalui pendekatan sosial.

> Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan menggunakan alat tangkap
orang lain, nelayan juragan adalah nelayan yang alat tangkapnya dioperasikan oleh
orang lain, sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap
sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
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PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PERMASALAHANNYA

Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan sejak awal
orde reformasi belum mampu memberikan dampak optimal, teru-
tama terhadap kinerja ekonomi kelautan dan perikanan, kesejah-
teraan nelayan dan pembudidaya ikan serta kelestarian sumber daya
kelautan dan perikanan. Pembangunan kelautan dan perikanan yang
belum optimal disebabkan oleh tidak adanya terobosan baru dalam
mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan yang ada sampai
saat ini hanyalah ulangan dari kebijakan sebelumnya, meski terbukti
gagal. Meskipun kebijakan tersebut berubah, hanya berganti nama.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) menun-
jukkan bahwa Indonesia memiliki garis pantai sepanjang lebih dari
95.181 km dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah. Realita
ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih pantas dijuluki sebagai
negara bahari atau kepulauan daripada sebagai negara agraris.
Luas wilayah laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, mencakup
5,8 juta km? sehingga merupakan tiga perempat dari keseluruhan
wilayah Indonesia. Meskipun 2/3 luas wilayah Indonesia berupa
lautan, basis pembangunan nasional selama ini masih bersandar
pada wilayah daratan. Hal ini yang menjadi kelemahan subsek-
tor perikanan dan kelautan karena struktur industri yang berbasis

kelautan nyaris tidak ada.

Secara umum, di pesisir dan pantai Indonesia banyak terdapat
kantung-kantung kemiskinan masyarakat nelayan. Semakin panjang
garis pantai, semakin banyak pula penduduk miskin Indonesia
(Solihin, 2004). Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir
(nelayan) berbeda dengan kelompok masyarakat petani yang ada
di daratan perdesaan. Demikian pula dengan karakeeristik geografis
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dan sumber daya kedua daerah yang juga tidak sama. Perbedaan
karakteristik ini dilatarbelakangi oleh perbedaan perilaku ekonomi
yang sangat kontras antara masyarakat nelayan dengan petani. Usaha
penangkapan ikan bagi nelayan merupakan seni berburu yang penuh
spekulasi. Artinya, usaha berburu menyebabkan pendapatan nelayan
tidak menentu. Di satu saat, ketika hasil tangkapan banyak, nelayan
memiliki pendapatan besar. Sebaliknya, di saat yang lain, nelayan
sama sekali tidak memperoleh pendapatan. Dengan demikian, ne-
layan tidak pernah mempunyai gambaran pasti tentang pendapatan
yang akan mereka peroleh. Semuanya serba meraba-raba, tidak
pasti dan tidak menentu (Acheson, 1981; Masyhuri dkk., 1999;
Masyhuri dan Nadjib, 2000). Pola pendapatan nelayan yang tidak
teratur ini jelas berbeda dengan pola pendapatan petani. Berbeda
dengan nelayan, petani terlibat langsung dalam proses produksi.
Petani terlibat langsung dalam mempersiapkan lahan, menanam
benih, pemupukan, perawatan, dan panen. Petani mempunyai
gambaran yang relatif pasti tentang hasil yang akan diperoleh,
meskipun usaha pertanian bisa juga gagal akibat serangan hama
penyakit, kebanjiran, atau kekeringan untuk sawah tadah hujan.
Petani juga mengetahui perkiraan waktu panen. Di samping itu,
petani juga mempunyai gambaran mengenai jumlah pengeluaran
untuk mencukupi kebutuhan hidup sampai panen berikutnya.
Pengetahuan atas gambaran pendapatan yang bakal diperolehnya
merupakan alasan kuat para petani untuk memperhitungkan secara
rinci dalam membelanjakan pendapatannya. Oleh karena itu, petani
cenderung akan memilih aktivitas yang mapan dan kurang berani
berspekulasi.

Perbedaan pola pendapatan antara petani dengan nelayan
sangat memengaruhi corak adaptasi yang mereka lakukan. Oleh
karena itu, basis atau instrumen yang digunakan untuk mem-
berdayakan masyarakat nelayan pun seharusnya berbeda dengan
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petani. Pemberdayaan dengan berbagai bentuk dan model sudah
banyak dilakukan, salah satunya Community-driven Development,
yaitu konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat. Artinya,
warga komunitas memutuskan sendiri kegiatan pembangunan yang
harus dilakukan dengan menggunakan sebanyak mungkin sumber
daya setempat. Dalam menjalankan konsep tersebut, ada nilai-nilai
lokal masyarakat setempat yang harus dipertimbangkan agar tetap
harmonis dengan program pemberdayaan yang akan diterapkan.
Selanjutnya, konsep tersebut harus mampu menjembatani proses
penanggulangan kemiskinan hingga mencapai tujuan. Upaya pem-
berdayaan tersebut dapat dicapai dengan baik jika terjadi interaksi
yang konstruktif antara negara, masyarakat, dan kebijakan atau
strategi pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Selain berpatokan pada hal-hal tersebut di atas, penerapan
kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan harus mengacu pada
tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, keadilan social, dan demokrasi
partisipatif. Sebenarnya sudah banyak kebijakan pemberdayaan
nelayan yang telah dilakukan oleh pemerintah, meski manfaat dan
hasilnya belum maksimal. Kenyataan tersebut terlihat dari taraf
hidup rata-rata nelayan yang masih rendah. Demikian pula dengan
komoditi ikan hasil tangkapan dari tahun ke tahun yang nyaris
tidak mengalami perubahan berarti. Selain itu, pemahaman terha-
dap teknologi penangkapan dan pengawetan bahkan manajemen
usaha yang dimilikinya juga relatif rendah. Kemungkinan, semua
ini bertolak dari ketidakjelasan konsep yang selama ini diimple-
mentasikan dan cenderung lebih berorientasi pada proyek yang
hanya sesaat, tanpa memperhatikan kebutuhan paling mendasar
dan berkesinambungan.

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku pemberdayaan
nelayan di Kabupaten Sumenep dan telaah terhadap data sekunder
setempat yang relevan, diperoleh informasi bahwa pemberdayaan
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yang dilakukan belum terkonsep dengan baik dan dilakukan secara
parsial (oleh lembaga masing-masing), tanpa koordinasi dengan
lembaga terkait. Salah satu penyebab kegagalan implementasi
juga bersumber pada ketiadaan adopsi aspek-aspek kearifan lokal.
Nyatanya, keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) masih belum
banyak membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Di be-
berapa kabupaten (Suhana, 2011) ditemukan bahwa kelemahan
terjadi karena mekanisme pemberian kredit tidak sesuai dengan
kebiasaan hidup serta pola kerja masyarakat nelayan. Selain itu,
pemberian bantuan berupa alat tangkap tidak disesuaikan dengan
kondisi perairan yang ada. Penyebab lain adalah ketidakjujuran
aparat pelaksana sehingga kualitas bantuan tidak optimal.

Selain itu, ada pula program pemberdayaan yang dilakukan
oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan,
yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pro-
gram ini antara lain bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan
dan kelaparan serta meningkatkan akses pendidikan dan peran
wanita dalam kehidupan. Pengurangan tingkat kemiskinan tersebut
antara lain dicapai melalui berbagai program yang dilaksanakan
oleh departemen teknis. Departemen ini merupakan bagian dari
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Masyarakat. PEMP diarahkan pada pengembangan sosial budaya

masyarakat pesisir, antara lain:

1. Pemberdayaan perempuan pesisir;

2. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peran serta lembaga
agama/adat dan regenerasi nelayan;

3. Membentuk Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat
Pesisir (P3MP).
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Dalam jangka panjang, program PEMP tetap diarahkan pada
peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembang-
an kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia
(SDM) sehingga mampu mengelola dan memanfaatkan sumber
daya pesisir dan laut secara optimal serta berkelanjutan, dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, tetap dilakukan
penguatan modal dan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir
dengan harapan terjalin hubungan kemitraan yang lebih baik
dengan pemerintah dan pihak swasta.

Secara umum, program PEMP tersebut di atas bertujuan
meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir mela-
lui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan,
penggalangan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan
diversifikasi usaha yang berkelanjutan serta berbasis sumber daya
lokal. Sasaran program ini untuk skala mikro adalah para pelaku
usaha perikanan tangkap, pelaku usaha perikanan budi daya, pelaku
usaha pengolahan dan pemasaran serta pelaku usaha industri dan
jasa maritim. Adapun prioritas program ini ditujukan kepada mereka
yang termasuk usia muda dan tergolong miskin, yaitu perempuan
pesisir dan pengolahan usaha yang tidak merusak lingkungan.
Namun demikian, tidak semua daerah berhak menerima program
ini. Kriteria pemilihan lokasi ditentukan oleh pemerintah. Kriteria

pemilihan lokasi penerima program PEMP:

1. Desa/kelurahan yang memiliki pantai/laut;

2. Memiliki sumber daya perikanan dan kelautan;

3. Memiliki masyarakat pesisir miskin yang relatif banyak;
4. Belum pernah menerima program tersebut sebelumnya.

Sebelum program ini dijalankan, dilakukan identifikasi dan
seleksi awal terhadap calon sasaran program, yang diawali oleh
sosialisasi di masing-masing desa dan kecamatan. Yang menjadi
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sasaran adalah masyarakat pesisir, bakul ikan, kelompok nelayan,
pengusaha di bidang perikanan, dan tokoh masyarakat. Alur dan
mekanisme pelaksanaan program dapat dilihat pada gambar berikut.

Di Kabupaten Sumenep, program PEMP sudah dilakukan
empat kali, antara tahun 2000 sampai 2006/2007. Untuk program
2006/2007, Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjuk Bank
Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) sebagai bank penyalur dana
ke nelayan dengan cara bermitra dengan koperasi Mina. Di beberapa
daerah, program ini berhasil, tetapi ada juga yang tidak berhasil.
Jika ditelisik lebih jauh, salah satu penyebab ketidakberhasilan
adalah bunga bank yang lebih tinggi dibandingkan bank lain, meski
dalam hal persyaratan lebih mudah.

Pada 2010, dilakukan berbagai kegiatan melalui program PEMP,
antara lain fasilitas program regenerasi masyarakat pesisir, pelatihan

BANK PELAKSANA | _ . _ . _._._...-. DKP

TINGEAT PUSAT Kesepakatan bersama
T
! o Dinas Kelautan
1 Koordinasi dan Perikanan
' !
v

Kantor Cabang KM _ Dinas Kelautan dan Ly TPD

Bank Pelaksana Kabupaten N Perikanan Kabupaten
A
|
; Pendampingan .

- Pendampingan
;_ Perjanjian » Koperasi LEPP-M3
C e BelEA T Tt = -

Sumber: Laporan Tahunan PEMP Tahun 2008

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Pengelola Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir (PEMP)

Keterangan:

KM= kelompok masyarakat, DKP= Dinas Kelautan dan Perikanan, LEPP-M3= Lem-
baga Ekonomi Perikanan Pesisir Mikro Mitra Mina, TPD=Tenaga Pendamping Desa

Peran Pemerinrab dalam ... |57



pengembangan produk unggulan di wilayah pesisir, pengadaan alat
tangkap udang rebon, pendampingan sertifikasi tanah nelayan,
dan rapat koordinasi kawasan konservasi laut daerah. Dari empat
kegiatan tersebut, dana yang telah digunakan lebih dari Rp93,9
juta, mencakup empat wilayah kecamatan, yaitu Giligenting, Bluto,
Talango, dan Sapeken. Jangka waktu pelaksanaan hanya tujuh bulan
(Juni-Desember 2010). Karena sebagian besar program dilakukan
di wilayah kepulauan dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat,
kegiatan tersebut dirasa kurang efektif. Agar memperoleh hasil yang
optimal, diharapkan kegiatan tersebut berlangsung secara periodik
dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, peme-
rintah bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan
Dinas Koperasi, juga memberikan Bantuan Sosial Mikro (BSM).
Bantuan ini diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) di bidang kelautan dan perikanan. Di Kabupaten Sumenep,
program tersebut dilaksanakan di semua kecamatan secara merata
antara 2003 sampai 2006, dengan melibatkan dinas atau instansi
terkait. Program diberikan kepada masyarakat pesisir yang selama
ini belum pernah mendapatkan akses pinjaman dari pemerintah.
Setiap tahun anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut
sekitar Rp1,5 miliar, dengan tujuan meningkatkan pendapatan,
meningkatkan kesempatan berusaha serta mengurangi jumlah
pengangguran masyarakat di bidang perikanan dan kelautan. Dana
tersebut dapat diberikan secara individual dengan besar maksi-
mal Rp5 juta, sedangkan yang diberikan kepada kelompok besar
maksimal Rp20 juta setiap kelompok. Adapun bunga pinjaman
ditetapkan 6% per tahun dan harus menyerahkan agunan berupa
barang berharga yang dimiliki nelayan.

Berbagai kegiatan yang didanai oleh bantuan langsung masya-
rakat ini adalah penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, peng-
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olahan dan pemasaran hasil perikanan, jasa dan industri kelautan
skala mikro kecil; pendidikan perikanan non pemerintah; serta
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh masyarakat.
Dalam mengalirkan dana BLM, pemerintah bekerja sama dengan
berbagai pihak melalui mekanisme seperti dapat dilihat dalam
Gambar 3.2.

Dari gambar di atas, terlihat bahwa sebelum memperoleh dana
bantuan, kelompok masyarakat (KM) perlu menyampaikan usulan
yang berisi jenis dan besaran BLM kepada tim Bantuan Langsung
Masyarakat (panah 1), yang telah dibentuk oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan (DKP) atau Pemerintah Kota (Pemkot). Selanjutnya,
tim BLM mengajukan usulan tersebut kepada DKP atau Pemkot
(panah 2). Kemudian, DKP Pemkot akan menetapkan besaran
dana yang dapat diberikan kepada kelompok melalui tim verifikasi
(panah 3), dan Tim BLM mensosialisasikannya kepada kelompok
masyarakat (panah 4). Setelah penetapan tersebut, penerima BLM
dianjurkan untuk membuka rekening atas nama kelompok ke
bank yang ditunjuk oleh DKP Pemkot (panah 5). DKP Pemkot

. DKP KAB /KOTA
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2l 3 KPPN
p— TIM BANTUAN
LAN T
VERIFIKASI —'\ GSUNG 7

y . | [ manx ]

KELOMPOK
MASYARAKAT

Sumber: Perubahan Petunjuk Teknis Program PEMP Tahun 2008

Gambar 3.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Keterangan:

DKP= Dinas Kelautan dan Perikanan, KPPN= Kantor Pembayaran Pengeluaran
Negara, BLM= Bantuan Langsung Masyarakat
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akan mengusulkan pencairan dana BLM ke Kantor Pembayaran
Pengeluaran Negara (KPPN) (panah 6). Proses ini diakhiri dengan
pencairan dana BLM oleh KPPN ke rekening penerima (panah 7).
Apabila kelompok masyarakat membelanjakan dana BLM dalam
bentuk barang/alat produksi maka perlu memberikan bukti pem-
bayaran kepada satuan kerja DKP Pemkot (panah 8).

Meskipun program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh
pemerintah bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat ne-
layan, sangat disayangkan dalam pelaksanaannya terlihat beberapa
kelemahan, antara lain tidak semua nelayan dapat menikmati.
Ini terjadi karena persyaratan berupa penyertaan jaminan, besar
angsuran yang tetap setiap bulan, Kartu Tanda Penduduk (KTP),
sulit dipenuhi nelayan. KTP adalah persyaratan yang diminta oleh
bank bagi “kelompok masyarakat” (nelayan) yang telah diverifikasi
oleh tim untuk memperoleh dana. Dengan demikian, bank mudah
menyalurkan bantuan ke rekening masing-masing, juga pengem-
baliannya. Ada kalanya mereka ditagih oleh DKP, tapi ada kalanya
mereka harus mengembalikan sendiri kepada pihak bank. Namun,
tidak dipungkiri ada nelayan yang menganggap bahwa program
tersebut merupakan pemberian pemerintah sehingga tidak perlu
dikembalikan. Kelemahan lain adalah tidak semua nelayan mampu
mengelola usaha dari dana yang diperoleh.

Berdasar hasil penelitian juga terlihat bahwa pemerintah belum
melakukan evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas dana yang
telah dikucurkan untuk pemberdayaan tersebut.

INSTITUSI PENDUKUNG PROGRAM PEMBERDAYAAN
NELAYAN

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah telah
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

60 | Sistem Pembiayaan Nelayan



nelayan, antara lain melalui kebijakan program pemberdayaan.
Namun hasilnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan.
Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian terhadap program pem-
berdayaan dengan maksud agar program-program yang bertujuan
meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat berjalan sesuai dengan
rencana.

Program pemberdayaan tidak mungkin dijalankan sendiri oleh
pemerintah tanpa kerja sama dengan berbagai institusi pendukung,
terutama dalam hal mekanisme pengucuran dana. Institusi yang
turut berperan dalam pembiayaan tersebut adalah kelembagaan
formal dan informal. Yang dimaksud kelembagaan formal antara
lain bank (konvensional dan syariah), koperasi, dan lembaga pem-
biayaan swasta lain. Sebaliknya, kelembagaan informal antara lain
para juragan darat yang menguasai prasarana penangkapan ikan,
rentenir, pedagang ikan yang menguasai distribusi hasil tangkapan
nelayan, dan lain-lain.

Setiap institusi pendukung pembiayaan, baik yang bersifat
formal maupun informal, memberi dampak yang berbeda terhadap
pengembalian pinjaman. Misalnya, pembiayaan yang berasal dari
program pemberdayaan nelayan sering dianggap sebagai pemberian
dari pemerintah untuk membantu mereka karena mayoritas nelayan
menganggap dirinya sebagai kelompok tidak mampu. Oleh karena
itu, mereka tidak merasa perlu mengembalikan pinjaman tersebut.
Namun, di sisi lain masyarakat nelayan sanggup mengembalikan
pinjaman dari kelembagaan informal seperti juragan darat, rentenir,
atau pedagang pengepul ikan. Padahal, bunga pinjaman tersebut
relatif lebih tinggi. Namun demikian, dana pembiayaan tersebut
tetap saja lebih diminati karena bersifat lebih fleksibel (dapat di-
minta kapan saja), tidak menggunakan persyaratan khusus, dan mu-
dah diperoleh. Selain itu, peminjam juga tidak direpotkan dengan
cara membayar angsuran. Pelepas uang akan datang sendiri untuk
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mengambil angsuran. Sistem jemput bola ini tentu menguntungkan
kedua belah pihak karena nelayan tidak merasa kehilangan waktu
istirahat yang relatif singkat. Pelepas uang pun merasa terjamin
bahwa angsurannya akan dibayar. Biasanya angsuran dibayarkan
(diambil) saat nelayan pulang melaut berdasarkan persentase
hasil tangkapan. Jika hasil tangkapan banyak maka angsuran lebih
banyak. Sebaliknya, jika hasil tangkapan sedikit maka sedikit pula

angsurannya.

Saat ini, lembaga pembiayaan perbankan dibedakan menjadi
bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah berkem-
bang cukup pesat karena tidak berbasis bunga. Banyak produk
pembiayaan syariah, tetapi yang relatif cocok untuk pembiayaan
nelayan terbagi dalam lima kategori, yang dibedakan menurut
penggunaannya, yaitu (a) Pembiayaan dengan prinsip buyx’ atau jual
beli (Murabahah, As-Salam, dan Istishna); (b) Pembiayaan dengan
prinsip sewa ([jarah); (c) Pembiayaan dengan prinsip Syirkah atau
kerja sama (Musyarakah, Mudharabah, Muzaraah, dan Musaqah);
(d) Fee based service atau jasa (Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn);
dan (e) Pinjaman sosial (Qardhul al-Hasan).:

1. Prinsip jual-beli (buyu’)
a. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah;
bank membeli bahan yang diperlukan dan menjual kepada

nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah
dengan keuntungan yang disepakati.

b. As-salam adalah akad jual beli barang pesanan antara na-
sabah (pembeli) dan bank (penjual); spesifikasi dan harga

barang berkenaan dengan hasil bumi.

4 Adnan. 2005. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan
(studi kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta), hlm. 155
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C.

Ishtisna adalah akad jual beli barang pesanan antara nasabah
(pembeli) dan bank (penjual); spesifikasi dan harga barang
disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan se-
cara bertahap sesuai kesepakatan.

2. DPembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) adalah pembiayaan

dengan akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan

atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada

pemilik.

3.
a.
b.
C.
d.
4.

a.

Pembiayaan dengan prinsip kerja sama (syirkah)

Musyaraqah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip
penyertaan modal, yaitu akad kerja sama antara dua pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana, dengan kesepakatan
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, sesuai
dengan kontribusi masing-masing.

Mudharabah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip
berbagi hasil dan berbagi risiko, keuntungan dibagi sesuai
nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian
finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola
tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukannya.

Muzara’ah adalah kerja sama dalam pengolahan tanah, pe-
milik dan penggarap menerima keuntungan sesuai dengan
kesepakatan bersama.

Musaqah merupakan akad kerja sama pemeliharaan tana-

man/pertanian dengan syarat-syarat tertentu yang telah

disepakati.

Jasa (fee based on service)

Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari pemberi
kuasa (muakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk
melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.
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b. Kafalah merupakan akad pemberian jaminan (makful alaih)
yang diberikan satu pihak kepada pihak lain sebagai pem-
beri jaminan (kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran
kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan
(makful).

c. Hawalah merupakan pengalihan utang dari pihak yang
berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (mem-
bayarnya).

d. Rahn merupakan akad penyerahan barang harta (marhun)
dan nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jamin-
an sebagian atau seluruh utang.

5. Produk sosial (Qardhul al-hasan) merupakan akad pinjaman
dari bank (mugridh) kepada pihak tertentu (mugtaridh) untuk
tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang
sama sesuai pinjaman.

Qardul Hasan merupakan salah satu ciri khas dari pembiayaan
syariah yang membedakannya dengan kredit konvensional. Di
dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
Misi sosial kemasyarakatan ini sebenarnya dapat berfungsi untuk
meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat
terhadap bank syariah. Namun, risiko pembiayaan qardhul hasan
terhitung tinggi karena merupakan pembiayaan yang tidak disertai
dengan jaminan dan bagi hasil. Selain itu, si peminjam tidak ditun-
tut mengembalikan apapun kecuali pinjaman pokok. Oleh karena
itu, pembiayaan ini hanya diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan
hanya bisa terjadi untuk pinjaman yang bersifat darurat. Dengan
demikian, jika suatu saat peminjam tidak dapat mengembalikan
maka dia akan diberi kelonggaran waktu untuk mengembalikan.
Namun, jika setelah itu si peminjam masih juga benar-benar tidak
bisa mengembalikan maka pinjaman dianggap sebagai sedekah.
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Berbeda dengan konsep qordhul hasan, hasil temuan lapangan
menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pinjaman dengan sistem
qardhul hasan yang dilakukan oleh salah satu institusi pembiayaan
Baitul Maal wat Tamwil-Nahdatul Ulama (BMT-NU) sangat tinggi.
Nyaris tidak ada nasabah yang gagal mengembalikan pinjaman. Dari
hasil wawancara dengan pengelola BMT, diperoleh informasi bahwa
pembiayaan yang telah direalisasikan didominasi oleh qordhul
hasan dan rahn (gadai). Adapun mekanisme penagihan pinjaman
dilakukan dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip
keagamaan. Misalnya, nelayan diberikan pemahaman keagamaan
bahwa sebagai umat muslim “berutang” itu kewajibannya harus
mengembalikan, dan sesama muslim adalah “saudara”. Dengan
demikian, apabila nelayan tidak mengembalikan pinjaman maka
dia tidak dapat menolong “saudara” lain yang membutuhkan.
Selain itu, dia akan dianggap sebagai bukan muslim yang baik.
Ternyata, penekanan atas pemahaman keagamaan kepada peminjam
pada komunitas muslim di Sumenep lebih efektif dan efisien,
jika dibandingkan dengan denda atau bunga yang dikenakan bila
nelayan tidak membayar utangnya.

Mekanisme yang dilakukan oleh BMT-NU dalam pengem-
balian skema qordhul hasan ini sangat tergantung pada pekerjaan
dan pendapatan peminjam. Jika peminjam adalah nelayan yang
berpenghasilan harian maka sistem angsurannya harian. Begitu
pula jika peminjam adalah pengepul ikan teri yang penghasilan-
nya setiap tiga bulan sekali maka angsuran akan menyesuaikan
penghasilan. Sementara itu, uang jasa pengembalian pinjaman tidak
ditetapkan, tetapi disesuaikan dengan keikhlasan peminjam. Bila
hasil tangkapan nelayan tidak bagus, tidak ada kewajiban untuk
memberi jasa pinjaman. Sebaliknya, bila hasil tangkapan nelayan
baik, diharapkan bisa memberi jasa pinjaman lebih dibandingkan
biasanya. Dengan demikian, diterapkan prinsip subsidi silang antara
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nelayan yang sedang beruntung dengan yang kurang beruntung.
Prinsip ini ternyata mampu mengembangkan BMT menjadi unit
pembiayaan yang cukup besar dengan aset saat ini mencapai Rp4,2
miliar.

Demikian pula dengan bentuk pembiayaan secara gadai (rahn)
yang juga lebih mendominasi dibanding bentuk pembiayaan lain.
Kemungkinan hal ini terkait dengan kebiasaan nelayan yang lebih
suka menabung dalam bentuk emas. Cara ini sekaligus sebagai
bentuk “katup pengaman” bagi mereka jika sewaktu-waktu mem-
butuhkan uang, mengingat emas lebih mudah dijual. Omzet yang
diterima dari skema gadai (rzhn) rata-rata mencapai sekitar Rp24

juta per hari.

PERSEPSI PEMERINTAH TERHADAP NELAYAN
Kajian terhadap kebijakan pemberdayaan nelayan di Kabupaten

Sumenep sangat penting sebagai bahan masukan untuk merumuskan
kebijakan pemberdayaan, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh
seluruh masyarakat nelayan. Anderson (1984) mengatakan bahwa,
kajian kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau
penilaian kebijakan dan mencakup substansi, implementasi serta
dampak. Kajian yang baik merupakan input untuk mengantisipasi
masalah yang bersifat spesifik karena kajian terhadap kebijakan
merupakan salah satu kegiatan fungsional yang dilakukan terhadap
seluruh tahapan kebijakan. Kajian tersebut dilakukan untuk me-
ngetahui konsekuensi yang ditimbulkan dan cara mengatasinya.
Untuk menilai berhasil tidaknya suatu kebijakan, harus merujuk
pada standar pelaksanaan atau kriteria yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, kajian kebijakan pemberdayaan nelayan menjadi pen-
ting karena karakteristik nelayan dengan berbagai permasalahannya
sangat cepat berubah. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu
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dirumuskan konsep kebijakan pemberdayaan nelayan yang tepat

sasaran. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh

terhadap masyarakat nelayan.

Pemahaman pemerintah terhadap masyarakat nelayan, menu-

rut Dahuri dkk. (2001), adalah komunitas masyarakat dengan sifat,

situasi, dan kondisi sebagai berikut:

1.
2.

AN NS

o ®© N

11.

12.

13.

14.

Desa pantai umumnya terisolasi;

Sarana pelayanan dasar, termasuk prasarana fisik masih terba-
tas;

Kondisi lingkungan kurang terpelihara;

Air bersih dan sanitasi jauh dari cukup;

Keadaan perumahan umumnya masih jauh dari layak huni;
Keterampilan yang dimiliki penduduk umumnya terbatas pada
masalah penangkapan ikan sehingga kurang mendukung di-
versifikasi kegiatan;

Pendapatan penduduk rendah;

Peralatan melaut yang dimiliki terbatas;

Permasalahan modal;

. Waktu dan tenaga yang tersita untuk kegiatan penangkapan

ikan cukup besar sehingga kurang mempunyai kesempatan
mencari usaha tambahan maupun memperhatikan keluarga;
Kurang pengetahuan tentang pengelolaan kehidupan ikan
maupun siklus hidup biota laug;

Pada umumnya keadaan lingkungan alam sekitar pantai kurang
mendukung usaha pengembangan kegiatan pertanian;
Karena kurangnya waktu senggang, umumnya mereka kurang
bergaul, kekeluargaan lemah, dan kurang perhatian pada lem-
baga-lembaga masyarakat di desa maupun dalam pembangun-
an desanya;

Kegiatan ekonomi masyarakat umumnya masih tradisional,
terbatas pada satu produk saja, yaitu ikan.

Peran Pemerinrah dalam ... |67



Berdasarkan berbagai karakteristik tersebut maka usaha peme-
rintah untuk mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan ne-
layan harus menggunakan konsep yang jelas, tidak berorientasi pada
proyek, harus memperhatikan kebutuhan masyarakat nelayan yang
paling mendasar serta berkesinambungan. Dengan demikian, pem-
berdayaan nelayan akan lebih cepat terealisasi dengan mengadopsi
model yang dirancang berdasarkan kondisi ideal yang diinginkan
oleh masyarakat setempat.

PENUTUP

Dalam beberapa hal pemerintah telah memberikan perhatian kepada
sektor perikanan dan kelautan, misalnya melalui berbagai program
pemberdayaan. Sudah banyak kebijakan pemberdayaan yang diim-
plementasikan pemerintah, namun manfaat yang dirasakan oleh
nelayan belum maksimal. Hal ini terlihat dari taraf hidup nelayan
yang rata-rata masih rendah.

Secara teori, kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan
akan efektif dan efisien jika dilakukan pemetaan kebijakan yang
meliputi berbagai komponen konsep, prosedur, proses dan manfaat
disesuaikan dengan kondisi serta situasi masyarakat. Hal ini perlu
dilakukan, mengingat setiap wilayah dan lokasi mempunyai sifat
geografis serta sosio-budaya yang khas dan khusus. Oleh karena
itu, implementasi program pemberdayaan selayaknya dibingkai
oleh struktur sosial budaya lokal, baik yang berhubungan dengan
institusi lokal maupun dengan sistem pembagian kerja yang ada di
masyarakat. Diharapkan, dengan digunakannya komponen terse-
but, setidaknya kriteria nelayan yang layak dan berhak menerima
bantuan mendapat prioritas utama.

Selain itu, visi dan misi program pemberdayaan harus jelas

sehingga dapat dituangkan ke dalam bentuk peraturan yang khusus
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tentang program pemberdayaan yang dilengkapi dengan peraturan
pendukung, struktur organisasi pelaksana, administrasi, manajemen,
dan penganggaran. Semua hal tersebut dijadikan sebagai pedoman
yang ditetapkan untuk menjalankan program pemberdayaan. Jika
sudah baku, diharapkan tidak akan ada lagi pihak yang saling

menyalahkan jika terjadi kesulitan atau kegagalan program.
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PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
FORMAL DALAM USAHA
PERIKANAN TANGKAP

Firmansyah

PENGANTAR

Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, In-
donesia memiliki potensi sumber daya ikan laut yang diperkirakan
sebesar 6,26 juta ton per tahun'. Berdasarkan potensi perikanan
yang besar itu, sangat beralasan bila salah satu dari lima sektor
prioritas tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu adalah sektor
perikanan. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) harus dapat menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang
melilit sektor ini. Permasalahan klasik yang terjadi di dunia kelautan
dan perikanan di antaranya: lemahnya data perikanan, khususnya
data perikanan tangkap; kemiskinan masyarakat nelayan; lemahnya
armada perikanan tangkap nasional; permasalahan pencurian ikan
(illegal fishing) dan lemahnya penegakan hukum; pelayanan perizin-
an usaha perikanan yang berbelit-belit dan sarat dengan pungutan
liar; terjadinya tangkap lebih (overfishing); serta rendahnya akses
nelayan terhadap sumber pembiayaan, baik yang berasal dari sektor
perbankan maupun dari lembaga pembiayaan lain (Suara Karya,
27 Desember 2004).

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor perikanan dan kelautan
sangat kompleks. Oleh karena itu, dalam tulisan ini pembahasan

! Sumber: http://ikanbijak.wordpress.com/2008/04/21/ Diakses 10 Oktober 2011.
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akan difokuskan pada masalah rendahnya akses perikanan tangkap
di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur terhadap sumber
pembiayaan formal. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian
serius mengingat model pembiayaan usaha perikanan di Indonesia
masih sulit mendapatkan dukungan dari sektor perbankan. Dana
Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya berhasil terserap sekitar 0,12%.
Angka tersebut kurang dari satu persen dari total dana yang sudah
disediakan, yaitu sekitar Rp2 triliun. Sebaliknya, dana perbankan
atas kredit yang disalurkan kepada petani budi daya dan nelayan
dalam bentuk jaminan kas (cash collateral) hanya mencapai sekitar
Rp200 miliar. Sampai saat ini, baru bank BNI yang bersedia bekerja
sama dengan nelayan, dan petani budi daya untuk menyediakan
dana sebesar itu (Business News, 2010).

KONDISI PERIKANAN TANGKAP

Di Kabupaten Sumenep terdapat 20 sentra produksi perikanan
tangkap dengan tingkat produksi yang bervariasi. Sentra produksi
ikan yang tergolong besar di antaranya Kecamatan Sepeken,
Dungkek, Masalembu, Pasongsongan, dan Batangbatang. Namun,
hasil produksi nelayan tangkap menunjukkan keadaan yang kurang
menggembirakan karena produksi ikan sejak 2002-2005 hanya
mengalami sedikit kenaikan, bahkan pada 2006 produksi ikan
menurun tajam mencapai 19,46% (Tabel 4.1).

Pada 2007 kegiatan usaha perikanan tangkap menunjukkan
kegairahan karena pada tahun itu terjadi kenaikan produksi yang
cukup signifikan dibandingkan 2006. Tahun 2007 merupakan
puncak produksi ikan tertinggi dalam delapan tahun terakhir, yakni
mencapai 50.739 ton. Meskipun demikian, antara 2007-2010
tingkat produksi ikan kembali menurun rata-rata 5,5% per tahun,

walaupun dalam periode tersebut terjadi penambahan sebanyak
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Tabel 4.1 Produksi Perikanan Tangkap di Sumenep 2002-2010

Tahun Produksi (ton)
2002 42.030
2003 43.828
2004 44.541
2005 45.432
2006 36.598
2007 50.739
2009 44.900
2010 43.386
Keterangan:

Laju pertumbuhan (r) 2002-2005 = 4,5%

Laju pertumbuhan (r) 2005-2006 = -19,5%

Laju pertumbuhan (r) 2007-2010 = -5,5%

Sumber: Tahun 2002-2006 www.sumenep.go.id

Tahun 2007-2010 Sumenep dalam Angka berbagai tahun

79 buah kapal motor di Sumenep (Dinas Kelautan dan Perikanan
Sumenep, 2010).

Kecenderungan penurunan produksi ikan ini tidak hanya
terjadi di Sumenep, tetapi juga di beberapa sentra perikanan tang-
kap Provinsi Jawa Timur. Sejak beberapa tahun terakhir, beberapa
sentra perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur seperti Muncar
(Banyuwangi), Puger (Jember), Mayangan (Probolinggo), Lekok
(Pasuruan), Prigi (Trenggalek), dan Tapera (Pacitan)” mengalami
krisis produksi ikan.

Penurunan produksi ikan ini, selain disebabkan oleh menurun-
nya daya dukung lingkungan perairan sebagai akibat kerusakan
ekosistem laut, juga karena adanya kegiatan penangkapan ikan ber-
lebihan (overfishing). Gejala overfishing dapat dilihat dari semakin

2 Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan Surabaya (8/9/2011)
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banyaknya nelayan yang membuat rumpon® yang ditempatkan di
area penangkapan ikan (fishing ground), termasuk di daerah perairan
Pantai Pasongsongan. Rumpon di Pasongsongan umumnya dibuat
dari bahan daun kelapa dengan biaya pembuatan sekitar Rp500 ribu
per unit. Menurut Capture Fisheries Coordinator Marine Program
WWEF Indonesia, salah satu penyebab sulitnya penangkapan ikan
adalah semakin banyaknya rumpon di sepanjang pantai:

“Kalau di perairan sudah banyak rumpon, berarti pada area itu sudah
mulai terjadi gejala overfishing™

Hal ini tentu akan mengurangi peluang investasi dalam usaha
penangkapan ikan di Sumenep khususnya dan di Provinsi Jawa
Timur umumnya, akibat menyusutnya sumber daya ikan di wilayah
tersebut. Lebih lanjut, data Food and Agriculture Organization
(FAO) mengungkapkan bahwa saat ini gejala tangkap lebih di
tingkat internasional juga semakin meluas, yaitu 17% overexploited,
52% fully exploited, 7% depleted, 1% underexploited, 20% moderatley
exploited, dan 1% slowly recovering (Foutaubert and Lutchman,
dalam Solihin, 2008).

Terjadinya overfishing menurut narasumber di Pasongsongan,
akan berakibat pada penurunan produksi ikan. Penurunan produksi
ini umumnya hanya terjadi di daerah perairan pantai yang berjarak
kurang dari 40 mil laut. Daerah ini merupakan tempat sebagian
besar nelayan Sumenep melakukan kegiatan penangkapan ikan
secara one day fishing menggunakan kapal berbobot mati kurang

> Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan. Namun, dalam perkembangannya,
kemudahan penangkapan ikan dengan menggunakan rumpon dapat menimbulkan
masalah overfishing. http://zonaikan.wordpress.com/2010/01/16/rumpon/ Diakses
10 Agustus 2011.

# Lihat: http:/faizstar.blogspot.com/2011/03/37. Diakses 5 juli 2011.
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dari 15 Gross Ton (GT).” Selanjutnya, tokoh masyarakat nelayan
Pasongsongan ini mengatakan bahwa jika hendak meningkatkan
produksi ikan, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan
kemampuan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan di daerah
tangkapan yang lebih jauh dari pantai. Hal ini dapat dilakukan
menggunakan kapal yang berkapasitas lebih besar dengan peralatan
yang lebih modern sehingga sanggup menghadapi rintangan selama
nelayan melaut. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan modal yang
cukup besar mengingat untuk pembelian satu unit kapal minimal
30 GT lengkap dengan peralatannya diperlukan dana antara 800
juta hingga 1 miliar rupiah.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Ke-
lautan dan Perikanan Sumenep, yang mengatakan bahwa perlu ada
perubahan cara berpikir (mind set) dari nelayan yang melakukan
kegiatan penangkapan secara one day fishing menjadi penangkap-
an yang memakan waktu lebih lama di laut dan mencari daerah
tangkapan baru karena di daerah perairan Sumenep cenderung
telah terjadi overfishing. Kendalanya adalah tidak tersedia armada
kapal yang lebih besar, setidaknya berkapasitas 30 GT. Bila hal
ini dapat diatasi, besar kemungkinan akan dapat meningkatkan
produktivitas perikanan tangkap daerah Sumenep. Masalah yang
sangat menentukan dalam pengadaan kapal yang berkapasitas besar
adalah pembiayaan yang nilainya cukup besar. Dalam hal ini, peran
pembiayaan dari sektor formal, khususnya dari pihak perbankan,

sangat diharapkan.

Salah satu akibat terjadinya overfishing di daerah perairan pan-
tai adalah pendapatan nelayan menurun. Untuk mengatasi keadaan
ini, sebagian nelayan di pantai selatan Sumenep telah beralih dari
kegiatan nelayan tangkap menjadi usaha budi daya rumput laut.

5 Wawancara dengan tokoh nelayan Pasongsongan 9 September 2011
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Usaha rumput laut merupakan program Kementerian Kelautan
dan Perikanan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di
Indonesia yang 25% di antaranya adalah nelayan buruh. Maraknya
usaha budi daya rumput laut di Sumenep terjadi karena usaha ini
relatif lebih memiliki kepastian hasil. Saat ini, permintaan akan
produksi rumput laut cukup tinggi. Harga komoditas ini pun
cukup baik, terutama untuk jenis Euchema cottoni yang potensi
arealnya mencapai 5.870 ha. Modal yang dibutuhkan pun relatif
kecil. Tingkat produksi rumput laut di Sumenep pada 2008 men-
capai 32,4 juta ton.®

Kegiatan budi daya rumput laut, menurut kalangan perbankan,
cukup layak dibiayai sehingga sebagian dana program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) terserap pada usaha tersebut. Awalnya, usaha ini
banyak mengalami kegagalan karena serangan hama ikan baronang
yang bersifat herbivore. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada
tanaman ketika gerombolan ikan menyerbu dalam jumlah besar
pada musim-musim tertentu. Rumput laut yang diserang akan
terkelupas sehingga sangat mudah diserang bakteri yang dapat
menyebabkan penyakit.” Saat ini, petani rumput laut di Sumenep
telah mampu mengatasi wabah hama ikan baronang dengan mema-
sang jaring di sekitar lokasi penanaman rumput laut. Cara lain yang
dilakukan oleh petani untuk mengatasi serangan hama tersebut
adalah menggunakan Compact Disk bekas yang diikatkan di sela-
sela tanaman sehingga ikan baronang tidak mendekati rumput laut
tersebut. Dengan berkembangnya usaha budi daya rumput laut ini,

¢ Sumber: http://www.wartagiligenting.com/2008/08/ Diakses 10 Oktober 2011

7 Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep
8 September 2011
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pemberian kredit pada usaha ini lebih besar dibandingkan dengan
kredit yang disalurkan pada usaha perikanan tangkap.®

LEMBAGA PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Sebelum membahas tentang peran lembaga pembiayaan/kredit
terhadap usaha perikanan tangkap, perlu dikemukakan bahwa
yang dimaksud dengan usaha perikanan tangkap dalam tulisan ini
adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan memproduksi ikan
dengan cara menangkap dari perairan laut (pantai dan laut lepas).
Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini
meliputi pengadaan kapal atau perahu, mesin, alat tangkap, dan
pengadaan alat bantu penangkapan. Di samping itu, diperlukan
juga biaya perawatan kapal atau perahu, mesin, alat tangkap serta
alat bantu penangkapan. Yang tidak kalah pentingnya adalah biaya
perbekalan melaut, meliputi pembelian oli, Bahan Bakar Minyak
(BBM), es batu, garam, dan biaya konsumsi nelayan selama melaut.
Untuk itu, semua aspek yang menyangkut usaha perikanan tangkap
ini memerlukan sumber pembiayaan agar usaha ini dapat berjalan
dengan baik.

Dilihat dari sumbernya, terdapat beberapa jenis sumber pem-
biayaan atau kredit dari lembaga pembiayaan formal yang dapat
diakses oleh usaha perikanan tangkap, yaitu
1) pembiayaan melalui sektor perbankan;

2) pembiayaan melalui lembaga keuangan nonbank; dan
3) pembiayaan melalui lembaga koperasi.

Ketiga jenis lembaga pembiayaan tersebut masing-masing
memiliki karakteristik sendiri. Namun, prinsip dasar yang diguna-
kan dalam menilai calon nasabah relatif sama, yaitu tetap berpegang

§ Wawancara dengan Kepala Unit BRI Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep
13 September 2011
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pada prinsip kehati-hatian (prudencial banking) dengan menerapkan
konsep “5C” atau “the five C’s principles” bagi bank konvensional,
yakni character (karakter), capacity (kemampuan mengembalikan
pinjaman), collateral (jaminan), capital (modal), dan condition
(situasi dan kondisi). Sementara itu, untuk bank syariah, selain
melaksanakan prinsip ”5C”, ditambah satu lagi dengan prinsip
”S” (syariah). Artinya, usaha yang akan dibiayai adalah usaha yang

halal secara syariah.

Evaluasi terhadap calon nasabah menggunakan prinsip tersebut
diharapkan dapat meminimalisasi risiko terjadinya kredit macet.
Dengan demikian, sebagai lembaga bisnis bank bisa mendapatkan
keuntungan yang maksimal, sekaligus menjaga kepercayaan para
deposan. Dalam menentukan kegiatan usaha nasabah yang akan
dibiayai, bank atau lembaga pembiayaan tidak melakukan praktik
diskriminasi calon nasabah. Layak tidaknya suatu sektor kegiatan
dibiayai juga tergantung pada ketentuan yang mengaturnya. Dengan
kata lain, bagi suatu lembaga pembiayaan, semakin banyak nasabah,
semakin menguntungkan. Namun, prinsip dasar ekonomi tetap
dipegang dalam menjalankan bisnis, yaitu berusaha mendapatkan
keuntungan yang besar dengan biaya sekecil mungkin. Oleh karena
itu, semua sektor ekonomi, termasuk usaha perikanan tangkap,
dapat dibiayai sepanjang usaha itu layak.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa ada sektor tertentu
yang mendapat porsi pembiayaan jauh lebih besar dibandingkan
sektor lain. Hal ini ditentukan selain oleh penilaian atas dasar
prinsip 5C atau 5C+S, juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap
beberapa faktor lain, seperti legalitas usaha, prioritas dan tidaknya
suatu usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Dalam hal
ini, salah satu sektor yang mendapatkan porsi pembiayaan relatif
kecil adalah perikanan tangkap.
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PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP MELALUI
SEKTOR PERBANKAN

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah
akan meningkatkan akses permodalan di sektor kelautan dan
perikanan, baik untuk perikanan budi daya maupun perikanan
tangkap, baik di laut maupun di perairan umum. Dengan kata lain,
budi daya dan perikanan tangkap adalah prioritas bagi pemerintah
untuk terus ditingkatkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah
menyediakan dana melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kredit
ketahanan pangan dan energi. Bahkan, lebih tegas lagi dikatakan
bahwa masyarakat yang ingin meminjam dana dengan batasan
maksimum Rp20 juta, tidak diperlukan jaminan tambahan, tetapi
cukup usahanya yang dijadikan jaminan. Dalam hal ini, pemerintah
mempunyai target penyaluran KUR sebesar Rp20 triliun per tahun
(2010-2014) dan sektor perikanan serta kelautan termasuk di
dalamnya. Di samping itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
juga menyediakan pendanaan bagi nelayan-nelayan melalui kegiat-
an corporate social responsibility (CSR) dan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL). Khusus untuk CSR, jumlahnya
mencapai Rp2 miliar per tahun. Dengan demikian, banyak sekali
skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan atau diakses oleh
sektor perikanan tangkap.’

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang di-
canangkan oleh pemerintah. Sumber dana sepenuhnya berasal
dari dana bank sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai
bank pelaksana (executing bank). Sementara, pemerintah berperan
sebagai penjamin terhadap risiko KUR yang ditentukan sebesar

% Sumber dikutip dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/ 2011/08/24/17190133/
Akses.Modal. Sektor.Perikanan. Diakses 10 Oktober 2011.
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70% dan risiko yang ditanggung oleh bank pelaksana hanya sebesar
30%. Menurut rencana, penjaminan risiko oleh pemerintah dalam
program KUR ini akan dinaikkan hingga 80%. KUR disebut
juga dengan kredit subrogasi. Artinya, bila terjadi kredit macet
dari nasabah, misalnya 100% maka bank akan mendapat dana
talangan/penggantian dari asuransi sebesar 80% dari dana yang
disalurkan dan 20% menjadi risiko pihak bank. Namun, bank
tetap berupaya melakukan tagihan kepada nasabah untuk melunasi
dana penggantian yang 80% tersebut. Bila terpaksa, bank akan
melakukan eksekusi agunan nasabah. Dengan demikian, bank hanya
menanggung risiko sebesar 20% dari total dana jika terjadi kredit
macet sampai 100%.°

Bila dikaitkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, bagi masyarakat yang ingin meminjam dana dengan
batasan maksimum Rp20 juta, tidak perlu menggunakan jaminan
tambahan, tetapi cukup usahanya yang dijadikan jaminan. Oleh
karena itu, dapat diartikan bila terjadi kemacetan kredit sampai
100% bank akan mendapat penggantian dana 100% dari asuransi.
Artinya, nasabah yang meminjam sampai Rp20 juta tidak lagi
dibebani agunan, kecuali jaminan usahanya. Semua risiko ditang-
gung pemerintah. Oleh karena itu, pihak bank tidak perlu terlalu

khawatir akan risiko atas modalnya.

Bila dilihat dari tujuannya, KUR adalah kredit atau pem-
biayaan yang diarahkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah
(UMKM), dan koperasi, termasuk sektor perikanan tangkap. Na-
mun, fasilitas kredit yang diberikan dalam bentuk pemberian modal
kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha
produktif yang feasible belum berjalan dengan baik (bankable).
Artinya, bila usaha nasabah telah dianggap bankable oleh pihak

1" Wawancara dengan Bank Jatim, Sumenep, 9 September 2011
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bank, selanjutnya akan diarahkan pada kredit komersial dengan
plafon kredit yang lebih besar. Berdasarkan tingkat bunga, KUR
lebih rendah dibandingkan kredit lain. Untuk kredit sampai dengan
Rp5 juta, tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan
maksimal sebesar/setara 24% efektif per tahun. Sementara itu,
untuk kredit di atas Rp5 juta sampai dengan Rp500 juta, tingkat
bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/
setara 16% efektif per tahun dan batas maksimal pemberian KUR
hanya Rp500 juta.

Sesuai dengan ketentuan, yang berhak mendapatkan KUR
adalah pertama, debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/
pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dari informasi melalui
Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat permohonan kredit/
pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas
kredit program dari pemerintah. Kedua, khusus untuk penutupan
pembiayaan KUR antara tanggal nota kesepakatan bersama (MoU)
penjaminan KUR dan sebelum addendum I (9 Oktober 2007 s.d.
14 Mei 2008) maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada
debitur yang belum pernah mendapat pembiayaan kredit program
lain. Ketiga, KUR yang diperjanjikan antara bank pelaksana dengan
UMKM-K yang bersangkutan.!

Berdasarkan tujuan KUR di atas, pihak perbankan di Sumenep
mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan diskriminasi
dalam pemberian kredit terhadap kegiatan usaha ekonomi tertentu.
Sesuai aturan, program KUR ditujukan untuk pembiayaan yang
meliputi seluruh sektor ekonomi dan usaha masyarakat yang tergo-
long UMKM, termasuk usaha perikanan tangkap, dapat mengaju-
kan kredit kepada bank. Kemudian, bank pelaksana memutuskan
pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha

" Sumber: http://www.ciputraentrepreneurship.com. Diakses 10 Oktober 2011
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sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat serta memperhatikan
ketentuan yang berlaku. Artinya, suatu kegiatan usaha dapat diberi
pinjaman atau tidak tergantung pada hasil penilaian berdasarkan
persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing bank.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan KUR
untuk daerah Sumenep dilakukan oleh beberapa bank, seperti Bank
Jatim, Bank Mandiri, BNI, dan Bank BRI Unit yang terdapat di
hampir setiap kecamatan. Namun, status bank yang disebut di atas
masih merupakan bank cabang pembantu yang menurut ketentuan-
nya hanya boleh menyalurkan kredit maksimum sebesar Rp100
juta, kecuali bank BRI cabang yang berlokasi di pusat kabupaten
dapat menyalurkan kredit di atas Rp100 juta. Berdasarkan wa-
wancara dengan berbagai pihak perbankan di Sumenep, khususnya
mengenai KUR dapat diperoleh informasi sebagai berikut.'

Bank Jatim

Fungsi bank adalah menjalankan fungsi intermediasi uang dari
pemilik dana kepada kreditur yang membutuhkan untuk mema-
jukan usaha perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, seluruh masyarakat boleh mengajukan pembiayaan
KUR, khususnya kepada Bank Jatim. Namun, bank dalam hal
ini perlu melaksanakan prinsip kehati-hatian agar keamanan uang
yang dipinjamkan terjamin dengan cara melakukan survei untuk
menentukan kelayakan usaha dan menerapkan persyaratan yang

telah ditentukan oleh kebijakan perbankan.

Berbicara mengenai usaha perikanan tangkap, pihak perbankan
dihadapkan pada rendahnya kelayakan usaha dan keamanan
uang yang dipinjamkan. Salah satu penyebabnya adalah tidak
terpenuhinya persyaratan berupa agunan. Biasanya, nelayan tidak

'2 Wawancara dengan berbagai pihak pengelola perbankan Kabupaten Sumenep.
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memiliki setifikat tanah untuk diagunkan. Sementara itu, jaminan
dalam bentuk aset kapal belum dapat diberlakukan karena kapal
tidak memiliki surat-surat dan mudah berpindah tangan. Selain
itu, nelayan juga mudah berpindah tempat sehingga sulit menagih
angsuran kredit.

Berkaitan dengan pelaksanaan KUR, sementara ini Bank Jatim
telah melaksanakannya untuk pembiayaan UMKM. Namun, untuk
pembiayaan usaha perikanan tangkap, apalagi pembelian kapal
yang mencapai ratusan juta rupiah, belum pernah dilakukan. Ini
terkait dengan ketentuan yang mengikat bahwa bank yang berstatus
cabang pembantu tidak berwenang menyalurkan kredit di atas
Rp100 juta. Selama ini, penyaluran KUR sebagian besar diberikan
kepada sektor perdagangan, termasuk kepada pedagang ikan, baik
skala kecil maupun menengah, seperti pedagang pengumpul tingkat
kecamatan atau tingkat kabupaten. Belakangan, KUR juga banyak
disalurkan kepada kegiatan usaha budi daya rumput laut. Karak-
teristik usaha rumput laut adalah cepat menghasilkan dan lebih
mudah dikontrol serta berorientasi ke darat. Artinya, penagihan
cicilan kredit lebih mudah dilakukan karena debitur hampir selalu
ada di tempat. Meskipun demikian, demi menjaga keamanan dana,
pihak perbankan tetap memberlakukan persyaratan jaminan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Bank BRI Cabang Sumenep

Pada prinsipnya, bank dapat memberikan kredit kepada usaha
nelayan tangkap, baik untuk pembelian kapal maupun peralatan
tangkap seperti jaring dan yang lain. Misalnya, program KUR dapat
dimanfaatkan untuk pembiayaan pembelian kapal di atas 20 GT
sepanjang usaha tersebut memiliki legalitas sebagai badan usaha dan
memenuhi persyaratan teknis perbankan. Namun, hingga saat ini
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belum ada nelayan tangkap di daerah Sumenep yang mengajukan
kredit kepada bank BRI tingkat cabang untuk membeli kapal.
Kemungkinan itu terjadi karena persyaratan yang dibutuhkan untuk
mengajukan pinjaman belum terpenuhi atau ketidaktahuan nelayan
tentang program KUR. Sementara itu, responden pimpinan bank
mengatakan:

“Pengalaman saya pada wakiu memimpin salah satu cabang BRI di Su-

lawesi Selatan sudah banyak yang mengajukan kredit pembelian kapal
yang plafonnya bisa mencapai di atas Rp300 juta untuk satu unit kapal’”.

Permasalahan utama dalam pengajuan kredit bank untuk per-
ikanan tangkap adalah pertama, jaminan karena pada umumnya aset
nelayan seperti tanah belum bersertifikat. Kedua, usaha perikanan
tangkap pada umumnya belum memiliki legalitas. Ketiga, nelayan
sering berpindah-pindah, terutama ketika cuaca tidak bersahabat.
Pada kondisi ini, mereka akan pergi andun, yaitu melakukan
kegiatan penangkapan ikan dengan fishing ground di daerah lain.
Kegiatan ini dilakukan dengan menetap sementara di daerah yang
dituju dalam kurun waktu beberapa bulan. Hal ini menyulitkan
pihak bank dalam penagihan cicilan kredit. Keempat, data hasil
penangkapan ikan khusus untuk nelayan tangkap di beberapa tem-
pat belum terekam secara akurat. Hal ini terjadi karena kebanyakan
nelayan mendaratkan ikan atau menjual ikan hasil tangkapannya di

dekat daerah konsumen, misalnya di Pulau Jawa melalui Pelabuhan
Situbondo dan di Bali.

Oleh karena itu, program pembiayaan nelayan tangkap perlu
mendapatkan perhatian khusus dari tiga pihak yang berkepentingan,
yaitu pemerintah, perbankan, dan nelayan itu sendiri. Sebenarnya,
bank membutuhkan nasabah. Dengan bertambahnya nasabah, bank
akan mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya pihak perbankan
sangat setuju dengan upaya peningkatan produksi nelayan meng-

gunakan armada dan peralatan modern melalui pembiayaan dari
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perbankan demi meningkatkan pendapatan nelayan tangkap. Na-
mun, perlu ada perubahan cara berpikir (mind-ser) dan sosialisasi
kepada nelayan dalam rangka menyamakan persepsi antara pemerin-
tah, perbankan, dan nelayan sebelum program yang membutuhkan
dana cukup besar itu dilaksanakan. Dari sisi perbankan, hal ini
sangat menunjang program pemerintah dalam meningkatkan usaha
nelayan tangkap, baik usaha skala besar maupun kecil. Meskipun
demikian, pembiayaan nelayan untuk pembelian kapal, apalagi yang
nilainya sampai Rp500 juta, belum pernah terealisasi hingga saat
ini. Penyaluran KUR untuk usaha perikanan tangkap skala kecil
seperti untuk pembelian motor tempel dan peralatan jaring sudah
dilaksanakan oleh BRI Unit Kecamatan Kalianget.

Pada tahap awal, perbankan mengalami kesulitan dalam mem-
berikan pembiayaan kepada usaha perikanan tangkap karena kurang
memperhatikan sifat usaha dan karakter nelayan tangkap. Tetapi,
dengan pendekatan yang berbeda terhadap calon nasabah, hasilnya
semakin baik. Perbankan mengubah pendekatan, dari pendekatan
kelompok menjadi pendekatan individual. Cara ini ditunjang
dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian serta melakukan kontrol
yang ketat. Berdasarkan pengalaman ini, pihak perbankan cukup
optimis dalam memberikan pembiayaan kepada perikanan tangkap,
khususnya skala kecil, di beberapa kecamatan lain di Kabupaten
Sumenep.

Bank BRI Unit Kalianget

Sebelum ada KUR, BRI melaksanakan pembiayaan usaha melalui
program Kupedes (Kredit Usaha Pedesaan). Program ini tetap berja-
lan hingga saat ini. Dana untuk program Kupedes berasal dari bank,
kemudian disalurkan kepada nasabah, terutama yang usahanya
dinilai sudah bankable, dengan plafon kredit dan bunga lebih
tinggi dibandingkan bunga KUR. Sebenarnya, pada 2000-2002,
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sebelum ada KUR, BRI pernah menyalurkan pembiayaan kepada
usaha perikanan tangkap di daerah Balasan, Kecamatan Talangu,
untuk pembelian perahu yang digunakan menangkap ikan teri.
Sistem penyaluran dana yang digunakan pada waktu itu adalah
melalui pendekatan kelompok/ketua kelompok. Akan tetapi, pen-
dekatan ini dapat dikatakan gagal. Kegagalan disebabkan antara
lain oleh: pertama, BRI belum berpengalaman dalam menyalurkan
pembiayaan kepada usaha perikanan tangkap. Kedua, sistem yang
digunakan dalam penyaluran kredit menggunakan pendekatan
kelompok sehingga pihak bank tidak dapat mengenali karakteristik
usaha dan karakter nelayan anggota kelompok dengan baik. Ketiga,
pihak nelayan masih tetap membina hubungan dengan pihak-pihak
lain, terutama para tengkulak yang memberi pinjaman dana secara
informal. Akibatnya, hasil produksi nelayan lebih diprioritaskan
untuk memenuhi kewajiban kepada tengkulak dibandingkan untuk
pembayaran angsuran bank.

Semenjak ada program KUR, pada 2008 BRI ditunjuk sebagai
salah satu bank pelaksana. Oleh karena itu, BRI Unit yang ada di
hampir setiap kecamatan mendapat tugas menyalurkan pembiayaan
program KUR kepada usaha perikanan tangkap. BRI Unit Kalianget
memilih lokasi pelaksanaan di daerah Kembeng dan Padikan.
Tujuannya untuk membiayai pembelian perahu-perahu kecil dan
peralatan tangkap. Pendekatan ini berbeda dengan sebelumnya
karena menggunakan pendekatan individual. Artinya, kredit diberi-
kan kepada masing-masing nelayan pengguna kredit tanpa campur
tangan ketua kelompok. Pola pendekatan ini mengharuskan pihak
bank mengeluarkan tambahan biaya untuk menyukseskan pro-
gram tersebut. Sebab, kegiatan usaha dan karakter masing-masing
individu harus dikenali dengan baik. Proses ini dilakukan bekerja
sama dengan aparat desa dalam memberikan rekomendasi tentang
calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Sementara,
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bank melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha dengan sebaik-
baiknya. Selanjutnya, identitas para calon nasabah harus dilampirkan
sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Semua metode ini belum
dilakukan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan Kupedes.

Pada saat nasabah melaksanakan kegiatannya, pihak bank
melakukan kontrol secara rutin. Kontrol tidak hanya dilakukan
oleh petugas bank, tetapi kepala BRI Unit juga turun ke lapangan
memberikan bimbingan. Pimpinan BRI cabang juga melakukan
kontrol yang ketat dalam pelaksanaan program ini. Kegiatan turun
ke lapangan ini penting untuk memberikan bimbingan langsung
dan menjadi bahan evaluasi serta membina hubungan baik de-
ngan nelayan. Selain itu, tidak kalah penting adalah membentuk
informan nelayan untuk mengamati kegiatan nasabah. Semua ini
dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya kredit
macet. Memang, kondisi tersulit yang dihadapi nelayan adalah
saat cuaca tidak baik, yaitu ketika musim angin barat (September—
Maret) dan menyebabkan aktivitas melaut sangat berkurang. Situasi
ini sering kali menyebabkan tunggakan kredit nelayan meningkat.
Namun, pihak bank mempunyai kebijakan yang cukup fleksibel
dalam hal pengembalian pinjaman. Toleransi yang diberikan dalam
pengembalian pokok pinjaman akibat kendala musim biasanya

sekitar tiga bulan dan pengembalian jasa pinjaman dua bulan.

Besar KUR yang diberikan kepada nelayan tangkap berkisar
antara Rp30 juta sampai Rp50 juta dengan masa kredit dua sampai
tiga tahun. Sementara, jumlah nelayan yang memanfaatkannya
sebanyak delapan orang. Selain nelayan, BRI Unit Kalianget juga
memberikan kredit program KUR kepada petani rumput laut
yang tercatat sebanyak 100 orang. Bila dibandingkan, kinerja BRI
Unit Kalianget dengan BRI Unit lainnya se-Kabupaten Sumenep
dalam memberikan pelayanan KUR pada nelayan maka BRI Unit
Kalianget menempati posisi teratas dengan porsi kredit nelayan

Peran Lembaga Pembiayaan ...| 87



sebanyak 30% dari dana KUR yang disalurkan. Kemudian, untuk
pedagang dan pracangan 50% serta untuk pengrajin 20%. Besarnya
pinjaman untuk kedua sektor terakhir ini berkisar antara Rp3 juta
sampai Rp7,5 juta per nasabah."

Program Kredit Non-KUR
Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bhakti Sumekar, Sumenep. BPRS ini berawal dari pengaku-
sisian BPR konvensional Dana Merapi Sidoarjo oleh Pemerintah
Kabupaten Sumenep pada 2002. Pada 2003 BPR ini direlokasi ke
Sumenep dan pada 2004 dikonversi menjadi BPRS Bhakti Sumekar
Sumenep. Saat ini, BPRS Bhakti Sumekar, Sumenep memiliki aset
ketiga terbesar di antara BPRS di Indonesia, yaitu Rp163 miliar
dan saham Pemerintah kabupaten sebanyak 85%. Sementara, BPRS
Riau memiliki aset terbesar pertama dan BPRS Assalam milik

alumni ITB berada pada posisi kedua.

Pada 2003 BPRS bekerja sama dengan enam dinas di lingkung-
an pemerintah kabupaten yang mendapat mandat dalam rangka
pemberdayaan usaha sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep mendapatkan
total dana awal pemberdayaan sebesar Rp10 miliar. Dana terse-
but merupakan dana APBD yang didepositokan di BPRS Bhakti
Sumekar. Kemudian, BPRS menyalurkan dana sendiri kepada
nelayan, pedagang pengepul ikan, dan kepada usaha yang terkait
dengan perikanan serta telah mendapat rekomendasi dari DKP
dengan bunga 6% per tahun. Persyaratan untuk mendapatkan
dana bantuan tersebut adalah agunan, baik berupa sertifikat tanah

'3 Wawancara dengan kepala BRI Unit Kecamatan Kalianget, Sumenep,13 September
2011
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maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam hal
ini, bank hanya berfungsi sebagai penyalur kredit (Chanelling Bank).
Bila terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit maka BPRS
dapat menarik dana deposito Pemerintah Kabupaten Sumenep yang
berasal dari APBD. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak
perbankan, pemberian kredit ini ditujukan untuk usaha perikanan
dalam arti luas, termasuk usaha perikanan tangkap. Penguatan
modal berupa modal kerja untuk individu sebesar Rp5 juta dan
untuk kelompok Rp20 juta, yang tergantung pada jenis usaha yang
diusulkan. Sistem pengembalian pinjaman yang digunakan juga
disesuaikan dengan jenis usaha, misalnya angsuran dapat dibayar
per tiga bulan. Namun, dari total jumlah kredit yang disalurkan,
sebagian besar untuk usaha perdagangan ikan dalam skala kecil.

Hingga 2007, secara kumulatif dana program bergulir dari
Pemerintah Kabupaten Sumenep ini telah mencapai Rp31 miliar
dengan nilai tunggakan hingga mencapai Rp4,8 miliar. Tunggakan
yang cukup besar terjadi pada nasabah dalam lingkup pengawasan
Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, yakni sebesar Rp996 juta
dari kredit yang telah disalurkan sebesar Rp3,1 miliar atau terjadi
tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 33%. Mengingat
besarnya nilai keseluruhan tunggakan maka sejak 2007 Program
Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan Tangkap yang dibiayai
dari dana APBD ini dihentikan karena dinilai kurang berhasil.
Pengembalian kredit dari semua dinas dianggap bermasalah. Pada
2011, upaya penagihan tunggakan kredit telah dilakukan dengan
berbagai pendekatan, namun belum membuahkan hasil sehingga
saat ini penagihan dialihkan ke pihak Kejaksaan setempat. Sayang,
menurut sekretaris DKP Sumenep, hingga saat ini belum ada
tindakan eksekusi jaminan yang dilaksanakan untuk membuat
efek jera para penunggak. Meskipun demikian, informan juga
menyangsikan bila dilakukan pelelangan jaminan, siapa yang akan
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membeli jaminan tersebut. Kalaupun ada yang bersedia membeli,
dikhawatirkan biaya pelelangan lebih besar dari nilai jual agunan.

Sebenarnya, berbagai pendekatan telah dilakukan agar pro-
gram ini berhasil. Pertama, melakukan penyeleksian terhadap calon
penerima bantuan melalui tim verifikasi yang terdiri dari Perguruan
Tinggi, pihak perbankan, dinas-dinas terkait, dan LSM. Kedua,
telah dilakukan kegiatan sosialisasi bahwa dana ini bukan dana
hibah dan harus dikembalikan. Ketiga, pendekatan penyadaran
dilakukan melalui penerangan agama. Meskipun demikian, pihak
DKP mengatakan bahwa kegagalan dalam pengembalian kredit,
terutama pada usaha perikanan tangkap, disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain: hasil tangkapan nelayan sangat kecil karena
kegiatan penangkapan one day fishing (pergi-pulang melaut dalam
sehari); kondisi perairan pantai overfishing, baik di daerah Sumenep
maupun di Jawa Timur umumnya; kenaikan harga BBM pada
akhir 2005 sangat berpengaruh terhadap kegiatan nelayan, banyak

nelayan tidak bisa beroperasi akibat biaya melaut melonjak tajam.'

Mengenai program penyaluran pembiayaan kepada sektor
perikanan tangkap yang menggunakan dana BPRS, tampaknya
BPRS belum sepenuhnya mengarah ke program tersebut karena
masih menunggu perkembangan serta arahan dari Bupati. Saat
ini, konsentrasi pembiayaan BPRS milik Pemerintah Kabupaten
Sumenep tertuju pada pembiayaan murabahah (jual-beli) yang
75% sasarannya adalah pegawai, walaupun gaji pegawai Pemerintah
Kabupaten Sumenep masih dikelola oleh Bank Jatim.

Namun demikian, jenis pembiayaan yang terkait dengan usaha
perikanan tangkap yang dilaksanakan dengan dana BPRS, hanya
terbatas pada pembelian bahan bakar bagi kapal yang ingin melaut
melalui produk 7zhn (gadai emas). Selain untuk pembelian bahan

14 Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, 8
September 2011.
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bakar, gadai emas juga dapat digunakan untuk pembiayaan bagi
para pengepul ikan teri, yang nantinya akan dijual ke pabrik peng-
olahan ikan yang ada di Surabaya. Produk gadai emas ini cukup
diminati oleh nelayan maupun pengepul ikan karena persyaratan
sangat mudah, waktu pengurusan cepat dan biaya murah. Misalnya,
dengan nilai taksir emas sebesar Rp1 juta, nasabah akan memper-
oleh uang sebesar 80% dari nilai taksir tersebut, yaitu Rp800 ribu.
Sedangkan biaya yang dibebankan sebesar Rp6 per hari untuk
setiap kelipatan Rp10 ribu. Dengan demikian, untuk nilai taksir
Rpl juta, nasabah akan dikenakan biaya Rp600 per hari atau
Rp18.000 per bulan. Jasa yang diterima oleh pihak pegadaian emas
ini disebut dengan #jroh. Rata-rata omset gadai emas di Kecamatan
Dungkek mencapai Rp40—50 juta per hari. Produk gadai emas ini
menerapkan sistem syariah dan dibuka karena melihat gadai emas
yang dilaksanakan oleh pegadaian konvensional di lokasi yang
sama sangat diminati oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu,
pada 2012 BPRS Bhakti Sumekar merencanakan akan membuka
beberapa gerai lagi di daerah lain.

Di samping produk gadai emas, BPRS juga mempunyai produk
qordhul hasan (pinjaman tanpa bunga) yang dananya berasal dari
2,5% keuntungan bank per tahun. Dana ini sebagian disalurkan
kepada pengusaha mikro untuk semua sektor, baik yang sudah
memiliki usaha maupun baru memulai usaha dengan pinjaman
Rp500 ribu per orang. Ternyata program ini berjalan dengan baik
tanpa ada tunggakan. Jangka waktu pinjaman selama 10 bulan
dan pengembalian Rp50.000 per bulan dengan grace period (masa
tenggang) dua bulan. Dalam penyaluran produk ini, BPRS bekerja
sama dengan LSM Lembaga Manajemen Infak (LMI) yang berkan-
tor pusat di Surabaya. Lembaga ini cukup berpengalaman sebagai
pendamping dalam pemberdayaan masyarakat dengan memberikan
rangsangan berupa success fee. Program ini hanya diberikan kepada
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nasabah untuk dua kali periode pinjaman secara berturut-turut.
Kemudian, bila usaha nasabah berhasil dalam dua periode tersebut,
BPRS akan mengarahkan nasabahnya pada pembiayaan komersial
yang nilainya lebih besar hingga mencapai Rp4 juta dengan sis-
tem murabahah dengan discount rate 0,5% per bulan, sementara
discount rate bank 1,2% per bulan.

Kredit Program Pemerintah

Dalam upaya pengembangan usaha perikanan, terutama perikanan
tangkap, telah dilaksanakan beberapa program pembiayaan mes-
kipun belum membawa hasil yang maksimal. Di antara program
yang telah dilaksanakan adalah program Bimas Nelayan pada
1980, meskipun program ini dianggap gagal. Kegagalan terse-
but disebabkan ketidakmampuan lembaga-lembaga pemerintah
memahami perilaku masyarakat nelayan dan karakteristik usaha
perikanan tangkap secara tepat. Hal ini berakibat pada tingginya
biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi mengenai
perilaku masyarakat peminjam. Belum lagi persoalan pengelola
program yang sering melakukan berbagai hal yang tidak terpuji
(moral hazard).

Selanjutnya, antara 2000-2003, telah dilaksanakan program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) untuk nelayan
serta usaha pengolahan dan budi daya ikan di Sumenep. Dana
program ini berasal dari APBN melalui Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang dititipkan kepada Bank Bukopin sebagai jaminan.
Penyaluran dana dilakukan melalui sebuah perusahaan Swamitra
Mina dengan persyaratan lunak, tetapi dengan tingkat bunga lebih
tinggi dari bunga bank. Sedangkan pada 2006/2007 pelaksanaan
program ini dilakukan melalui Koperasi Mikro. Meskipun demi-
kian, program ini banyak yang gagal, walau ada sebagian yang
dinilai berhasil. Kegagalan program ini secara umum disebabkan
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oleh pelaksanaan Program PEMP yang hampir tidak bersesuaian
dengan kebijakan yang telah diformulasikan dalam garis panduan
PEMP. Secara lebih khusus, penyebab kegagalan program antara
lain: dari segi pengawasan menunjukkan prestasi kerja yang tidak
meyakinkan; lemahnya koordinasi dengan pihak pemerintah daerah;
konsultan manajemen tidak memiliki sasaran kerja yang jelas serta
peranan Tenaga Pendamping Desa yang juga tidak jelas. Malah
keberadaannya tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Penyebab
lain adalah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tidak dilakukan
seperti yang sewajarnya; banyak ditemukan kesalahan dalam memilih
kelompok sasaran, SHU tidak dibagikan, RAT tidak dilaksanakan;
kehadiran LKM Swamitra Mina di wilayah pesisir tidak mudah
diakses oleh masyarakat yang berada di lokasi lain. Di samping itu,
LKM tidak dapat memenuhi keperluan pembelajaran bagi nelayan
dan masyarakat pesisir untuk mengakses dana dari pihak bank
karena kurang memberi kemudahan dalam proses peminjaman serta
lemahnya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mengelola
secara efisien modal yang telah diperoleh®. Kegagalan program juga
disebabkan oleh tingkat bunga yang terlalu tinggi dibandingkan
bank umum, walaupun dari segi persyaratan tidak begitu berat.'

Berkaitan dengan progam KKP yang dimulai dari 2011-2014
dalam penyediaan seribu buah kapal yang bekapasitas 30 GT dengan
harga sekitar Rp1,5 miliar per kapal kepada nelayan di Indonesia,
Kepala DKP Sumenep mengatakan belum ada petunjuk teknis
pelaksanaan dalam pemberian bantuan tersebut. Kelompok nelayan
yang berhak mendapatkan dan seluk beluk bantuan biaya opera-

' Abd. Hair Awang, Prestasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
di Jakarta Utara, Indonesia: satu penilaian awal, Malaysian Journal of Society and

Space 6, issue 3 (13-29) © 2010.

!¢ Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep
tanggal 8 September 2011
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sional belum jelas hingga saat ini. Diperkirakan biaya operasional
untuk sekali melaut cukup besar, bisa mencapai Rp60 juta hingga
Rp100 juta. Menurut pendapat beberapa kalangan, pembelian
kapal dengan bobot 30 GT sangat tepat guna membantu nelayan
mencari ikan sampai ke tengah lautan karena penangkapan ikan
di zona pinggir dianggap sudah overfishing. Meskipun demikian,
bantuan itu sebaiknya disalurkan melalui koperasi nelayan, agar
tepat sasaran. Namun, sebagai respons atas desakan Komisi IV
DPR untuk mengevaluasi kembali program bantuan kapal terse-
but, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengalihkan
sebagian anggaran program 1.000 kapal nelayan berbobot mati 30
GT itu untuk pengadaan kapal yang berukuran lebih kecil, yakni

berbobot mati 20 GT, mengingat sebagian daerah membutuhkan
kapal-kapal ikan berbobot lebih kecil."”

PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP MELALUI
LEMBAGA NON PERBANKAN

Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT-NU)
Gapura'

Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT-NU) Gapura
didirikan atas prakarsa 17 orang anggota pada 2004 dengan modal
dasar sebesar Rp400 ribu. Tahun 2004-2007 merupakan periode
sulit bagi BMT untuk mencari nasabah. Namun, empat tahun be-
lakangan ini, BMT berhasil merangkul masyarakat sehingga jumlah
anggota bertambah pesat, mencapai 2.225 orang, ditambah calon
anggota sebanyak 3.000 orang. Sementara itu, sat ini jumlah aset
meningkat menjadi Rp4,2 miliar. Dalam hal pembiayaan, BMT

7 http://regional. kompas.com/read/2011/10/26/04412140/Bantuan.1.000.Kapal.Akan.
Diakses 10 September 2012.

'8 Wawancara dengan Pengurus BMT Gapura, Sumenep, 12 September 2011
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melayani semua sektor ekonomi, termasuk pembiayaan untuk usaha
penangkapan ikan dalam skala kecil. Wilayah kerja yang dilayani
BMT tidak hanya terbatas pada Kecamatan Gapura, tetapi juga
Dungkek dan Batangbatang.

Berbeda dengan kebanyakan BMT, awalnya BMT NU hanya
menawarkan produk Al Qardhul Hasan untuk menarik nasabah.
Artinya, nasabah tidak dibebankan nisbah tertentu atas pengembali-
an pokok pinjaman. Bila ada nasabah yang dengan kerelaan mem-
berikan lebih atas pokok pinjaman pada waktu pengembalian maka
itu dianggap sebagai jasa pembiayaan. Namun, dalam praktiknya,
hampir semua nasabah memberikan jasa pinjaman ketika membayar
angsuran pokok. Besarnya jasa yang diberikan bervariasi, dari yang
kecil hingga yang besar. Dalam hal ini, BMT hanya berharap terjadi
subsidi silang antara nasabah yang mampu dengan yang kurang
mampu. Namun, rata-rata jumlah penerimaan BMT atas jasa
pembiayaan selalu berada di bawah yang diharapkan. Akibatnya,
BMT harus menutup biaya operasional dengan modal sendiri.
Akan tetapi, berkat keteguhan, kesabaran, dan keyakinan pengurus
dalam menjalankan usaha melalui pendekatan personal dan emo-
sional, mereka mampu menerapkan aturan main mengenai jasa
pembiayaan pinjaman, yakni 1,8% per bulan atas pokok pinjaman.
Periode penyesuaian ini dilalui dengan mulus dan membawa BMT

pada kemajuan seperti saat ini.

Pola pembiayaan yang diterapkan oleh BMT dapat dibedakan
menurut jenis usaha nasabah. Sebagai misal, salah seorang pengepul
ikan teri pernah diberi pembiayaan sebesar Rp130 juta dengan
jangka waktu pengembalian selama empat bulan. Artinya, pengem-
balian pokok pinjaman dapat dilakukan sekaligus pada akhir bulan
keempat, sedangkan jasa pembiayaan tetap harus dibayar secara
reguler sebulan sekali. Contoh lain dapat dikemukakan di sini, se-
orang pembudidaya rumput laut mendapat pembiayaan dari BMT
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NU sebesar Rp4 juta dengan jangka waktu pengembalian selama
tiga bulan, sementara rumput laut baru dapat dipanen di atas
umur tiga bulan. Ini dapat diartikan bahwa pengembalian pokok
pinjaman dapat dilakukan di akhir bulan ketiga sesudah selesai
panen, tetapi pembayaran jasa pinjaman tetap dilakukan sekali
sebulan. Contoh ini sering disebut oleh masyarakat dengan pola
pembiayaan “yarnen”, yaitu pokok pinjaman dibayar setelah panen.
Sedangkan pada contoh pertama tidak terlihat apa yang mendasari
pengembalian pokok pinjaman dilakukan sekaligus di akhir bulan
keempat. Diduga, hal yang menjadi dasar pola pengembalian pokok
pinjaman pada usaha teri tersebut adalah kesepakatan semata atau
memang masa panen usaha ikan teri adalah empat bulan.

Berdasarkan kedua pola pembiayaan BMT di atas, yang menjadi
inti adalah pembayaran jasa atas pembiayaan tetap dilakukan secara
reguler atau sekali sebulan. Sementara itu, pembayaran pokok
pinjaman dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan kesepakatan atau
didasarkan pada masa panen suatu usaha. Pertanyaan yang muncul
di sini adalah mengapa pembayaran jasa pinjaman harus dilaku-
kan setiap bulan? Jawabannya adalah jasa pembiayaan merupakan
penerimaan BMT untuk membiayai operasional kegiatan dan yang
lebih penting lagi adalah untuk membayar jasa deposan yang telah
menitipkan uangnya di BMT. Bila kedua hal ini tidak terpenuhi
maka BMT bisa bangkrut akibat ketidakpercayaan nasabah. Apalagi
posisi BMT cukup lemah karena tidak ada jaminan uang nasabah
dari lembaga penjamin.

Tingkat efisiensi usaha BMT cukup tinggi dengan menekan
biaya operasional serendah mungkin. Hal ini dilakukan dengan
menanamkan prinsip kepada pengurus bahwa BMT adalah tem-
pat bekerja dan beramal demi membantu masyarakat lemah yang
terjebak dalam perangkap rentenir. Akibatnya, musuh utama BMT
adalah rentenir yang telah melakukan berbagai ancaman, perlakuan,
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dan intimidasi yang tidak sewajarnya. Namun, di mata masyarakat
banyak, BMT dianggap telah berjasa dalam mengangkat harkat
kehidupan mereka. Sejauh mana keterkaitan BMT dengan usaha
penangkapan ikan?

Jumlah seluruh anggota BMT yang berprofesi sebagai nelayan
mencapai 260 orang, terdiri atas nelayan perorangan 112 orang
dan nelayan kelompok 148 orang. Nelayan kelompok dibagi men-
jadi tiga, yaitu kelompok I beranggotakan 83 orang, kelompok
IT 41 orang, dan kelompok III 24 orang. Semua anggota belum
pernah mendapat bantuan atau fasilitas dari pemerintah. Namun,
sejak menjadi anggota BMT, mereka bisa mendapatkan fasilitas
pembiayaan, baik melalui perorangan maupun kelompok. Besar
pembiayaan yang diperoleh dari BMT untuk nelayan perorangan
antara Rp5 juta sampai Rp30 juta, sedagkan untuk kelompok ne-
layan minimal Rp40 juta dan maksimal Rp80 juta, tergantung besar
kecilnya jumlah anggota. Pembiayaan ini umumnya digunakan
nelayan untuk pembelian peralatan tangkap dan biaya perbekalan
ketika melaut. Sementara itu, usaha perdagangan ikan biasanya
dikerjakan oleh para wanita dengan modal antara Rp250 ribu
hingga Rp400 ribu untuk jangka waktu lima minggu. Dalam
pelaksanaannya, biasanya petugas BMT mengantarkan langsung
pinjaman sekaligus menjemput angsuran pinjaman dari nasabah.

BMT NU menyalurkan dana pembiayaan usaha dengan
menerapkan pola syariah secara murni, yaitu mengikuti pen-
dapat sebagian besar ulama. Adapun produk pembiayaan yang
diperkenalkan kepada nasabah adalah sistem murabahah (jual beli),
mudharabah (bagi hasil), rahn (gadai emas, yang omsetnya saat
ini rata-rata Rp24 juta per hari), dan musyarakah (bagi hasil). Al
Qardhul Hasan adalah produk yang paling banyak dilakukan BMT.
Dana skim pembiayaan ini bukan berasal dari zakat sebagaimana
dilakukan BMT pada umumnya. Pembiayaan dengan skim qardhul
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hasan maksimum sebesar Rp100 ribu. Teknis penyaluran dana
didasarkan pada penilaian karakter peminjam, jenis usaha, dan
jaminan. Meskipun demikian, tidak diperoleh informasi yang jelas
mengenai calon nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
“5C+18S” seperti telah dikemukakan sebelumnya.

Berbagai upaya telah dilakukan BMT untuk menanamkan
loyalitas anggota, antara lain melalui pendekatan emosional bersi-
laturahmi dengan para anggota; memantau perkembangan usaha;
memberikan pendampingan usaha oleh staf dan pengurus setiap
bulan serta mengadakan pengajian di berbagai tempat tentang
ekonomi syariah oleh tokoh agama setempat (kiai). Cara seperti itu
ternyata cukup berhasil menekan risiko pinjaman macet, bahkan

bisa dikatakan tidak ada tunggakan.

Untuk memperkuat modal, harapan BMT ke depan adalah
bisa turut menyalurkan dana program pembiayaan dari pemerintah
yang selama ini dianggap sebagai bantuan hibah menjadi dana pem-
biayaan bergulir oleh pihak BMT. Cara lain yang juga ditempuh
adalah menciptakan linkage program dengan bank syariah. Dalam
hal ini, bank memberikan pinjaman kepada BMT dalam rangka
menyalurkan kredit program pemerintah atau menyalurkan dana
pihak ketiga dari bank yang sudah over likuiditas. Karena BMT
berbadan hukum koperasi maka sudah sepantasnya mendapat ban-
tuan modal atas nama koperasi. Nantinya modal ini akan digunakan
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat umumnya dan usaha
nelayan khususnya. Rencana BMT 2012 adalah membuka cabang

di Kecamatan Batu Putih, Dungkek, dan Ambunten, Madura.

Koperasi

Usaha mengembangkan koperasi di kalangan nelayan sering berakhir
kurang menggembirakan. Koperasi yang dinilai berhasil, jumlahnya
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masih terbatas. Itu pun belum dapat dikategorikan sebagai lazimnya
koperasi nelayan di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian
Koperasi dan UKM, jumlah koperasi di Indonesia pada Desember
2011 sebanyak 188.181 unit, tapi koperasi yang masih aktif hanya
133.666 unit (71%). Dari sejumlah koperasi yang masih aktif
tersebut ternyata yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
(RAT) sebagai suatu persyaratan badan koperasi hanya sebanyak
58.000 unit (43%)". Khusus mengenai koperasi perikanan/nelayan,
berdasarkan hasil pemeringkatan terhadap lebih dari 12.000 unit
koperasi di Indonesia pada 2009, hanya ditemukan 33 unit koperasi
usaha perikanan/nelayan. Total nilai aset yang dimiliki oleh seluruh
koperasi perikanan/nelayan tersebut masih tergolong kecil, yaitu
Rp29.548.162.824,- dengan kisaran antara Rp36.911.611,- sampai
Rp8.008.967.383,-. Kondisi ini masih jauh dari harapan koperasi
perikanan/nelayan untuk mendapatkan predikat sebagai koperasi
bertaraf internasional. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, pada 2012 International Cooperative Alliance (ICA)
akan mengeluarkan daftar 300 koperasi terbaik di Asia. “Dari
Indonesia, ada lima koperasi yang bakal masuk dalam kategori

koperasi bertaraf internasional.*

Bila ditelusuri lebih lanjut, koperasi yang termasuk dalam
ranking 5 besar di Indonesia memiliki nilai aset terkecil Rp335
miliar dan yang terbesar mencapai Rp1,75 triliun.

Oleh karena itu, peran koperasi sebagai penggerak perekono-
mian masyarakat di bidang kelautan dan perikanan perlu diperkuat,

¥ http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=2
56:rekapitulasi- data-keragaan-koperasi-per-desember-2011&Itemid=93. Diakses 27
Januari 2012.

2 http://indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-negara-koperasi-a-
ukm/485 ukm/11572-tak-lama-lagi-ada-koperasi-berkelas-dunia.html. Diakses 20
September 2012.
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terutama permodalan, dalam upaya peningkatan produksi. Selain
itu, perlu ada peningkatan kesadaran berkoperasi, terutama di
kalangan masyarakat nelayan tangkap. Untuk memfasilitasi ter-
wujudnya tujuan tersebut, telah ditandatangani suatu kesepakatan
bersama antara Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dengan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Isi kesepakatan
bersama tersebut meliputi penguatan akses permodalan, produksi,
dan pemasaran di bidang kelautan serta perikanan, pendidikan,
pelatihan, dan pendampingan dalam rangka kewirausahaan bidang
kelautan dan perikanan; serta peningkatan kesadaran berkoperasi
bagi kalangan masyarakat nelayan pembudidaya ikan, pengolah, dan
pemasaran hasil perikanan. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka
waktu empat tahun.”!

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keadaan koperasi
nelayan di Pasongsongan, yaitu Koperasi Harapan Jaya, seperti
mati suri. Koperasi yang dibentuk pada 2004 ini baru berbadan
hukum pada 2007. Anggota koperasi sebanyak 40 orang, terdiri
dari nelayan, pedagang pengepul ikan skala kecil, dan istri para
nelayan. Kegiatan utama koperasi ini sangat terbatas pada usaha
simpan pinjam dari anggota untuk anggota. Dari sisi permodalan,
koperasi memiliki struktur modal yang sangat lemah karena modal
yang ada hanya berasal dari simpanan pokok anggota sebesar Rp35
ribu, simpanan wajib Rp5 ribu per bulan, ditambah tabungan
anggota yang berjumlah sangat minim. Jumlah pinjaman yang
dapat diberikan kepada anggota paling tinggi Rp400 ribu dan yang
biasanya digunakan oleh kelompok wanita nelayan dalam kegiatan
usaha seperti membuat petis, kerupuk, pindang ikan, dan ikan
asap. Sedangkan untuk membiayai usaha perikanan tangkap seperti

2 heep:/ fwww.kkp.go.id/index.php/mobile/arsip/c/6144/KKP-GANDENG-DEKOPIN-
BANGUN KP/?category_id=34. Diakses 24 September 2012.
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perbaikan mesin kapal, perahu, jaring, dan biaya rumpon, biasanya
nelayan mengandalkan bantuan dari pengepul ikan.

Berdasarkan informasi dari ketua koperasi nelayan Pasong-
songan, upaya memperkuat modal koperasi telah dilakukan. Ada
beberapa upaya yang telah dilakukan, seperti mengajukan proposal
pembiayaan ke Dinas Koperasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan
ke berbagai perbankan. Namun, usaha ini belum membuahkan
hasil. Kalau dicermati lebih jauh, jumlah anggota koperasi yang
hanya 40 orang dari 2.558 orang nelayan di Pasongsongan, menun-
jukkan tingkat kesadaran untuk berkoperasi yang memprihatinkan.
Hal ini mungkin akan menjadi salah satu kendala dalam pengem-
bangan koperasi di daerah ini. Seandainya Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) yang ada di Pasongsongan dioperasikan, kemungkinan
besar Koperasi Harapan Jaya belum siap mengelola. Untuk itu,
perlu ditumbuhkan kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk
berpartisipasi aktif dalam perkoperasian dengan dukungan modal
yang tidak hanya mengharapkan bantuan semata. Di samping itu,
perlu pendampingan dan peningkatan kemampuan pengurus serta
anggota koperasi dalam mengelola koperasi sehingga tujuan koperasi
yaitu memberi kontribusi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dapat terealisasi.

Secara empiris, ada dua hal yang dapat menerangkan ter-
jadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan “mandegnya”
perkoperasian di Indonesia, termasuk koperasi perikanan. Kusu-
mastanto dalam Solihin (2003) menerangkan secara gamblang
kedua hal tersebut. Pertama, aspek struktural. Sudah menjadi
perbincangan umum di Indonesia bahwa selama orde baru ke-
bijakan ekonomi berpihak pada kepentingan pengusaha besar
(konglomerat). Golongan yang diharapkan dapat berperan sebagai
aktor kebijakan ini terlalu berpihak pada konglomerat. Akibatnya,
pertumbuhan ekonomi berjalan pincang. Kelompok konglomerat
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minoritas mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di sisi lain
mayoritas rakyat Indonesia yang selalu termarginalkan sehingga
hanya berjalan di tempat. Kedua, aspek keorganisasian. Kentalnya
muatan politik di tubuh organisasi koperasi Indonesia membuat
maka pendekatan yang ditempuh selama ini bersifat top down.
Oleh karena itu, proses homogenisasi bentuk institusi koperasi
di Indonesia tidak terelakkan lagi. Padahal, masyarakat Indonesia
memiliki karakter yang berbeda-beda, baik secara sosial, ekonomi,
politik, budaya, maupun bahkan kondisi geografis dan sumber daya
alam. Akibatnya, organisasi koperasi sering kali kurang memenuhi
tuntutan bisnis, terjadi kesalahan manajemen, dan penyimpangan
dari misi awal.

Kedua permasalahan di atas juga telah menyebabkan perkem-
bangan koperasi perikanan semakin terjebak dan sulit keluar dari
perangkap. Selain itu, secara struktural permasalahan koperasi
perikanan tidak hanya berkenaan dengan permasalahan koperasi
secara umum, namun juga terkait dengan permasalahan klasik
sektor kelautan dan perikanan, yaitu terciptanya marginalisasi pada
sektor ini. Jadi, secara umum, jika ingin menciptakan perkem-
bangan koperasi di Indonesia yang kompetitif dan menjalankan
doktrinnya, termasuk mewujudkan koperasi perikanan yang mampu
menghantarkan masyarakat nelayan menjadi masyarakat yang mak-
mur, mandiri, dan sejahtera maka koperasi-koperasi tersebut harus
melakukan introspeksi diri dengan cara mereformasi struktur dan
keorganisasian. Untuk itu, koperasi perikanan harus benar-benar
memainkan peran sebagai pembela perekonomian masyarakat
nelayan, yang akhirnya secara tidak langsung akan memotong
hubungan patron-klien antara tengkulak dengan nelayan yang
bersifat asimetris.

Sementara, menurut Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Penge-
tahuan Indonesia (LIPI), Mochammad Nadjib, koperasi sering
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dihadapkan pada persoalan internalnya sendiri, yakni terjadinya
perbedaan kepentingan antara pengurus koperasi dengan anggota.
Perbedaan kepentingan itu terlihat pada waktu nelayan menjual
hasil tangkapannya. Harga yang dipatok pedagang atau juragan
terlalu rendah, sedangkan pengurus koperasi didominasi oleh
pedagang pengumpul atau pengusaha kapal. Akibatnya, organisasi
koperasi tidak mengakar pada anggotanya dan posisi tawar nelayan
kecil menjadi semakin lemah (Kompas, Kamis, 2 Juli 2009).

MASALAH DAN PROSPEK PEMBIAYAAN USAHA
PERIKANAN TANGKAP

Gambaran usaha perikanan tangkap yang sering muncul ke permu-
kaan menyebabkan lembaga pembiayaan kurang tanggap terhadap
masalah kebutuhan modal dari subsektor perikanan tangkap. Gam-
baran tersebut terlihat dari rangkuman hasil wawancara dengan
beberapa pihak yang bergerak di berbagai lembaga pembiayaan di
daerah Semenep. Intisari wawancara adalah sebagai berikut.

Nelayan pada umumnya tidak memiliki cukup jaminan sebagai
syarat untuk memperoleh kredit karena aset yang dimiliki hanya
tanah yang belum bersertifikat dan kapal yang tidak diasuransikan.
Jaminan merupakan syarat mutlak yang diperlukan oleh lembaga
pembiayaan, baik konvensional maupun syariah. Apalagi untuk
pembiayaan dalam skala besar. Adanya rencana pemerintah berupa
program sertifikasi aset nelayan dapat berpengaruh besar terhadap
pemecahan masalah jaminan. Oleh karena itu, program Sertifi-
kasi Hak Atas Tanah (SEHAT) yang dirancang oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) perlu mendapat prioritas. Sasaran utama program
‘Sehat Nelayan’, adalah memberikan status hukum atas kekayaan

(aset) milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil serta
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memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas
permukiman yang layak, permanen, dan sehat. Sasaran lain adalah
meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan aset
berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk
mengakses permodalan serta meningkatkan minat serta kepercayaan
lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada
nelayan skala kecil. Mengenai teknis pelaksanaan, seleksi diawali
dengan pendataan nelayan oleh staf Dinas Kelautan dan Perikanan
kabupaten bekerja sama dengan aparat desa/kelurahan. Hasilnya
diverifikasi di Dinas bersangkutan untuk kemudian diajukan ke
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan pem-
biayaan.*

Mengenai asuransi kapal nelayan, kini sebanyak tujuh perusa-
haan asuransi swasta membentuk konsorsium asuransi penjamin
kapal nelayan supaya kapal ikan bisa dijadikan agunan kredit.
Langkah itu untuk memecahkan kebuntuan akses permodalan
nelayan ke perbankan. Konsorsium perusahaan asuransi itu ter-
diri atas PT Mega Pratama, PT Asuransi Takaful Indonesia, PT
Asuransi Himalaya Pelindung, PT Asuransi Binagriya Upakara,
Malaysian Assurance Alliance Berhad, PT Asuransi Intra Asia, dan
PT Asuransi Jasa Tania Tbk.?

Proyek percontohan asuransi kapal nelayan itu telah berlangsung
empat bulan di sentra penangkapan ikan Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat. Untuk sementara, penjaminan diberikan terhadap kapal
ikan kayu yang berbobot mati di atas 20 GT. Konsorsium secara
aktif membantu pengajuan kredit nelayan ke bank dengan memberi
jaminan terhadap kapal kayu nelayan. Dengan penjaminan tersebut,
setiap nelayan bisa mendapat kredit hingga mencapai Rp1l miliar

22 http://beritadaerah.com/berita/sulawesi/72883. Diakses 1 September 2012

2 Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/05/03403521/ Diakses
10 Oktober 2011

104 | Sistem Pembiayaan Nelayan



untuk tenor kredit selama lima tahun. Adapun nilai premi asuransi
kapal nelayan adalah 3,5% dari nilai kapal. Meskipun demikian,
kapal nelayan belum bisa menjadi agunan utama kredit perbankan.
Kredit dengan agunan kapal ikan masih harus dipadukan dengan
agunan berupa aset tanah atau rumah.

Branch Manager Bank Jabar Cabang Indramayu mengemu-
kakan, hingga akhir Juni 2011 pihaknya telah menyalurkan 12
kredit nelayan senilai Rp15 miliar dengan pola agunan kapal yang
berasuransi. Pada 2010, total kredit perikanan di Bank Jabar In-
dramayu berkisar Rp25 miliar. Menurutnya, kapal ikan berbobot
mati di atas 20 GT dinilai relatif aman secara operasional dengan
tingkat pendapatan cukup besar. Dalam lima tahun terakhir, ter-
catat hanya satu kapal ikan berbobot di atas 20 GT mengalami
kecelakaan di laut. Sehubungan dengan itu, Ketua Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Indramayu mengemukakan,
terobosan asuransi kapal nelayan itu sangat membantu nelayan
dalam memperoleh kredit perbankan. Selama ini, perbankan ragu
menerima kapal nelayan sebagai agunan, bahkan kapal seharga
antara Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar per unit tidak laku dijadikan
sebagai agunan. Meski demikian, pihaknya berharap asuransi juga
menyentuh nelayan-nelayan dengan kapal kecil melalui fasilitasi
pemerintah. Sebab, nelayan kecil sangat membutuhkan permodalan
untuk biaya operasional, baik perbekalan, bahan bakar minyak,
maupun peralatan tangkap.

Perikanan tangkap tidak memiliki legalitas usaha.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, pasal
26, 27, 28, menyebutkan, setiap orang atau badan hukum di Indo-
nesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan
dan/atau pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
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(WPP) Indonesia wajib memiliki: (1) Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP); (2) Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM)

untuk penanaman modal; (3) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
(4) Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Dari hasil informasi yang diperoleh di lapangan membuktikan
bahwa hampir seluruh usaha perikanan tangkap yang ditemui di
Pasongsongan belum memiliki legalitas usaha walaupun rata-rata
kapal yang dimiliki nelayan berukuran antara 10 GT sampai 15
GT dan izinnya di bawah kewenangan provinsi.** Bila seorang
nelayan memiliki dua buah kapal ukuran sekitar 15 GT maka
nilai aset bisa lebih dari Rpl miliar. Dikaitkan dengan kriteria
usaha menurut Undang-Undang UMKM maka usaha ini termasuk
katagori usaha menengah. Kriteria ini sangat penting karena bila
berhadapan dengan institusi formal seperti lembaga pembiayaan
perbankan, tentu akan menilai suatu usaha dari legalitas yang
dimiliki. Ini berbeda dengan institusi informal yang tidak terlalu
memperhatikan legal formal usaha yang akan dibiayai. Oleh karena
itu, kesadaran nelayan akan pentingnya legalitas perlu ditingkatkan
agar peluang akses ke sumber pembiayaan formal lebih mudah.

Pendapatan usaha perikanan tangkap tidak stabil akibat be-
sarnya fluktuasi produksi dan harga. Suatu saat nelayan dapat mem-
peroleh keuntungan besar, akan tetapi di saat yang lain keuntungan
kecil, bahkan ketika tidak melaut karena cuaca buruk mereka tidak
mendapatkan penghasilan sama sekali. Kondisi tidak stabil dan
ketidakpastian pendapatan nelayan merupakan karakteristik usaha
perikanan tangkap. Menurut keterangan salah seorang pemilik kapal
di daerah Dungkek, selama enam bulan terakhir ini kegiatan melaut
mengalami kerugian dan tidak mampu menutup biaya operasional.
Bahkan, yang lebih parah lagi adalah timbulnya permasalahan

2 Wawancara dengan tokoh nelayan Pasongsongan 9 September 2011
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utang karena ketidakmampuan membayar biaya operasional, teru-
tama BBM yang diambil dari pedagang. Untuk satu kali melaut
diperlukan biaya bahan bakar sebesar Rp600 ribu. Di samping itu,
sebagai pemilik kapal juga mempunyai tanggung jawab moral untuk
meminjamkan uang kepada ABK, baik saat usaha penangkapan
sedang menguntungkan maupun sedang merugi. Pada kondisi
seperti ini, tidak jarang para pemilik kapal mengambil jalan keluar
dengan menjual kapal dan kembali menjadi ABK pada kapal lain.
Hal ini tentu bersifat kasuistik karena kondisi yang paling tidak
diharapkan dan menyulitkan bagi nelayan adalah ketika musim
tidak bersahabat, meski berlangsung tidak terlalu lama.

Alternatif pemecahannya adalah mempersempit jarak antara
kondisi ketidakpastian dengan kepastian. Caranya dengan melaku-
kan manajemen usaha dan mengubah cara berpikir (mind-ser) dari
adagium yang sering dipakai nelayan selama ini. Yaitu, saat hasil
tangkapan sedang banyak mereka merasa bahwa mencari uang
itu cukup mudah sehingga mereka cenderung membelanjakan
uang secara boros dan membayar utang dengan bunga tinggi.
Di samping itu, diperlukan upaya meningkatkan hasil tangkapan
menggunakan teknologi tepat guna di bidang penangkapan ikan,
seperti peralatan Global Positioning System (GPS) dan penginderaan

jarak jauh melalui satelit (remote sensing).

Meskipun demikian, jaminan sosial dari pemerintah di saat
musim paceklik atau musim angin barat harus tetap ada. Bimbing-
an untuk pengembangan usaha rumah tangga nelayan, terutama
untuk para istri nelayan dalam membantu meningkatkan ekonomi
keluarga, sangat diperlukan, berupa bantuan modal kerja. Yang
tidak kalah penting adalah menekan biaya operasional sewaktu
melakukan kegiatan penangkapan dengan mempertahankan kebi-
jakan BBM bersubsidi bagi kapal kurang dari 30 GT.
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Terakhir adalah melindungi hak-hak nelayan sesuai dengan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perlindungan Nelayan. Inpres ini menginstruksikan ke-
pada jajaran pemerintahan terkait, mulai dari tingkat Menteri,
Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BPN, Kepala BPS,
dan Para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberikan
jaminan kesejahteraan, kepastian serta perlindungan hukum bagi
nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai dengan 60
GT. Masing-masing pihak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
dengan kewenangannya, antara lain Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama
antara pihak perbankan dengan nelayan. Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan kebijakan kepastian
jaminan sosial dan kesehatan nelayan. Salah satu tugas penting dari
Menteri Kelautan dan Perikanan adalah menyiapkan kapal peri-
kanan sampai dengan 60 GT dalam rangka restrukturisasi armada.

Usaha perikanan tangkap dianggap usaha tidak menetap, selalu
berpindah-pindah walaupun bersifat sementara. Bila pemberian
kredit jatuh pada nelayan semacam ini maka pihak bank akan
mengalami kesulitan dalam penagihan kredit. Banyak bukti bahwa
dalam melakukan kegiatan usaha nelayan sering berpindah-pindah.
Berpindahnya nelayan dari satu tempat penangkapan ke tempat
penangkapan lain dan menetap untuk sementara waktu disebut
dengan istilah nelayan andun. Keputusan untuk melakukan andun
oleh seorang nelayan biasanya disebabkan terjadinya overfishing
di suatu daerah tangkapan ataupun karena cuaca sedang buruk.
Mereka berpindah ke daerah penangkapan baru yang wilayahnya

masih subur atau terlindung dari cuaca buruk.

Kegiatan nelayan andun karena cuaca buruk seperti yang di-
lakukan nelayan Pasongsongan dalam penangkapan ikan teri di desa
Bintaro Kecamatan Gapura, biasanya memakan waktu tiga bulan,
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dimulai pada Agustus hingga Oktober”. Sementara, kegiatan andun
akibat overfishing jelas terlihat dari sebagian besar nelayan yang
mendaratkan ikannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan
Muara Baru Jakarta. Mereka kebanyakan adalah nelayan andun yang
berasal dari berbagai daerah di Jawa. Meskipun demikian, tidak
diperoleh data pasti mengenai jumlah nelayan yang berasal dari
daerah Pasongsongan khususnya dan Sumenep umumnya. Alternatif
pemecahan masalah untuk kasus nelayan yang berpindah-pindah
dalam penagihan cicilan kredit adalah dengan sistem komunikasi
yang intensif dan menyediakan fasilitas tempat-tempat pembayaran
angsuran bank yang mudah diakses oleh nelayan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh usaha perikanan
tangkap dan alternatif pemecahan masalah yang dikemukakan di
atas, dapat disimpulkan bahwa prospek pembiayaan dari lembaga
keuangan formal untuk usaha perikanan tangkap cukup baik di
masa depan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah sejauh
mana sistem pembiayaan yang berbasiskan bagi hasil dapat dikem-
bangkan sebagai model perkreditan/pembiayaan perikanan tangkap?

Melihat contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh BMT NU
di Kecamatan Gapura dan BPRS Bhakti Sumekar di Kecamatan
Dungkek dalam melayani pembiayaan usaha perikanan tangkap,
baik secara individu maupun kelompok dengan menerapkan sistem
bagi hasil maka sangat besar kemungkinan bahwa sistem pembiayaan
yang berbasiskan bagi hasil dalam skala besar dapat dikembangkan
untuk usaha perikanan tangkap. Pola tersebut dapat dikembangkan
sebagai model perkreditan nelayan dalam skala besar, dan meli-
batkan peran perbankan syariah dengan asumsi: (1) terwujudnya
bantuan dan fasilitas pemerintah dalam program Sertifikasi Hak

» Wawancara dengan tokoh nelayan di Pasongsongan 9 September 2011

26 Wawancara dengan Suku Dinas Kelautan dan Perikanan Jakarta Utara 8 September
2011
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Atas Tanah (SEHAT) nelayan untuk memenuhi syarat agunan yang
selama ini masih menjadi kendala utama mendapatkan pembiayaan
dari lembaga keuangan formal; (2) terlibatnya lembaga asuransi
yang membantu nelayan dalam penjaminan asuransi kapal sebagai
syarat tambahan agunan; (3) terwujudnya kelembagaan nelayan
(koperasi nelayan) sebagai wadah pengembangan ekonomi nelayan
yang berdaya saing; (4) tersedianya infrastrukcur perikanan tangkap
yang memadai seperti TPI dan tempat penyimpanan ikan; serta
(5) terjaminnya pemasaran hasil tangkapan yang berkeadilan, yaitu
terciptanya harga yang pantas terhadap hasil usaha nelayan tangkap.

Di sisi lain, peran pemerintah sangat penting dalam meyakinkan
pihak perbankan bahwa usaha perikanan tangkap memiliki potensi
yang sangat besar. Langkah awal pemerintah untuk menarik keper-
cayaan perbankan terhadap usaha perikanan tangkap berskala kecil
dengan memberikan penjaminan sebesar hampir 100% terhadap
risiko KUR dipandang sudah tepat. Jaminan penuh dari pemerintah
ini penting, sebab pihak perbankan tidak lagi terlalu khawatir
akan risiko kehilangan modal. Bagi nelayan, hal ini akan sangat
membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi selama ini, yaitu
menyediakan jaminan berupa aset yang belum memiliki legalitas.
Dengan demikian, berbagai jenis produk pembiayaan syariah memi-
liki peluang besar untuk diimplementasikan oleh pihak perbankan,
baik produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, sewa, maupun
sistem jual-beli yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha perikanan
tangkap.

Karena salah satu bank pelaksana KUR adalah Bank Syariah
Mandiri (BSM) maka pembiayaan usaha perikanan tangkap yang
karakteristik usahanya memiliki pola bagi hasil akan sangat tepat
jika BSM menjadi lokomotif pembiayaan syariah, terutama untuk
skala menengah besar. Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan
KUR pada usaha perikanan tangkap skala mikro dan kecil dapat
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dilakukan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
seperti BMT, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah dengan kategori
sehat yang berlokasi di sekitar desa sasaran. Untuk memperkuat
posisi BSM dan LKMS, perlu ada semacam linkage program antara
kedua lembaga tersebut. Artinya, BSM dapat membantu penguatan
modal LKMS dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai
refleksi prinsip at-t¥awwuun (saling tolong menolong) antara BSM
dengan LKMS.

PENUTUP

Hingga kini, skim pembiayaan yang paling sesuai dengan karakter-
istik usaha perikanan tangkap belum ditemukan. Akibatnya, nilai
tunggakan kredit dari usaha perikanan tangkap cukup tinggi. Hal
ini membuat pihak perbankan menjadi apriori terhadap pembiayaan
usaha, khususnya usaha perikanan tangkap.

Kelemahan lembaga pembiayaan formal adalah persyaratan un-
tuk mendapatkan kredit yang hampir mutlak memerlukan jaminan
yang cukup dan ada legalitas usaha. Sebaliknya, nelayan tangkap
hampir tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut mengingat aset
nelayan belum bersertifikat dan belum berasuransi serta banyak
usaha yang belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh
undang-undang atau peraturan yang berlaku. Di samping itu,
karak-teristik kegiatan usaha sektor perikanan tangkap juga penuh
risiko, dan berpindah-pindah. Keadaan ini menyebabkan minat
lembaga pembiayaan untuk membiayai usaha ini rendah. Pengem-
bangan lembaga pembiayaan syariah, baik perbankan syariah mau-
pun Lembaga Keuangan Mikro Syariah, merupakan pilihan yang
strategis karena secara konseptual relevan dengan usaha perikanan
tangkap. Tiga ciri pembiayaan syariah adalah bebas bunga, meng-
gunakan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko serta perhitungan bagi
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hasil dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Berkaitan dengan
itu, berbagai jenis produk pembiayaan syariah berpeluang besar
untuk dapat diimplementasikan pada usaha perikanan tangkap,
di antaranya: mudharabah, musyarakah, muzara’ah, murabahah,
bai’ as-salam, bai’ al ishtina, dan rahn (gadai). Berbagai alternatif
pembiayaan syariah ini memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha
perikanan tangkap untuk memilih skim pembiayaan yang sesuai
dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha.

Saat ini, BSM adalah satu-satunya bank syariah yang ditunjuk
sebagai pelaksana KUR schingga berpeluang besar meningkatkan
pembiayaan syariah untuk usaha perikanan tangkap berskala
menengah hingga besar. Sedangkan pelaksana pembiayaan usaha
skala mikro dan kecil dilakukan oleh LKMS yang berada di dekat
daerah sasaran. Oleh karena itu, perlu ada linkage program dalam
penguatan modal LKMS dan mengembangkan potensi LKSM
sebagai bentuk perwujudan prinsip at-taawwuun (saling tolong-

menolong) antara BSM dengan LKMS.
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LEMBAGA KEUANGAN INFORMAL
DALAM PEMBIAYAAN USAHA
PERIKANAN TANGKAP

Masyhuri

PENGANTAR

Salah satu permasalahan yang paling menyolok pada subsektor
perikanan tangkap adalah tidak adanya skim kredit dari lembaga
keuangan formal. Padahal usaha penangkapan ikan merupakan
usaha yang padat modal, dibutuhkan dana cukup besar untuk
pengadaan sarana dan prasarana usaha. Data lapangan hasil pene-
litian yang diadakan di Pasongsongan (Sumenep, Madura) serta
beberapa desa nelayan di sekitarnya membuktikan hal tersebut.
Untuk pengadaan satu unit lengkap perahu jurung sebagai sarana
penangkap ikan teri nasi di Dungkek, misalnya diperlukan dana
tidak kurang dari Rp25 juta. Padahal tonase perahu Jurung tersebut
kurang lebih hanya 1 (satu) gross ton (GT). Demikian juga untuk
pengadaan satu unit perahu kothekan lengkap untuk penangkapan
ikan pelagis kecil dengan jaring purse seine yang berukuran antara
10 GT sampai 15 GT di Pasongsongan diperlukan dana hingga
Rp500 juta. Biaya pembuatan sebuah perahu nelayan lengkap
untuk penangkapan ikan demersal di Lamongan (pantai utara
Jawa Timur) diperlukan dana tidak kurang dari Rp500 juta pula.
Kenyataan bahwa usaha penangkapan ikan merupakan usaha yang
padat modal, tampaknya sulit dibantah.

Masalahnya, dari mana para nelayan mendapatkan modal

sebesar itu? Lembaga-lembaga keuangan formal yang ada seperti
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perbankan enggan menyalurkan kreditnya ke subsektor perikanan
tangkap. Lebih jauh dari itu, paket-paket pembiayaan yang
diprogramkan oleh pemerintah untuk subsektor perikanan tang-
kap tampaknya juga kurang berjalan dengan lancar. Sekali lagi,
permasalahannya adalah dari mana nelayan mendapatkan modal
usaha yang dibutuhkan? Bila demikian halnya, mau tidak mau,
suka atau tidak suka, kelembagaan informal menjadi salah satu
tumpuan terpenting dalam pembiayaan usaha nelayan. Karena itu,
masalah ini lebih lanjut dipilih sebagai topik sentral dalam diskusi
tentang pembiayaan nelayan tangkap, khususnya berkenaan dengan

nelayan tangkap di Sumenep.

POLA PEMBIAYAAN NELAYAN

Pembiayaan yang selama ini lazim dilakukan pada subsektor per-
ikanan tangkap adalah pembiayaan informal, yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga keuangan non-bank. Sedangkan lembaga per-
bankan dapat dikatakan hampir tidak pernah menyalurkan kredit
kepada nelayan subsektor perikanan tangkap. Nelayan dipandang
tidak akan mampu membayar utang mereka secara teratur, semen-
tara pihak perbankan sulit melakukan kontrol terhadap kegiatan

usaha nelayan.

Pada awal pelaksanaan program Bimbingan Massal (Bimas)
1980, nelayan pernah mendapatkan pinjaman dari pemerintah
melalui program Bimas. Penyaluran kredit saat itu merupakan yang
pertama bagi subsektor perikanan tangkap, sekaligus yang terakhir.
Kredit Bimas nelayan tersebut dianggap gagal total. Sesudah itu,
perbankan tidak “berani” lagi menyalurkan kredit untuk subsek-
tor nelayan tangkap, bahkan sampai sekarang ini. Keengganan
pemerintah dan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada usaha
penangkapan ikan membuat pola pembiayaan subsektor perikanan
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tangkap di Indonesia umumnya bersumber dari lembaga keuangan
non-perbankan. Pada tataran paling depan, yang akrab dengan
kehidupan nelayan adalah pola pembiayaan informal yang berasal
dari para rentenir atau pelepas uang. Rentenir mempunyai konotasi
negatif dan dianalogikan sebagai penghisap darah atau lintah darat.
Sebenarnya, dominasi pola pembiayaan informal pada subsektor
perikanan tangkap bukanlah hal yang baru. Pola pembiayaan terse-
but telah mengemuka setidak-tidaknya sejak pertengahan pertama
abad ke-19, yakni ketika terjadi aliansi antara pachter (penyewa)
dengan pemerintah. Saat itu, polarisasi kekuasaan politik masih
cukup tajam, dan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan
dana dari sektor perpajakan masih terbatas. Keadaan seperti ini
mendorong pemerintah menyewakan hak penarikan pajak yang
dimaksud kepada pihak ketiga, dengan melakukan kompromi
atau mengadakan aliansi dengan para penyewa, yakni dengan para
pachter (Masyhuri, 1996). Sistem sewa seperti ini tidak hanya
diterapkan di sektor penangkapan ikan, tetapi juga di sektor-sektor
usaha lain (Butcher J. and H. Dick, 1993). Sistem sewa subsek-
tor perikanan tangkap diterapkan di daerah Banten, Pekalongan,
Semarang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan daerah-daerah di Jawa
lain serta di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan di beberapa
daerah lain di luar Jawa. Usaha penangkapan ikan di Sumenep
sendiri disewakan untuk pertama kalinya pada 1849 (Masyhuri,
1996).

Dalam sistem sewa yang diberlakukan, pemerintah memperoleh
uang sewa dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, pemerintah mem-
berikan kewenangan kepada penyewa (pachter) untuk menarik
pajak dan hak-hak istimewa lain. Dengan demikian, pachter sektor
penangkapan ikan adalah orang-orang yang mendapatkan lisensi
dari Pemerintah Kolonial untuk melakukan penarikan pajak sektor

penangkapan ikan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa di antara
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mereka. Selain mendapatkan wewenang melakukan penarikan pajak
dari penjualan dan penangkapan ikan, para pachter juga menda-
patkan lisensi untuk berdagang ikan dan hak istimewa pembelian
garam dari pemerintah guna pengawetan ikan dengan harga yang
jauh lebih murah dibandingkan harga garam untuk konsumsi.
Dengan hak istimewa pembelian garam-garam tersebut, para pachrer
mengembangkan usaha ikan asin di pusat-pusat industri pengasinan
yang mereka bangun (Masyhuri, 1996).

Transaksi sewa-menyewa atas subsektor perikanan tangkap
dilakukan secara terbuka dalam sebuah pelelangan, dilakukan secara
serentak dengan sektor-sektor usaha lain sehingga seorang penyewa
dapat menguasai hak sewa atas sejumlah sektor usaha yang berbeda.
Melalui proses pelelangan seperti ini, integrasi beberapa sektor usaha
terjadi dan menjadi kesatuan yang saling menunjang, baik dalam
hal investasi, eksploitasi, ataupun pemasaran produk-produk yang
dihasilkan. Para pachter mengorganisasikan berbagai usaha yang
mereka sewa ke dalam jaringan yang saling menunjang, termasuk di
dalamnya adalah sektor perikanan. Pada subsektor perikanan tang-
kap, lembaga pembiayaan informal tersebut tidaklah selalu berarti
negatif. Maksudnya, dalam batas-batas tertentu pola pembiayaan
seperti itu berpengaruh positif terhadap subsektor perikanan tang-
kap. Paling tidak, pola pembiayaan informal tersebut diperlukan
dan bermanfaat bagi nelayan sejauh alternatif pembiayaan lain tidak
tersedia. Pengaruh positif sistem sewa pada subsektor perikanan
tangkap dapat dilihat misalnya pada usaha penangkapan ikan di

pantai utara Jawa abad ke-19.

Pada masa itu, peran pachter sektor perikanan tangkap memang
sangat strategis. Peran mereka sungguh telah mendorong usaha
penangkapan ikan di Jawa schingga mampu berkembang lebih
maju dan terintegrasi ke dalam lingkungan bisnis yang lebih luas.
Setidaknya sejak awal pertengahan kedua abad ke-19, para pachter
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benar-benar telah berhasil membangun jaringan bisnis di sektor
perikanan dan berhasil mengembangkan komersialisasi sistem sewa.
Peran mereka tidak saja sebagai penyedia modal usaha untuk para
nelayan, tetapi juga sebagai penampung, pengusaha pengolahan
ikan, sekaligus sebagai distributor perdagangan produk-produk
perikanan (Masyhuri, 1996).

Para pachter senantiasa menanamkam modalnya pada sub-
sektor perikanan tangkap dalam bentuk peralatan penangkapan
ikan, terutama dalam pengadaan perahu mayang, yang dijual
kepada kelompok-kelompok nelayan di wilayah yang disewanya.
Para nelayan menerima perahu atau peralatan tangkap tersebut,
kemudian membayarnya dengan cara diangsur, yaitu dengan
menyerahkan sebagian ikan hasil tangkapan mereka. Mereka juga
harus menyerahkan sebagian hasil tangkapan untuk membayar
pajak, dan menjual sisanya kepada pachter pemberi modal. Melalui
mekanisme seperti ini, jumlah perahu nelayan terus bertambah, dan
kepemilikan perahu secara berkelompok terus meningkat sejalan
dengan pelunasan utang-utang para nelayan. Jumlah nelayan Jawa
pada 1870, misalnya, mencapai sekitar 250.000 orang dengan
armada perahu mayang sekitar 15.000 buah (Masyhuri, 1996).

Pengaruh ekonomi subsektor perikanan tangkap terhadap ke-
hidupan nelayan cukup besar. Ini terlihat dari kehidupan ekonomi
mereka yang cukup baik, dan mobilitas sosial ke atas (mobilitas
vertikal) terjadi di kalangan nelayan. Pendapatan mereka pada masa-
masa itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan per
kapita penduduk Jawa, atau kelompok-kelompok masyarakat lain,
seperti petani ataupun pekerja harian di perkebunan-perkebunan.
Pendapatan perkapita per hari nelayan pada masa-masa itu men-
capai 48 sen, sementara pendapatan per kapita per hari petani
sebesar 19,3 sen. Sementara itu, rata-rata penduduk Jawa memiliki
pendapatan perkapita per hari hanya sebesar 18,3 sen (Masyhuri,
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1998). Oleh karena itu, Boomgaard (1989) mengatakan bahwa
sektor perikanan pada saat itu merupakan satu dari dua sektor
primer terpenting di luar pertanian. Demikianlah, keterikatan sektor
penangkapan ikan dengan lembaga pembiayaan informal (pachter)
tampaknya telah mendorong subsektor perikanan tumbuh dengan
lebih cepat.

Ketika birokrasi pemerintahan telah berkembang dan
pemerintah mampu menarik pajak secara langsung, sistem sewa
secara berangsur dihapuskan diganti dengan sistem pajak kepala,
pajak pendapatan, dan sebagainya. Sistem sewa pada subsektor
perikanan tangkap sendiri telah dihapus pada 1864. Sejak itu,
investasi untuk perikanan tangkap dari para pachter bisa dikatakan
telah berhenti. Sementara, pemerintah sejauh ini belum berhasil
menyediakan institusi lain sebagai pengganti. Akibat dihapuskan-
nya sistem sewa tersebut, subsektor perikanan tangkap mengalami
perubahan besar. Terjadi kemunduran secara perlahan-lahan sejalan
dengan berkurangnya perahu mayang karena tenggelam atau ter-
makan usia. Produktivitas penangkapan ikan menurun dan lebih
lanjut berimbas pada industri pengolahan serta perdagangan ikan.
Keduanya mengalami keruntuhan drastis. Sejak awal abad ke-20,
usaha penangkapan ikan di pantai utara Jawa telah didominasi oleh
usaha penangkapan ikan dekat pantai (Masyhuri, 1996).

Jika pada 1870 jumlah perahu mayang di pantai utara Jawa
mencapai 15.000 buah, pada 1902 merosot menjadi sekitar 4.250
buah. Selain itu, jumlah nelayan juga mengalami kemerosotan,
dengan tingkat pendapatan mereka yang melorot sampai di bawah
pendapatan petani. Ketika pendapatan per-kapita petani mengalami
kenaikan, pendapatan per-kapita nelayan per hari justru menga-
lami penurunan sampai 16,6 sen (Masyhuri, 2009). Subsektor
penangkapan ikan di pantai utara Jawa mengalami de-industrialisasi
(Bagchi, 1976). De-industrialisasi sektor perikanan tangkap ditandai
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antara lain dengan semakin berkurangnya jumlah nelayan, berkurang
atau menurunnya pendapatan per-kapita sektor perikanan, dan
"mandek” atau mundurnya teknologi perikanan tangkap. Sejalan
dengan runtuhnya pachter sebagai institusi pendanaan usaha pe-
nangkapan ikan serta belum adanya institusi pengganti, rentenir
(pelepas uang/lintah darat) memperoleh momentum dan muncul
sebagai institusi penyedia modal yang mendominasi usaha ekonomi
subsektor penangkapan ikan. Peran para rentenir tersebut tampak
masih tetap dominan sampai saat ini. Mereka menanamkan modal
dalam bentuk uang pinjaman secara perorangan kepada juragan
atau para pedagang ikan, dan hampir-hampir tidak pernah kepada
nelayan buruh (pandhiga). Akibat dari alur modal yang demikian,
sejak itu pola pemilikan individu atas sarana penangkapan ikan
terus meningkat dan semakin dominan.

Para rentenir tidak bertanggung jawab atas risiko usaha yang
menimpa nelayan, seperti kerusakan atau kehilangan perahu.
Hubungan yang terjalin antara pemodal dan penerima modal
adalah hubungan patron-klien yang di dalamnya mengandung
unsur-unsur pemerasan. Dalam hubungan kerja seperti ini, nelayan
bersikap sangat hati-hati meminjam modal untuk usaha. Investasi
dari para rentenir dengan sendirinya lebih terbatas dibandingkan
dengan investasi yang dilakukan oleh para pachter pada masa-masa
sebelumnya. Sejak peran rentenir di subsektor perikanan tangkap se-
makin menonjol, sejak itu pula terpola peran pembiayaan informal
pada subsektor perikanan tangkap, dan pola pembiayaan informal
terus berlangsung sampai saat ini. Sementara itu, stereotip nelayan
sebagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah semakin
melekat pada mereka (Semedi, 2003; Butcher, 2004).

Dewasa ini, pembiayaan pada subsektor penangkapan ikan
melalui lembaga-lembaga formal sebenarnya sering pula dilakukan,
khususnya dalam bentuk paket program dari pemerintah. Sebagai
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contoh adalah pembiayaan nelayan dalam program modernisasi
sektor perikanan. Hanya saja paket pembiayaan tersebut mendorong
munculnya dualisme ekonomi pada usaha penangkapan ikan di
Indonesia (Bailey, 1988). Paket pembiayaan yang dimaksud, lebih
banyak menyentuh usaha penangkapan ikan skala besar daripada
usaha penangkapan ikan rakyat berskala kecil. Sebagai contoh,
dengan diluncurkannya program modernisasi sektor perikanan,
jumlah kapal perusahaan penangkapan ikan sampai 1996 telah
bertambah menjadi 4.396 unit, yakni meningkat sebesar 134% bila
dibandingkan dengan jumlah kapal pada 1992 (Ditjen Perikanan
Tangkap, 1997). Kapal-kapal tersebut umumnya merupakan milik
perusahaan joint venture yang memang secara gencar dalam periode-
periode itu dipromosikan oleh pemerintah.

Program yang paling akhir diluncurkan oleh pemerintah untuk
mendorong sektor perikanan tangkap adalah program bantuan 1000
unit kapal nelayan berukuran 30 GT. Program tersebut digulirkan
mulai 2011. Sampai 2014 diharapkan telah dapat direalisasikan
sebanyak 1000 unit kapal nelayan berukuran 30 GT. Meskipun
demikian, adanya pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan yang
terjadi pada 2011, membuat nasib program bantuan 1000 perahu
nelayan bisa menjadi tidak jelas. Belajar dari realitas sejarah yang
terjadi maka paket pembiayaan dalam bentuk program bantuan
1000 unit kapal nelayan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati.
Bila tidak, program tersebut bisa menambah corak ekonomi dualis-
tik pada subsektor penangkapan ikan semakin tajam karena sektor
penangkapan ikan skala besar akan lebih berkembang dibandingkan
usaha penangkapan ikan rakyat berskala kecil.
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LEMBAGA PEMBIAYAAN INFORMAL PERIKANAN
TANGKAP

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa usaha
penangkapan ikan merupakan usaha padat modal, dibutuhkan
biaya sangat besar untuk pengadaan sarana dan operasionalisasi
penangkapan ikan. Sementara itu, perckonomian nelayan belum
banyak mengalami peningkatan. Mereka masih dipandang sebagai
kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Secara umum komunitas nelayan, termasuk nelayan di Sumenep
dan di Jakarta Utara, tidak memiliki akses untuk mendapatkan
pinjaman dari bank karena rata-rata mereka tidak memiliki agunan
untuk persyaratan meminjam di bank. Pada umumnya bank tidak
bersedia menerima rumah dan perahu yang mereka miliki sebagai
agunan, akibat ketidakjelasan sistem pengadministrasian perahu
dan sertifikasi pemilikan rumah di lingkungan masyarakat ne-
layan. Menurut Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep,
lebih dari 70% nelayan Sumenep tidak memiliki akses kepada
perbankan. Kondisi ini menjadi kendala utama bagi nelayan dalam
pengadaan sarana produksi, khususnya bagi para nelayan pandega
(ABK)." Lebih jauh, sebagaimana telah diuraikan, kondisi seperti
ini merupakan faktor penting berkembangnya pembiayaan informal
di kalangan nelayan. Dari sudut pandang negatif, mereka disebut
rentenir atau pelepas uang. Namun, dalam pergaulan sehari-hari,
mereka disebut “bos” atau juragan. Di Pasongsongan dan daerah-
daerah sekitarnya, mereka disebut pemodal. Memang, mereka
umumnya adalah para pemilik modal dan mempunyai hubungan
personal cukup dekat dengan para nelayan penerima modal.

! Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep
tanggal 9 September 2011
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Pembiayaan informal usaha rakyat subsektor perikanan tangkap
sebagaimana dimaksud meliputi beberapa pembiayaan yang berasal
dari sumber yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di
Pasongsongan dan Dungkek (Madura), institusi pembiayaan infor-
mal nelayan tersebut dapat dibedakan setidak-tidaknya ke dalam
tiga jenis institusi pembiayaan, yakni pembiayaan yang bersumber
dari keluarga atau kerabat nelayan; pembiayaan nelayan yang berasal
dari orenga (di beberapa daerah Jawa dikenal dengan istilah jura-
gan); dan pembiayaan yang berasal dari pedagang ikan. Pembiayaan
dari kerabat atau keluarga nelayan umumnya berupa modal untuk
pengadaan perahu, alat tangkap, dan biaya operasional. Pembiayaan
dari juragan umumnya juga berupa modal untuk operasional,
khususnya perahu-perahu nelayan yang berukuran sekitar 15
GT, pembiayaan sebagai jaminan atau “asuransi” dalam keadaan
paceklik, pembiayaan untuk pengadaan alat penangkapan ikan,
dan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengadaan perahu.
Adapun pembiayaan dari pedagang ikan umumnya diperuntukkan
bagi operasional penangkapan ikan, khususnya perahu-perahu yang
berukuran kecil, atau untuk perbaikan sarana penangkapan ikan.
Berikut adalah uraian lebih detail tentang ketiga jenis pembiayaan

yang dimaksud.

Kerabat dan Pembiayaan Nelayan

Keluarga atau kerabat merupakan salah satu dari sumber pem-
biayaan nelayan, khususnya dalam mendapatkan modal untuk
pengadaan perahu atau alat tangkap ikan. Bantuan modal seperti
ini bisa diberikan seluruhnya, tetapi bisa pula hanya sebagian dari
modal yang dibutuhkan.

Banyak kasus bantuan seperti ini dapat dikemukakan sebagai
ilustrasi bantuan yang dimaksud. Berikut adalah sebuah kasus pem-

124|  Sistem Pembiayaan Nelayan



biayaan yang bertumpu pada keluarga, yang berhasil memunculkan
seorang nelayan cukup sukses. Nelayan yang dimaksud bernama
Sahan Subri?, yang tinggal di Pasongsongan, Sumenep. Usianya saat
ini sekitar 54 tahun dan sudah menunaikan ibadah haji sehingga
sehari-harinya dia dipanggil Pak Haji. Pendidikan terakhir yang
berhasil diraihnya adalah pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP).

Keterlibatannya dalam usaha penangkapan ikan telah dimulai
sejak ia masih kecil, yaitu sejak masih tinggal di permukiman
nelayan kampung Lebak, ujung timur pantai utara Madura tem-
pat ia dilahirkan. Mayoritas penduduk kampung Lebak memang
bekerja sebagai nelayan penangkap ikan. Dalam masyarakat seperti
inilah Sahan Subri bersosialisasi dengan budaya nelayan. Pada
usia yang relatif masih muda, tepatnya pada 1975, ia mendapat
kesempatan ikut pelatihan Intensifikasi Pengusahaan Perikanan yang
diadakan oleh Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur selama 40 hari.
Pelatihan yang diikuti telah dapat meningkatkan keterampilannya.
Keterampilan tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan
kariernya sebagai nelayan. Pada tahun itu, ia berhasil menjadi anak
buah (ABK) perahu Purse Seine, status sebagai ABK ini ditekuninya
sampai 1976.

Pada 1976, pemerintah melalui Dinas Perikanan meluncur-
kan paket guliran, bantuan sebuah perahu lengkap untuk nelayan
Sumenep. Dengan kemampuan dan latar belakang keikutsertaan
dalam pelatihan yang dimilikinya, Sahan Subri terpilih dan ditun-
juk menjadi juru mudi’® kapal bantuan Dinas Perikanan tersebut.
Kedudukan sebagai juru mudi ini berlangsung selama 4 tahun sam-
pai 1979. Kedudukannya sebagai juru mudi memberi kemungkinan

2 Nama samaran.

> Juru mudi dalam sistem penangkapan ikan di Pasongsongan adalah kedudukan
sebagai pemimpin kapal, yang setingkat dengan nakhoda atau juragan laut.
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padanya untuk menabung. Sebagai juru mudi, menurut tradisi bagi
hasil setempat, ia mendapat 3 bagian dari hasil tangkapan setiap
kali mendarat. Dua bagian merupakan bagian yang diterimanya dari
hasil bersih, dan satu bagian lagi merupakan bagian yang diambil
dari bagian pemilik perahu. Hasil bersih yang dimaksud adalah
pendapatan perahu setelah dikurangi semua biaya operasional.
Jumlah ini cukup besar, mengingat pemilik perahu sendiri hanya
mendapat 4 bagian dari hasil bersih setiap kali mendarat. Dari hasil
bersih, pemilik perahu sebenarnya mendapat 5 bagian, akan tetapi
1 bagian darinya harus dikeluarkan untuk juru mudi.

Pada 1980, dengan modal yang berhasil dikumpulkan selama
menjadi juru mudi, ditambah uang pinjaman dari orang tuanya,
Sahan Subri berhasil membuat perahu purse seine sendiri. Sejak
itu ia beralih status menjadi orenga, yakni pemilik perahu yang
juga berperan sebagai juragan (nakhoda) dalam suatu operasiona-
lisasi penangkapan ikan. Menurut pengakuannya, separuh dana
yang dibutuhkan untuk membangun purse seine merupakan hasil
tabungannya, dan separuh lagi merupakan investasi dari keluarga.
Sebagai pemilik purse seine, jalan masuk baginya untuk menjadi
nelayan sukses telah terbuka lebar. Sebagai juragan laut dan pemilik
perahu, ia berhak mendapatkan penghasilan sebanyak tujuh bagian
dari hasil bersih tangkapan setiap melaut. Empat bagian diterimanya
sebagai bagian pemilik perahu, dan tiga bagian diterimanya karena
perannya sebagai nakhoda.

Pada 1984, yakni empat tahun sejak ia memiliki perahu,
Sahan Subri bersama istri menunaikan ibadah haji. Empat tahun
kemudian, yakni pada 1988, ia mampu membangun rumah. Hasil
pendapatannya sebagai nelayan pemilik perahu tidak saja cukup
untuk naik haji dan membangun rumabh, tetapi juga cukup untuk
diinvestasikan kembali dengan membuat perahu baru. Ini terjadi
pada 1990. Pada tahun itu, ia berhasil menambah sebuah perahu
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purse seine sehingga perahu yang dimilikinya menjadi dua buah.
Hanya saja, pada 1995, ia menjual satu perahunya untuk membeli
truk angkutan barang. Alasannya, pendapatan dari usaha penang-
kapan ikan akhir-akhir ini mengalami penurunan. Pada 2001,
ia dan istrinya menjalankan ibadah haji yang ke-2. Pada 2010,
Sahan Subri diusulkan sebagai penerima penghargaan Adibhakti
Mina Bahari bidang perikanan tangkap, akan tetapi ia tersisih pada
seleksi tingkat Provinsi (DKP Sumenep, 2010). Pada saat penelitian
ini dilakukan, Sahan Subri menduduki jabatan ketua Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia, cabang Pasongsongan.

Juragan dan Pembiayaan Nelayan

Sebagaimana peran keluarga, juragan juga berperan penting dalam
pembiayaan nelayan. Juragan dalam masyarakat nelayan adalah
sebutan untuk juragan darat dan juragan laut.

Sebagai institusi, juragan darat (di Madura lebih dikenal
dengan istilah orenga) merujuk pada nelayan pemilik perahu yang
tidak melaut. Biasanya juragan darat yang tidak lagi melaut adalah
nelayan sukses, yang memiliki sejumlah perahu, atau pemodal
yang mengembangkan usahanya di subsektor perikanan tangkap.
Umumnya mereka memiliki lebih dari tiga perahu. Seorang nelayan
yang memiliki dua buah perahu, apalagi kalau ia masih muda,
biasanya masih melaut, menjalankan salah satu perahunya untuk
menangkap ikan. Sementara pengoperasian perahu yang satunya
lagi diserahkan kepada nelayan yang dipercaya. Seseorang yang
mendapatkan kepercayaan untuk memimpin penangkapan ikan di
laut sebagai nakhoda disebut juragan laut atau di Sumenep dikenal
sebagai juru mudi. Dengan kata lain, juragan darat adalah pemilik
perahu yang sudah tidak melaut, sedangkan juragan laut adalah
nelayan yang dalam usaha penangkapan ikan berperan sebagai
nakhoda perahu.

Lembaga Keuangan Informal ... 127



Nelayan sukses yang berhasil memiliki sejumlah perahu sering
kali mengembangkan usahanya di bidang penyediaan perbeka-
lan untuk melaut, dan suku cadang sarana penangkapan ikan.
Pada tahap-tahap awal, usaha baru tersebut dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan perbekalan perahunya sendiri, seperti es
untuk pengawetan ikan, solar, dan kebutuhan lain. Usaha terse-
but kemudian berkembang tidak saja sebagai usaha penyediaan
perbekalan yang dibutuhkan sendiri, tetapi juga perbekalan untuk
nelayan-nelayan lain. Pola jual beli di antara mereka hampir da-
pat dipastikan merupakan jual beli dalam bentuk utang. Dalam
kehidupan nelayan, yang demikian ini disebut sebagai “utang
perbekalan”.

Di lingkungan nelayan Sumenep, jual-beli perbekalan seperti
ini diberlakukan pada semua perahu nelayan yang mengambil per-
bekalan, termasuk juga perahu-perahu nelayan milik sendiri. Meng-
apa demikian? Dalam tradisi yang hidup di lingkungan nelayan,
tidak saja di kedua daerah tersebut, tetapi juga di daerah-daerah
nelayan lain, pembayaran semua pengeluaran untuk perbekalan
penangkapan ikan dibebankan pada uang tengah, yakni pengeluaran
yang dibebankan pada hasil kotor penangkapan ikan. Dengan kata
lain, perbekalan melaut merupakan pengeluaran bersama, pengelu-
aran yang ditanggung bersama-sama oleh pemilik perahu dan blah
(anak buah perahu). Karena itu, utang perbekalan kepada seorang
juragan diberlakukan untuk semua perahu, termasuk perahu milik
juragan sendiri. Selagi usaha penangkapan ikan berjalan lancar,
pembayaran utang perbekalan kepada juragan juga lancar. Setiap
mendarat dengan hasil tangkapan yang memadai, utang perbekal-
an yang digunakan untuk melaut dapat dibayar lunas. Nelayan
bisa mengambil utang perbekalan lagi untuk melaut berikutnya.
Sebaliknya, bila penangkapan ikan mengalami kegagalan, mereka
tidak dapat membayar utang, dan terpaksa harus berutang per-
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bekalan kembali untuk penangkapan berikutnya. Apabila mereka
mengalami kegagalan secara terus menerus, utang mereka semakin
membengkak. Di sinilah titik rawan usaha penangkapan ikan
skala kecil pada umumnya. Nelayan yang senantiasa mengalami
kegagalan dalam penangkapan ikan bisa mengalami kebangkrutan,
dan terpaksa menjual perahu yang mereka miliki untuk membayar
utang perbekalan.

Pembiayaan nelayan berkisar pada aktivitas juragan darat,
juragan laut, dan blah (ABK). Sebagai kelompok, ketiganya mem-
bentuk kelompok-kelompok sosial yang berbeda yang tersusun
secara hierarkis dalam strata sosial masyarakat nelayan. Sebagai
kelompok, juragan darat menempati strata sosial tertinggi, diikuti
kelompok juragan laut, dan kelompok blah menempati strata teren-
dah di antara mereka. Dari aspek ekonomi, juragan darat memiliki
tingkat kehidupan ekonomi yang lebih mapan dibandingkan dua
kelompok sosial lain. Dengan kedudukan sosial yang lebih tinggi
dan kemampuan ekonomi yang lebih baik, mereka berperan pula
sebagai sumber pembiayaan usaha penangkapan ikan. Selain sebagai
pemilik perahu, mereka berperan besar sebagai penyedia pem-
biayaan penangkapan ikan. Tanpa peran mereka dan selama tidak
ada institusi lain sebagai pengganti budaya “utang perbekalan”,
nelayan akan mengalami kesulitan melaut akibat tidak ada biaya

untuk pengadaan perbekalan.

Dalam keadaan khusus, terutama terhadap juragan laut yang
dianggap sangat berjasa, juragan darat memberi kesempatan ke-
padanya untuk ikut memiliki sebagian dari sarana penangkapan
ikan yang dioperasikan. Juragan laut diberi kesempatan membeli
sarana tersebut dengan cara mengangsur. Tidak hanya itu, juragan
laut yang berjasa tersebut sering mendapat tawaran dari juragan
untuk membayar perahu yang dioperasikan, khususnya perahu
yang umurnya sudah cukup tua. Biasanya pembayaran dilakukan
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secara mengangsur. Di sejumlah permukiman nelayan di pantai
utara Jawa, pembayaran untuk pelunasan perahu seperti ini disebut
ngejok. Ini merupakan tahapan penting dari proses mobilitas sosial
vertikal dari nelayan biasa menjadi nelayan pemilik sarana produksi.

Selain itu, juragan juga secara berjenjang berperan penting
sebagai “sabuk pengaman” kehidupan nelayan pada saat nelayan
tidak bisa melaut akibat cuaca buruk. Pada musim-musim seperti
ini, kebutuhan hidup sehari-hari para blah hampir-hampir sepe-
nuhnya ditanggung oleh juragan laut. Bila sudah tidak mampu
lagi, dengan garansi juragan laut, nelayan blah mendapatkan biaya
hidup sehari-hari dari juragan darat. Semua biaya yang dikeluarkan
pada saat-saat sulit seperti ini diperhitungkan sebagai utang, dan

harus dibayar pada saat panen ikan.

Pedagang dan Pembiayaan Nelayan

Pedagang merupakan mata rantai yang menghubungkan nelayan
dan usahanya dengan ekonomi pasar. Nelayan penangkap ikan
umumnya tidak memiliki waktu lagi untuk mengurus penjualan
ikan hasil tangkapan mereka. Selain usaha tersebut menguras
tenaga, nelayan harus mengurus berbagai permasalahan lain begitu
mendarat, seperti memperbaiki jaring, memperbaiki mesin, dan
kerusakan-kerusakan kecil lain serta mempersiapkan solar, es, ga-
ram, dan perbekalan lain yang diperlukan untuk melaut berikutnya.

Penjualan ikan biasanya diserahkan kepada pihak ketiga.
Mereka bisa saja menyerahkan urusan penjualan ikan langsung
kepada pedagang ikan, atau melalui perantara. Perantara penjualan
ikan hasil tangkapan perahu-perahu nelayan umumnya adalah
juragan darat pemilik perahu itu sendiri. Sementara, perantara
penjualan ikan hasil tangkapan perahu milik juragan laut biasanya
adalah istri juragan laut itu sendiri, atau salah satu kerabat juragan
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laut. Mereka ini memiliki hubungan yang telah mapan dengan
para pedagang ikan. Apabila juragan darat tidak terlibat dalam
usaha perdagangan ikan, juragan laut dalam hal ini mempunyai
kewenangan menentukan siapa perantara penjualan ikan baginya.
Blah atau ABK umumnya tidak terlibat atau tidak mempunyai

kewenangan dalam proses penjualan ikan.

Dalam mata rantai penjualan ikan, pedagang ikan merupakan
mata rantai yang menghubungkan dunia usaha nelayan ke dalam
struktur ekonomi pasar yang lebih luas. Keberadaan para peda-
gang ikan dalam masyarakat nelayan hampir tidak mungkin dapat
dikesampingkan. Ikan merupakan produk yang mudah membusuk,
sementara nelayan karena berbagai faktor bisa dikatakan tidak
memiliki akses ke pasar. Usaha penangkapan ikan, bagi nelayan
dan pedagang ikan seolah-olah merupakan mata rantai yang saling
mengikat, meskipun mata rantai seperti ini sering merugikan para
nelayan ABK. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
nelayan (ABK) dengan membangun tempat pelelangan ikan (TPI)
untuk memutus rantai yang dimaksud, sampai saat ini tidak ber-
jalan secara optimal. Realita yang ada di Pasongsongan, Dungkek,
dan di tempat-tempat pendaratan ikan lain, TPI yang ada kurang
berfungsi dengan baik. Pelelangan ikan tidak terjadi dan para
pedagang ikan tetap merupakan sentral dalam proses penjualan
ikan. Tidak saja sebagai titik sentral dari proses penjualan ikan,
mereka juga berperan penting dalam pembiayaan nelayan. Mereka
berperan sebagai institusi permodalan untuk nelayan, khususnya
modal untuk perbekalan dan perbaikan sarana penangkapan ikan.
Dengan modal yang ditanamkan kepada nelayan, mereka berhasil
mengikat nelayan dan menampung ikan hasil tangkapan nelayan.
Dengan cara ini, usaha perdagangan ikan yang mereka lakukan
dapat berjalan dengan lancar. Proses pembelian ikan seperti itu
jelas dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi mereka.
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Di Pasongsongan, Dungkek, dan Ambunten (Sumenep), pedagang
ikan seperti ini disebut oleh nelayan setempat sebagai pengepul.
Meskipun muncul penilaian-penilaian negatif terhadap perdagangan
seperti ini yang mendatangkan kerugian bagi nelayan, nelayan tetap
menganggap bahwa keberadaan pedagang seperti itu sebagai hal
yang baik, sejauh dapat menghindarkan kerugian yang lebih parah,
seperti membusuknya ikan atau tidak terserapnya hasil tangkapan
mereka oleh pasar.

Dinamika usaha penangkapan ikan di Pasongsongan, Am-
bunten, dan Dungkek memang menarik dan unik serta berbeda
dibandingkan dengan yang terjadi di pantai Jakarta Utara, seperti di
Muara Angke, di pantai utara Jawa Tengah, dan daerah-daerah ne-
layan lain. Pada saat menjelang musim panen ikan, aktivitas kantor
pegadaian setempat meningkat dan senantiasa ramai dipenuhi oleh
nelayan dan pedagang ikan. Mereka datang untuk menggadaikan
emas atau barang-barang lain yang berharga untuk mendapatkan
uang tunai sebagai modal operasional selama musim panen ikan.
Singkatnya, pada saat-saat menjelang panen ikan, kantor pegadaian
di daerah ini penuh dengan nasabah yang menggadaikan barang-
barang berharga milik mereka.

Keadaan yang unik ini mendorong BPRS Bhakti Sumekar
Sumenep untuk melakukan ekspansi. BPRS Bhakti Sumekar
Sumenep kemudian membuka kantor cabang pembantu di Dungkek
dan Pasongsongan serta mengembangkan usaha pegadaian dengan
sistem syariah. Menurut pimpinan BPRS Bhakti Sumekar cabang
pembantu Dungkek, mayoritas aktivitas pegadaian di kantor cabang
yang dikelolanya terutama adalah pegadaian emas. Barang-barang
yang digadaikan tersebut akan ditebus setelah panen ikan selesai.

Menurut informasi salah seorang ketua Kelompok Nelayan
Desa Dungkek, gadai emas tersebut dilakukan oleh pedagang ikan

untuk memperbesar modal mereka. Menurut Kepala Pegadaian
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setempat, jumlah emas yang digadaikan pedagang ikan setiap orang
bisa mencapai ratusan juta rupiah. Uang tersebut digunakan un-
tuk memperbesar modal dan membayar pembelian ikan kepada
pengepul. Pengepul secara intensif berhubungan dan meminjamkan
uang kepada sejumlah nelayan sebagai modal pembelian atau per-
baikan jaring, biaya operasional, dan perbaikan sarana penangkapan
ikan lain. Juragan laut pada umumnya menerima uang sebagai
modal dari pengepul tanpa dikenakan bunga. Demikian pula modal
yang diberikan juragan kepada nelayan. Nelayan hanya diwajibkan
menjual ikan mereka kepada pengepul dan menyerahkan jasa hasil
penjualan ikan sesuai kesepakatan. Biasanya jasa dipungut setiap kali
mendarat antara 2,5% sampai 5% dari hasil penjualan ikan salama
utang mereka belum lunas. Lebih lanjut, pengepul harus menjual
ikan kepada pedagang ikan pemberi modal. Belum diketahui berapa
besar keuntungan yang diperoleh pengepul dari pemilik modal

setiap kali mereka mengirim ikan kepada pemilik modal tersebut.

KENISCAYAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INFORMAL

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa keberadaan
lembaga pembiayaan informal pada subsektor perikanan tangkap
bukanlah hal yang baru. Setidaknya sejak pertengahan abad ke-
19, pembiayaan informal tersebut sangat dominan pada subsektor
perikanan tangkap.

Dengan demikian, kehadiran pembiayaan informal tersebut
merupakan realitas yang tidak dapat dikesampingkan dalam perkem-
bangan usaha penangkapan ikan. Barangkali secara singkat dapat
disebutkan bahwa lembaga pembiayaan informal di subsektor per-
ikanan tangkap bermanfaat dan berperan penting sejauh tidak ada
alternatif lain bagi nelayan untuk mendapatkan modal. Tampaknya,
selama pola pendapatan nelayan tetap tidak teratur dan selama
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kehidupan ekonomi nelayan tidak mengalami perbaikan, selama
itu pula lembaga pembiayaan informal diperlukan oleh nelayan
penangkap ikan skala kecil. Masalahnya adalah apakah kehidupan
ekonomi nelayan selama ini telah menunjukkan peningkatan yang
signifikan? Apakah masyarakat nelayan di Sumenep dan di pantai
Jakarta Utara termasuk masyarakat yang telah makmur? Apakah
mereka selama ini telah mengalami mobilitas sosial vertikal? Sejauh
jawaban atas pertanyaan ini “belum” atau “tidak”, bisa dikatakan
bahwa kehidupan ekonomi mereka masih belum banyak mengalami
perbaikan yang berarti, dan mereka masih tetap tergolong sebagai
masyarakat yang berpendapatan rendah.

Menurut Kepala Suku Dinas Kelautan dan Perikanan Jakarta
Utara, keberadaan nelayan di daerahnya lebih merupakan beban
daripada sebagai penyumbang pendapatan daerah. Keadaan nelayan
di Sumenep tampaknya tidak jauh berbeda. Kehidupan ekonomi
nelayan Sumenep diistilahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
setempat bagaikan “nasi sepiring untuk sepuluh orang”. Dengan
kata lain, perekonomian nelayan di kedua daerah tersebut dan
nelayan pada umumnya belum bergerak jauh dari garis kemiskinan.
Artinya, hasil usaha penangkapan ikan yang mereka usahakan hanya
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan,
menurut salah satu ketua kelompok nelayan Dungkek, mereka
harus bekerja menjadi buruh apa saja untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari selama tidak musim panen ikan. Musim panen
ikan untuk daerah ini hanya berlangsung selama empat bulan, yakni
saat musim ikan teri. Di luar musim ikan teri, nelayan memang
bisa menangkap ikan lain, namun mungkin karena keberadaan ikan
teri yang begitu melimpah di perairan daerah ini, jenis perahu dan
alat tangkap yang dominan di kalangan nelayan adalah perahu dan
jaring jurung, perahu dan jaring khusus untuk menangkap ikan teri.
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Ada cerita menarik berkenaan dengan rendahnya pendapatan
nelayan di Sumenep, khususnya nelayan Dungkek. Dungkek adalah
daerah andun untuk nelayan penangkap teri dari daerah-daerah
Madura lain. Setiap kali panen ikan teri, nelayan dari berbagai
daerah lain, bahkan nelayan dari pantai utara Jawa Timur, datang
dan bermukim sementara di tempat itu untuk menangkap ikan
teri. Daerah sepanjang pantai Dungkek seolah-olah menjadi pasar.
Daerah ini dipenuhi oleh nelayan, baik nelayan setempat mau-
pun nelayan andun, dan transaksi jual-beli ikan terjadi hampir
sepanjang pagi sampai siang hari. Keadaan seperti ini berlangsung
terus selama musim panen ikan teri. Kehadiran nelayan andun
setiap datang musim panen ikan dipandang oleh nelayan setem-
pat sangat merugikan mereka. Nelayan andun dipandang sebagai
pesaing mereka, baik sebagai pesaing dalam penangkapan maupun
penjualan ikan. Mereka merasa dirugikan dan bersepakat untuk
menggugat kehadirannya. Para nelayan selanjutnya mengadakan
unjuk rasa ke kantor kecamatan untuk menolak kehadiran nelayan
andun. Atas desakan anggota kelompok, salah satu ketua kelompok
nelayan setempat menjadi pimpinan dan pemuka unjuk rasa yang
dilancarkan. Pemerintah Kecamatan menanggapinya.

Namun, selang sehari berikutnya, muncul unjuk rasa tandingan.
Berbeda dengan unjuk rasa yang pertama, unjuk rasa ini digelar
oleh ibu-ibu istri nelayan setempat. Mereka bukan mendukung
unjuk rasa sehari sebelumnya, tetapi menuntut pemerintah ke-
camatan tetap membolehkan kehadiran nelayan andun di
Dungkek. Ketika ibu-ibu nelayan melancarkan unjuk rasa, Camat
didampingi beberapa pejabat kecamatan dan juga ketua kelompok
nelayan setempat menemui peserta unjuk rasa istri-istri nelayan.
Permasalahannya adalah unjuk rasa tandingan tersebut ternyata
dipimpin dan digerakkan oleh istri ketua kelompok nelayan yang
menolak nelayan andun. Tuntutan istri nelayan adalah menentang
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larangan terhadap hadirnya nelayan andun karena kehadiran mereka
dianggap dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi wilayah
Dungkek.

Kehadiran nelayan andun mampu memberi pemasukan
ekonomi cukup besar bagi hampir semua ibu di daerah tersebut.
Pendapatan tambahan tersebut diperoleh melalui perdagangan yang
dilakukan, penyewaan gubuk pondokan, penyewaan kamar, penye-
diaan ransum dan perbekalan serta usaha ekonomi lain. Bahkan,
istri ketua kelompok nelayan tersebut menjelaskan bahwa omset
dari penjualan marneng yang ia lakukan, yaitu makanan kecil
dari jagung yang digoreng, rata-rata mencapai Rp350 ribu setiap
hari. Pendapatan tambahan ini penting artinya bagi istri nelayan
yang setiap hari berpenghasilan pas-pasan. Dia menolak keras bila
dikatakan bahwa kehadiran nelayan andun merupakan penyebab
kecilnya pendapatan nelayan Dungkek. Menurutnya, faktor penting
penyebab kecilnya pendapatan nelayan setempat adalah rasa malas
nelayan untuk memulai lebih awal berangkat ke laut menangkap
ikan teri. Hal ini dikatakan oleh istri ketua kelompok nelayan,

”...pendapatan nelayan (Dungkek) begitu-begitu juga, bukan (disebabkan)
karena (adanya) nelayan andun. Merckalah yang sering kesiangan, sampai-
sampai perabunya kandas (di tepian).”

Makna ungkapan istri ketua kelompok nelayan tersebut adalah
sindiran bagi sebagian besar nelayan Dungkek yang lebih malas
dibandingkan nelayan andun untuk berangkat lebih pagi dalam
memburu ikan teri. Mereka sering kesiangan berangkat melaut. Aki-
batnya, permukaan air laut telah surut sehingga perahu mereka sulit
digerakkan karena telah kandas di tepian. Selain faktor kemalasan,
yang menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan setempat adalah
tingkat keahlian dalam menangkap teri tidak sebaik nelayan andun
sehingga hasilnya rata-rata lebih sedikit.
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Selain musim panen ikan yang terbatas waktunya, masalah
etos kerja atau pandangan dunia nelayan Sumenep menjadi faktor
penting rendahnya pendapatan mereka. Berbeda dengan daerah
penangkapan (fishing ground) di tempat-tempat lain, rata-rata dae-
rah penangkapan ikan di Sumenep belum mengalami overfishing,
terutama kawasan lepas pantai. Mereka dapat menangkap segala
jenis ikan yang ada di perairan Sumenep yang terbentang luas
sampai Masalembu di dekat Sulawesi dan dekat Pulau Bali. Perairan
pantai utara Madura setiap saat juga dibanjiri berbagai jenis ikan
yang bermigrasi dari perairan Indonesia bagian timur. Setiap saat
mereka dapat mencegat dan menangkap ikan yang melakukan
migrasi tersebut. Dengan demikian, secara hipotesis usaha pe-
nangkapan ikan di daerah ini seharusnya lebih maju dengan tingkat
perekonomian nelayan yang memadai. Akan tetapi, kenapa tingkat
ekonomi rata-rata nelayan Sumenep masih rendah?

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Baitul Maal wat Tamwil
Nahdlatul Ulama (BMTNU) Kecamatan Gapura dalam mening-
katkan kinerja dan mengubah pandangan tentang kenikmatan
dunia menarik untuk diungkap. Narasumber pengelola BMT-
NU mempertanyakan apakah fenomena kemiskinan di daerah
Sumenep, khususnya pada masyarakat nelayan, ada kaitannya
dengan organisasi NU. Nahdlatul Ulama adalah organisasi keaga-
maan terbesar yang dianut oleh mayoritas masyarakat setempat.
Kehidupan masyarakat setempat tentu sangat dipengaruhi oleh
kecenderungan yang ada pada organisasi. Meskipun demikian,
filosofi NU sekarang ini, kata narasumber tersebut, sudah berge-
ser dan lebih peduli terhadap perekonomian masyarakat, tidak
hanya berkutat mengurusi madrasah dan pesantren sebagaimana
masa-masa sebelumnya. Pembentukan BMT-NU di antaranya juga
berlatar belakang pemikiran ini. Penyadaran tentang pentingnya
harta kekayaan senantiasa “dipropagandakan” di setiap kesempatan,
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dalam bentuk anjuran, cerita-cerita, keutamaan orang kaya, dan se-
bagainya. Salah satu ilustrasi yang senantiasa disisipkan dalam setiap
kali memberikan ceramah adalah ilustrasi keutamaan orang kaya.
Ilustrasi yang dimaksud adalah cerita tentang seseorang yang akan
dimasukkan ke surga, tetapi orang itu tidak bersedia masuk terlebih
dulu. Alasannya, dia merasa tidak pantas masuk surga karena yang
lebih pantas adalah Kiai Fulan karena Kiai itulah yang memberi
ilmu kepadanya. Ketika Kiai Fulan tersebut akan dimasukkan ke
surga, ia juga menolaknya karena merasa tidak pantas masuk surga
terlebih dulu. Menurut Kiai Fulan, yang lebih pantas masuk surga
lebih dulu adalah seorang saudagar kaya kenalannya karena saudagar
kaya itulah yang selama ini membiayai pengajian-pengajian yang
diselenggarakannya.

Berbagai ilustrasi usaha yang dilakukan untuk mening-
katkan kesejahteraan masyarakat, perjuangan istri nelayan untuk
mendapatkan tambahan pendapatan serta melembaganya tradisi
utang-piutang di kalangan nelayan membuktikan keterbatasan
kemampuan ekonomi nelayan dalam mengelola usaha penang-
kapan ikan. Selama kehidupan ekonomi nelayan belum menga-
lami peningkatan, selama itu pula akumulasi modal sulit terjadi.
Selama itu pula mereka tetap memerlukan lembaga pembiayaan
sebagai penopang dalam mendapatkan modal usaha. Lebih lan-
jut, selama sistem perbankan yang ada masih tetap terikat ketat
dengan ketentuan-ketentuan yang bias pada masyarakat petani, atau
masyarakat non-nelayan lain, selama itu pula pola perbankan formal
sulit menjangkau masyarakat nelayan. Model perbankan yang lebih
luwes dan fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan pola pendapatan
nelayan yang penuh spekulasi, tampaknya merupakan syarat mutlak
apabila perbankan ingin sukses pada subsektor perikanan tangkap
skala kecil. Apabila tidak, pembiayaan informal merupakan satu-
satunya alternatif dan berperan penting dalam menunjang usaha
penangkapan ikan.

138|  Sistem Pembiayaan Nelayan



PERSEPSI| PELAKU PEMBIAYAAN NELAYAN

Model pembiayaan nelayan mungkin akan lebih mudah diru-
muskan apabila dilakukan atas dasar pemahaman yang tepat dan
mendalam terhadap masyarakat nelayan. Tanpa pemahaman seperti
ini, kemungkinan besar usaha-usaha ke arah itu akan mengalami
kegagalan. Berkenaan dengan ini, persepsi atau pemahaman yang
berkembang selama ini terhadap nelayan, khususnya pelaku pem-
biayaan subsektor perikanan tangkap, menjadi masalah yang sangat
penting untuk didiskusikan secara mendalam.

Perspektif Pemerintah

Pemerintah pada dasarnya melihat bahwa perikanan tangkap skala
kecil merupakan subsektor penting yang berpengaruh besar pada
kehidupan ekonomi secara umum. Subsektor tersebut merupakan

sumber pendapatan utama nelayan, juga investor.

Pemerintah menyadari bahwa penangkapan ikan merupakan
usaha padat modal dan lembaga perbankan selama ini kurang
menyentuh usaha tersebut. Namun, pemerintah masih mengha-
dapi kesulitan tentang model pembiayaan yang sesuai dan dapat
diterapkan pada subsektor perikanan tangkap. Sejauh ini, belum
ada sistem pembiayaan yang sesuai untuk subsektor ini. Ketiadaan
sistem pembiayaan yang mapan tampaknya bersumber dari bias
pemahaman tentang masyarakat nelayan. Pertama, bias yang
berkenaan dengan budaya nelayan, yakni bias pemahaman tentang
masyarakat nelayan dengan pemahaman atas masyarakat petani.
Kedua, bias yang berkenaan dengan kategorisasi yang kurang tepat
tentang nelayan itu sendiri sehingga pengertian nelayan meliputi
pula kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan ne-
layan. Kedua bias tersebut sering menjadi faktor penting kegagalan
kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam usaha pengembangan
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subsektor perikanan skala kecil. Kegagalan-kegagalan seperti ini
kemudian berimbas pada penanganan terhadap subsektor penang-
kapan ikan pada umumnya.

Sebenarnya, budaya dan tradisi perilaku ekonomi masyarakat
nelayan sangat berbeda dan kontras dengan tradisi perilaku ekonomi
masyarakat petani. Perbedaan yang kontras tersebut bersumber dari
sifat-sifat yang sama sekali berbeda antara kedua usaha masyarakat
tersebut. Bila perilaku ekonomi petani dikenal dengan “etika sub-
sistensi”, yakni perilaku yang mengutamakan selamat (Scott, 1976)
maka perilaku ekonomi nelayan dikenal dengan “etika pemerataan
risiko” (Masyhuri, 2006). Apabila pola perilaku ekonomi petani
didasarkan atas perhitungan yang rumit dan penuh kehati-hatian
maka pola perilaku ekonomi nelayan agak mengesampingkan risiko
dan penuh spekulasi. Dalam proses produksi, petani terlibat se-
cara langsung dari awal sampai akhir usaha yang mereka lakukan.
Mereka terlibat langsung dalam pengolahan tanah, pembenihan,
penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Mereka tahu betul
berapa kali panen setiap tahun dan perkiraan jumlah produk yang
akan dihasilkan. Mereka tahu pula perkiraan biaya yang dibutuhkan
untuk penggarapan kembali lahan pertanian mereka. Kegagalan
panen bagi mereka merupakan bencana besar, lebih-lebih bila
terjadi secara berturut-turut. Karena itu, para petani tidak atau

kurang berani berspekulasi (Masyhuri, 2001).

Apabila petani hidup penuh dengan keteraturan maka
tidak demikian dengan nelayan. Dalam proses produksi, mereka
tidak terlibat secara langsung. Sarana produksi, keterampilan, dan
pengetahuan tentang gelombang laut, angin serta habitat ikan
memang dapat menentukan jumlah pendapatan yang mungkin
mereka peroleh. Akan tetapi, mereka tetap tidak tahu berapa besar
pendapatan yang akan mereka peroleh setiap kali melaut. Pola
pendapatan mereka benar-benar tidak terukur. Apabila sedang
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mujur, mereka berpendapatan cukup besar. Namun, apabila tidak
beruntung, mereka tidak memperoleh hasil sama sekali. Usaha
penangkapan ikan bagi mereka tetap merupakan seni, seni berburu
yang hasilnya tidak menentu, dan penuh spekulasi. Akibatnya,
perilaku ekonomi yang terpola dalam kehidupan nelayan adalah
pola perilaku ekonomi yang kurang teratur dan penuh spekulasi
(Masyhuri, 2001).

Bias perilaku ekonomi nelayan dengan perilaku ekonomi petani
jelas akan mengakibatkan program-program pengembangan usaha
dan masyarakat nelayan kurang optimal. Bias semacam ini dapat
dilihat, misalnya, pada program pembiayaan nelayan yang diterap-
kan sebagaimana program pembiayaan untuk masyarakat petani.
Jumlah dana yang dikucurkan biasanya kecil, mungkin cukup un-
tuk usaha pertanian, tetapi terlalu kecil untuk usaha penangkapan
ikan. Nelayan dituntut persyaratan sebagaimana dikenakan kepada
petani, harus ada agunan, harus mengangsur pengembalian kredit
secara teratur, dan sebagainya. Yang menarik, aset nelayan seperti
perahu dan kadang-kadang rumah, tidak bisa menjadi agunan. Bias
semacam ini lebih sering mengakibatkan program pembiayaan yang
dilakukan pemerintah kurang optimal atau gagal. Apabila terjadi
kegagalan, biasanya tuduhan dialamatkan kepada nelayan, dengan
mengatakan bahwa mereka tidak disiplin, “pengemplang kredit”,
dan sebagainya.

Berbagai pemahaman seperti ini menjadi salah satu faktor
penting mengapa pemerintah, dan terutama perbankan, enggan
menyalurkan kredit kepada nelayan penangkap ikan. Paket kredit
usaha rakyat (KUR) yang belakangan ini digulirkan secara massal,
sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Sumenep, hanya disalurkan semata-mata untuk nelayan
budi daya, khususnya budi daya rumput laut. Alasannya, nelayan
budi daya rumput laut memiliki pendapatan teratur sehingga
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diasumsikan akan dapat mengembalikan kredit secara teratur dan
mudah dikontrol.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan setempat, antara 2003-2006 pemerintah melalui
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat bekerja sama
dengan bank terpilih mengembangkan pembiayaan nelayan melalui
kredit simpan pinjam. Ditetapkan bunga sebesar 6% setahun, dan
nelayan diwajibkan mengangsur utang mereka setiap bulan secara
teratur. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan nilai agunan yang
diserahkan oleh nelayan. Yang terjadi adalah hampir tidak ada ne-
layan yang menabung. Mereka hanya sebagai peminjam. Ternyata,
hampir semua kredit yang disalurkan macet. Ketika petugas mencari
nelayan peminjam, mereka tidak dapat diketemukan, mereka sedang
andun, menangkap ikan ke tempat lain, dan menetap di daerah
tersebut sampai beberapa bulan. Pertanyaannya adalah apakah
mungkin pengembangan lembaga simpan-pinjam untuk nelayan
tersebut disesuaikan dengan karakteristik pola perilaku ekonomi

nelayan?

Perspektif Pemodal Informal

Seperti telah diuraikan di atas bahwa penangkapan ikan merupa-
kan usaha yang padat modal, dengan pola pendapatan yang tidak
teratur, dan penuh spekulasi. Karakteristik dasar dari jenis usaha
seperti ini jelas menuntut kelembagaan yang khusus pula. Khusus
dalam hal pembiayaan, subsektor perikanan tangkap jelas menuntut
sistem pembiayaan yang berbeda dengan sistem pembiayaan dari
sektor usaha lain. Penerapan sistem pembiayaan petani untuk
usaha penangkapan ikan jelas akan menimbulkan kendala besar,
mengingat perilaku ekonomi kedua masyarakat tersebut sangat
berbeda. Yang menarik berkenaan dengan hal ini adalah mengapa
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pembiayaan informal bisa berkembang pada usaha penangkapan
ikan? Bagaimana pandangan para pelaku pembiayaan informal
terhadap nelayan dan usaha penangkapan ikan yang dikembangkan-
nya sehingga mereka bersedia menyalurkan kredit untuk nelayan?

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pola pendapatan
nelayan tidak teratur. Kadang-kadang nelayan memperoleh hasil
tangkapan dalam jumlah yang banyak, tetapi terkadang tidak ber-
hasil sama sekali. Pendapatan yang labil dan tidak tetap ini ber-
dampak terhadap kehidupan nelayan. Terkadang nelayan memiliki
uang cukup banyak, tetapi kadangkala tidak sama sekali. Perilaku
konsumtif dalam keadaan seperti ini sulit dihindari sehingga pola
hidup nelayan umumnya agak boros. Apabila sedang mempunyai
uang, mereka dengan mudah membelanjakan uangnya, membeli
barang-barang yang kadang-kadang kurang penting. Mereka merasa
bahwa uang itu mudah didapat. Akibat lebih lanjut dari perilaku
konsumtif seperti ini adalah kebiasaan utang hidup subur di kalang-
an mereka. Berutang merupakan fenomena sosial yang diterima
sebagai sesuatu yang wajar. Apabila ditanya tentang keberanian
mereka berutang, jawabannya sangat standar dengan pola jawaban
relatif sama: “Itu mudah pak, bila along (berhasil) sekali melaut
pun akan terbayar lunas”. Atau “Besok toh masih akan ada ikan...”,
dan ungkapan-ungkapan lain sejenis.

Bagi pemilik dan penyedia modal, usaha penangkapan ikan yang
padat modal serta pola pendapatan yang tidak teratur merupakan
suatu kesempatan. Pertama, naik turunnya jumlah hasil tangkapan
memberi kesempatan khusus kepada para penyedia modal, yang
umumnya para pedagang ikan untuk bermain dalam penetapan
harga ikan. Apabila hasil tangkapan ikan melimpah, mereka akan
mematok harga serendah-rendahnya. Nelayan terpaksa harus
menjual ikan hasil tangkapannya dengan harga murah, mengingat
ikan merupakan produk yang mudah busuk. Apabila ikan hasil
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tangkapan sedikit, harga ikan dengan sendirinya akan membaik
dan lebih mahal. Meskipun demikian, para penyedia modal tetap
dapat mengendalikan harga ikan pada tataran yang masih memberi
keuntungan besar bagi mereka, mengingat mereka telah mengikat
nelayan dengan utang, baik utang untuk perbekalan menangkap
ikan di laut, menutupi kebutuhan sehari-hari pada saat-saat sedang
gagal dalam penangkapan, maupun utang untuk perbaikan perahu
atau alat tangkap.

Kedua, perilaku nelayan yang konsumtif menciptakan kondisi
khusus yang memungkinkan para pemodal untuk mengoptimal-
kan usaha mereka. Para penyedia modal dan atau pedagang ikan
rata-rata adalah penduduk setempat, atau penduduk dari daerah
sekitar yang hampir setiap hari dapat berhubungan dengan ne-
layan setempat. Mereka berhasil membangun hubungan personal
yang bersifat kekeluargaan dengan para nelayan dan mereka tahu
cukup detail tentang keadaan usaha penangkapan ikan, tradisi, dan
kebiasaan hidup nelayan schari-hari. Untuk menanam jasa baik,
dalam batas-batas tertentu mereka setiap saat membantu nelayan
yang mengalami kesulitan. Para pemodal mampu memanfaatkan
hubungan personal yang bersifat kekeluargaan seperti ini untuk
mendukung usahanya. Umumnya, bisnis yang mereka usahakan
bersifat fleksibel, sepenuhnya menyesuaikan diri pada kondisi usaha,
perekonomian, dan kendala-kendala yang dihadapi nelayan. Dalam
bisnis seperti ini, nelayan bisa memperoleh modal usaha yang
dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Tidak diperlukan agunan.
Apabila dibutuhkan, mereka juga bersedia menerima aset nelayan,
seperti rumah beserta tanah, perahu, atau aset lain sebagai agunan.
Bank sering menolak rumah dan tanah nelayan sebagai agunan
karena jenis agunan ini tidak bersertifikat. Sementara, angsuran
untuk mengembalikan pinjaman diatur sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan hasil pendapatan nelayan yang tidak teratur.
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Para pemodal benar-benar dapat memperoleh keuntungan besar
dari usaha yang mereka lakukan. Sementara itu, nelayan juga tahu
dengan pasti bahwa kerja samanya dengan para pemodal tersebut
lebih mendatangkan keuntungan bagi para pemodal dibandingkan
dengan nelayan sendiri. Di lingkungan nelayan Sumenep dan Jakarta
Utara, kenaikan harga ikan dianggap lebih mendatangkan keun-
tungan kepada para pemodal daripada mengangkat perekonomian
nelayan. Meskipun demikian, nelayan tetap menganggap bahwa
para pemodal itu merupakan mitra kerja mereka. Bahkan, salah
seorang ketua kelompok nelayan di Dungkek, Sumenep, menolak
keras bila para penyedia modal untuk nelayan dikatakan sebagai
lintah darat. Mereka tetap dibutuhkan nelayan, terutama pada
saat-saat nelayan mengalami “kebuntuan” modal untuk menopang
usaha mereka.

PENUTUP

Fenomena penting berkenaan dengan pembiayaan usaha perikanan
tangkap skala kecil adalah terbatasnya akses nelayan kepada lembaga
pembiayaan formal di satu pihak, dan dominannya pembiayaan
informal di lain pihak. Kedua fenomena tersebut tampaknya mem-
punyai keterkaitan kausalitas, dalam pengertian bahwa terbatasnya
pembiayaan dari lembaga perbankan pada usaha perikanan tangkap
skala kecil akan berdampak pada suburnya lembaga pembiayaan
informal. Apabila anggapan bahwa pembiayaan informal merupakan
faktor penting berkurangnya nilai tukar nelayan sebagai hal yang
benar maka pengembangan lembaga perbankan untuk subsektor
perikanan tangkap skala kecil merupakan langkah strategis ke arah
meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan.

Bias pemahaman masyarakat nelayan dengan masyarakat petani
yang ada selama ini tampaknya akan menjadi kendala besar ke arah
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terbukanya akses nelayan pada lembaga perbankan. Kegagalan skim
kredit perbankan pada usaha perikanan tangkap skala kecil yang
terjadi selama ini tampaknya berpangkal pada model skim yang
dikembangkan untuk petani. Padahal karakteristik perilaku ekonomi
nelayan berbeda secara kontras dengan perilaku ekonomi petani.
Kalau perilaku petani merujuk pada apa yang disebut dengan
etika subsistensi, perilaku nelayan merujuk pada etika pemerataan
risiko. Berhasil tidaknya pengembangan sistem pembiayaan formal
untuk nelayan antara lain akan ditentukan oleh berhasil tidaknya
menghilangkan bias pemahaman masyarakat nelayan dengan
masyarakat petani. Faktor penting dari keberhasilan pembiayaan
informal subsektor perikanan tangkap skala kecil tampaknya sangat
ditentukan oleh kemampuan dalam menciptakan model-model
pembiayaan yang “luwes” dan fleksibel yang sesuai dengan karak-
teristik masyarakat nelayan. Pengembangan pembiayaan lembaga
perbankan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat nelayan jelas
merupakan tantangan besar yang masih harus dicari pemecahannya.
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MENCARI MODEL PEMBIAYAAN
NELAYAN TANGKAP
Mahmud Thoha

PENGANTAR

Sampai saat ini, kredit untuk nelayan tangkap relatif sangat kecil.
Kalau ada kredit untuk subsektor perikanan, biasanya untuk budi
daya ikan, budi daya rumput laut, pengolahan hasil laut, dan
perdagangan hasil laut. Kredit dari lembaga keuangan formal
yang benar-benar digunakan untuk pengadaan kapal masih relatif
langka. Di antara faktor penyebab adalah bahwa pihak perbankan
selalu mengacu pada filosofi prudential banking yang berpegang
teguh pada prinsip 5C, yaitu capacity, capital, character, collateral,
dan condition. Capacity terkait dengan kemampuan nasabah un-
tuk membayar kembali utangnya berdasarkan penghasilan yang
diperoleh. Capital terkait dengan modal awal yang dimiliki nasabah.
Character terkait dengan watak nasabah, collateral adalah jaminan
atau agunan yang dapat disediakan oleh nasabah, dan condition

adalah kondisi perekonomian pada umumnya.

Dari kelima persyaratan tersebut, nelayan sering terbentur
pada masalah stereotipe negatif sebagai kelompok masyarakat yang
dianggap “nakal” dalam hal pengembalian pinjaman. Selain itu,
nelayan kecil juga tidak mempunyai agunan yang cukup sebagai
jaminan terhadap kredit pengadaan perahu yang harganya relatif
mahal. Harga kapal untuk bobot antara 10 GT-15 GT bisa men-
capai antara Rp400—Rp600 juta. Pihak perbankan memang bisa
menyalurkan kredit tanpa agunan (KUR), tetapi nilai pinjaman
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relatif kecil (di bawah Rp20 juta) sehingga jauh dari mencukupi
untuk keperluan pembelian kapal. Selanjutnya, nelayan juga sering
terbentur pada persyaratan cash-flow atau repayment capacity, yaitu
kemampuan membayar angsuran pinjaman secara teratur karena
usahanya bersifat musiman. Nelayan juga kesulitan untuk memenu-
hi persyaratan administratif berupa legalitas usaha seperti Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP). Mobilitas nelayan yang cukup tinggi karena mereka
sering berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain sehingga
menyulitkan pihak perbankan dalam penagihan pinjaman. Dengan
mobilitas seperti itu, kapal juga bisa dijual di daerah lain sehingga
tidak bisa diagunkan kepada perbankan. Sertifikasi kapal juga sulit
dilakukan mengingat kapal-kapal kecil (dengan bobot di bawah 30
GT) tidak memiliki standar baku karena kapal buatan suatu daerah
tidak sama dengan buatan daerah lain. Meski bobotnya boleh
jadi sama, bahan baku dan kualitas produksi belum tentu sama.
Biasanya kapal tradisional memanfaatkan bahan baku lokal yang
tumbuh di sekitar sehingga perbedaan daerah akan membedakan
bahan baku yang dimanfaatkan.

Di tengah situasi keengganan lembaga keuangan formal dalam
mengucurkan kredit untuk pengadaan kapal pada satu sisi dan
begitu banyaknya kapal-kapal nelayan skala kecil pada sisi lain maka
tulisan ini berupaya untuk memahami hal-hal berikut:

a) Dari mana saja sumber-sumber pembiayaan nelayan tangkap?

b) Bagaimana pola pembiayaan yang berlaku pada komunitas ne-
layan?

c) Apakah sistem bagi hasil dapat dijadikan sebagai titik tolak
untuk merancang model pembiayaan bagi lembaga-lembaga

keuangan formal yang sesuai dengan karakteristik usaha ne-

layan?
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SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN NELAYAN

Ada empat sumber pembiayaan bagi nelayan tangkap, yaitu bantuan
pemerintah, pembiayaan non-formal, Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB), dan Lembaga Keuangan Perbankan.

Pemerintah

Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Sumenep telah banyak
meluncurkan program pemberdayaan, baik berupa sarana prasarana,
kelembagaan, maupun pendanaan. Program tersebut di antaranya
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan sekitar
2000-2007. Dalam program tersebut, secara kelembagaan dibentuk
koperasi nelayan. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Per-
ikanan (KKP) bekerja sama dengan Bank Bukopin menyalurkan
dana bergulir kepada nelayan tangkap, nelayan pengolah, dan nelay-
an budi daya. Pemerintah (KKP) mempunyai sejumlah dana sebagai
jaminan bagi Bank Bukopin. Jika terjadi kemacetan pengembalian
dana oleh nasabah maka Bank Bukopin berhak mengambil dana
jaminan tersebut. Bank Bukopin mengenakan bunga yang lebih
tinggi dibandingkan Bank Umum lain, tetapi dengan persyaratan
yang lebih mudah. Meskipun program ini dinyatakan berhasil, ada
juga yang dinyatakan gagal.

Selain itu, ada program pemberdayaan usaha kecil untuk sektor
pertanian pada umumnya, termasuk nelayan. Program penguatan
modal dari Pemda Sumenep tersebut dilaksanakan pada 2003,
2005, dan 2006 dengan fokus tidak hanya pada nelayan melainkan
pada subsektor peternakan, tanaman tembakau, tanaman pangan,
perkebunan, dan lain-lain. Dana dialokasikan dari APBD. Pemda
Sumenep bekerja sama dengan Bank Jatim dalam penyaluran dana
kepada kelompok sasaran. Sebelum disalurkan, calon penerima
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bantuan penguatan modal diseleksi dan diverifikasi oleh Perguruan
Tinggi, LSM, dan enam Dinas terkait seperti Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Tanam-
an Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan serta Dinas Peternakan. Meskipun telah melalui seleksi
yang cukup ketat, ternyata dana bergulir tersebut macet dan kredit
nelayan menempati peringkat kedua dalam hal kemacetan. Pada
2011, Pemda Sumenep berusaha menyelesaikan masalah kredit
macet tersebut dengan bantuan pihak Kejaksaan, tetapi belum
menunjukkan hasil.

Beberapa faktor diduga menjadi penyebab macetnya kredit
untuk nelayan. Pertama, penghasilan nelayan relatif kecil karena
jenis penangkapan nelayan Sumenep di daerah pantai bersifat
one day fishing dengan kondisi overfishing. Kedua, dirusak oleh
program pemerintah lain yang bersifat hibah. Ketiga, “Dirusak oleh
Pemilukada ala demokrasi money politics. Akibatnya, masyarakat
Sumenep sekarang sedikit-sedikit minta kompensasi (uang)”.!

Pemerintah sebenarnya juga telah meluncurkan Program Na-
sional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hampir tidak
ada penyaluran dana PNPM untuk nelayan. Demikian pula belum
ada KUR untuk pengadaan perahu dan peralatan tangkap. Yang
ada hanya satu program KUR di Sumenep untuk budi daya ikan
atau rumput laut.

Pembiayaan Non-Formal

Pembiayaan non-formal bersumber dari individu-individu “berduit”
seperti para tengkulak, pengepul, dan juragan darat. Tengkulak

' Hasil wawancara dengan pejabat struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Kabu-
paten Sumenep
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lebih diminati masyarakat nelayan karena kapan pun mereka mem-
butuhkan uang, tengkulak siap mengucurkan dananya. Jika nelayan
butuh uang sekarang maka sekarang juga tengkulak membantunya
untuk keperluan apa pun, baik untuk biaya operasional melaut,
biaya hidup sehari-hari, biaya hajatan, atau yang lain. Nelayan men-
dapatkan itu semua tanpa disertai agunan dan aturan administratif
yang terlalu rumit. Hubungan antara tengkulak dengan nelayan
begitu dekat karena mereka saling mengenal secara pribadi. Lebih
dari itu, tengkulak pun tahu kondisi dan situasi pernelayanan secara
rinci, termasuk penghasilan dan kemampuan ekonomi nelayan
secara individual. Dalam situasi sulit seperti terjadinya paceklik ikan
atau sedang mengalami angin barat yang berombak besar, tengkulak
juga siap memberi dana talangan untuk seluruh kebutuhan hidup
nelayan yang menjadi klien-nya. Dengan demikian, ada hubungan
emosional yang kuat antara tengkulak sebagai patron dan nelayan
sebagai klien. Ikatan emosional itu sedemikian dekat sehingga
imbalan atas jasa pinjaman yang begitu tinggi menurut kriteria
perbankan formal, tidak dirasakan lagi sebagai suatu beban berat
yang harus dipikul. Dari segi rasionalitas ekonomi, beban bunga
yang tinggi dari tengkulak kepada nelayan dapat dianggap sebagai
kompensasi atas tingginya risiko kredit macet yang tidak disertai
agunan dan kesederhanaan dalam administrasi keuangan serta biaya
penagihan yang bersifat jemput bola.

Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa)

Koperasi Nelayan di Pasongsongan dalam kondisi mati suri sehingga
hampir tidak berperan apa-apa bagi kehidupan dan kegiatan
ekonomi nelayan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga sama sekali
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tidak berfungsi sehingga posisi tawar nelayan terhadap pedagang
ikan sangat lemah.

Lembaga keuangan formal yang selama ini menjadi mitra
nelayan Sumenep dalam pengadaan modal usaha di antaranya
Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa), Pegadaian konvensional maupun
syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat
Tamwil (BMT), dan Perbankan Umum.

Kosipa sering ditengarai sebagai kelompok “rentenir” berkedok
koperasi. Hal ini terlihat dari tingginya bunga pinjaman yang dapat
mencapai sekitar 35% per tahun atau 3% per bulan. Bunga tersebut
jauh lebih tinggi dibandingkan bunga pinjaman pada perbankan
umum yang hanya berkisar antara 12%-15% per tahun, atau bunga
dana bergulir program pemberdayaan dari pemerintah yang hanya
berkisar 6% per tahun. Meskipun demikian, ternyata tingkat kredit
macet Kosipa jauh lebih rendah dibandingkan dengan kredit pro-
gram pemerintah. Beberapa faktor penjelasnya di antaranya karena
Kosipa mempunyai pegawai keliling yang bertugas menjemput
angsuran pinjaman dari para nelayan dari pintu ke pintu, sedangkan
kredit program pemerintah tidak mempunyai tenaga pendamping
seperti itu. Faktor lainnya adalah adanya unsur ketegasan, paksaan,
dan ancaman dari Kosipa dalam menagih pinjaman dari para ne-
layan, sedangkan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan meng-
gunakan pendekatan persuasif melalui penyuluhan dan sejenisnya.
Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan menganggap bahwa biaya
dan tenaga untuk penagihan pinjaman cukup besar, apalagi nelayan
sering bersembunyi atau main “petak umpet”.?

Kalau aparat dari Dinas Kelautan dan Perikanan mencoba
melakukan pendekatan melalui jalur hukum dengan cara melelang

agunan, ternyata juga tidak mudah. Hal ini terjadi karena biaya

2 Hasil wawancara dengan pejabat struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Kabu-
paten Sumenep
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lelang cukup tinggi dan tidak banyak orang yang berminat ikut
lelang agunan nelayan. Kalau surat sertifikat agunan disita, pihak
nelayan menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak penting
karena kenyataannya tanah yang diagunkan masih bisa dikelola atau
digarap oleh nelayan. Penyitaan sertifikat agunan dalam kenyataan-
nya juga sulit dilaksanakan karena kredit program diberikan kepada
sekelompok nelayan dengan jaminan sertifikat tanah salah seorang
anggota kelompok yang dianggap kaya dan mempunyai aset yang
dapat diagunkan. Akan tetapi, begitu ada masalah kredit macet,
pemilik agunan menolak penyitaan karena yang nunggak pinjaman
adalah kelompok, bukan hanya si pemilik agunan.

Pegadaian

Lembaga pembiayaan formal lain adalah pegadaian yang merupakan
sumber pembiayaan murah, cepat, dan mudah bagi nelayan. Sudah
menjadi kebiasaan masyarakat nelayan Madura untuk menggadaikan
hartanya berupa emas untuk mendapatkan uang segar guna me-
menuhi transaksi mendadak, baik dalam jumlah besar maupun
kecil, seperti untuk pembelian peralatan tangkap, pembelian teri
nasi dalam jumlah besar, dan sebagainya. Unit Pegadaian Syariah
BPRS Bhakti Sumekar di Desa Dongkek sudah terbiasa melayani
nasabah nelayan perahu kecil dengan kebutuhan sekitar Rp250 ribu
per malam, tetapi juga pernah menerima gadai emas dari nelayan
untuk membeli peralatan perahu seharga Rp120 juta. Pegadaian
juga pernah menerima gadai 1 kg emas dari pemilik gudang untuk
keperluan dana Rp250 juta guna mengirim ikan teri ke pabrik
pengolahan dan pengepakan teri, untuk diekspor. Pihak pegadaian
biasanya memberikan dana maksimal sebesar 80% dari nilai emas
yang digadaikan. Masa gadai maksimal empat bulan, sedangkan
untuk nelayan maksimal tiga bulan, dengan perhitungan 22 hari
efektif per bulan.
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Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Lembaga Keuangan Formal lain yang menjadi mitra usaha nelayan
adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Yang menarik, di tengah
keengganan lembaga keuangan formal lain untuk berurusan bisnis
dengan nelayan, ternyata BMT Nahdlatul Ulama di Kecamatan
Gapura, Kabupaten Sumenep, bersedia menjadi mitra usaha
masyarakat nelayan. BMT yang didirikan oleh pengurus NU
Sumenep pada 2004 dengan aset awal sebesar Rp400 ribu itu,
pada 2011 meningkat menjadi Rp4,2 miliar dengan prestasi sebagai
Juara I Koperasi Simpan Pinjam Syariah se-Jawa Timur dan Juara II
Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Konvensional se-Kabupaten
Sumenep.

Kegiatan usaha yang dibiayai oleh BMT-NU adalah per-
ikanan, pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan per-
tokoan. Untuk perikanan, kegiatan usaha yang dibiayai adalah
budi daya rumput laut, nelayan tangkap, dan pengepul ikan. Dari
2.225 anggota BMT, yang mempunyai mata pencaharian sebagai
nelayan ada 162 orang, terdiri dari tiga kelompok, dan semua
tidak mendapatkan bantuan maupun fasilitas dari pemerintah.
Nelayan pemilik kapal yang menjadi nasabah BMT-NU biasanya
memerlukan dana untuk pembelian BBM dan jaring, sedangkan
para istri ABK biasanya memerlukan dana untuk dagang ikan.
Dana yang disalurkan untuk nelayan perorangan berkisar antara
Rp5-Rp30 juta, sedangkan untuk kelompok nelayan berkisar antara
Rp40-Rp80 juta, tergantung jumlah anggota. BMT juga pernah
menyalurkan pembiayaan kepada pengepul ikan teri senilai Rp130
juta dengan akad pengembalian angsuran pinjaman tiap empat
bulan, sedangkan jasa pinjaman dibayarkan setiap bulan.

Penyaluran dana dilakukan dengan akad syariah seperti mzu-

rabahab (jual beli barang), mudharabah (bagi hasil), musyarakah
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(perserikatan modal), gardhul hasan (pinjaman kebajikan) serta
rahn (gadai emas). Yang sangat menarik adalah bahwa sekitar 80%
akad BMT-NU adalah gardhul hasan. Padahal, menurut definisi,
qardhul hasan adalah pinjaman tanpa mengharapkan balas jasa apa
pun. Ternyata, para peminjam selalu memberikan balas jasa dengan
besar antara 0,2% hingga 1,8% per bulan sehingga terbangun
mekanisme subsidi silang. Usaha nasabah yang lancar memberikan
jasa yang lebih banyak dibandingkan yang kurang lancar’ Ada
fenomena menarik dari transaksi dengan akad qardhul hasan ini.
Para nelayan yang mempunyai stereotype sebagai penipu, nakal,
susah diatur, dan lain-lain ternyata juga memahami makna balas
budi seperti kebanyakan orang yang lain. Meskipun pihak BMT
tidak menentukan besarnya balas jasa, ternyata para nelayan juga
bisa berlaku adil dan jujur dengan memberikan balas jasa pinjaman
sesuai dengan kemajuan usaha mereka. Kuncinya adalah karena ada
upaya dari pihak BMT untuk membangun hubungan emosional
dengan para nelayan melalui kunjungan silaturahmi dan melaku-
kan pengajian tentang ekonomi syariah secara periodik. Ikatan
emosional juga dibangun melalui pendekatan secara personal dan
pendampingan usaha. Setiap bulan juga dilakukan pertemuan rutin
guna membangun networking antar-anggota/nasabah BMT-NU
Gapura. Syarat untuk mendapatkan pinjaman atas pembiayaan
juga sederhana, yaitu menjadi anggota BMT dengan membayar
simpanan pokok Rp20 ribu dan simpanan wajib Rp15 ribu. Setelah
itu, calon nasabah cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP). Setelah dilakukan survei lokasi, sekitar satu hingga dua
pekan dana dapat dicairkan dengan syarat suami dan istri harus
datang ke kantor BMT untuk menandatangani kontrak.

> Hasil wawancara dengan Pengurus BMT-NU Kecamatan Gapura, Kabupaten
Sumenep
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Selain itu, dalam memberikan pembiayaan, BMT juga men-
syaratkan 3C dan 1S, yaitu karakter calon peminjam (character),
jaminan (collateral), dan kemampuan membayar (repayment capacity)
yang dilihat dari prospek usaha nasabah serta dana tersebut diman-
faatkan untuk kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam (syariah).
Yang juga menarik dari BMT-NU Gapura ini adalah bahwa sampai
saat ini belum ada kredit macet. Yang ada hanyalah kredit yang
menunggak atau belum terbayar sesuai dengan jadwal. Itu pun
besarnya hanya 0,2% dari seluruh pinjaman yang disalurkan.

Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Perbankan

Lembaga pembiayaan formal lain yang menjadi mitra usaha nelayan
adalah BRI. Di antara bank-bank umum lain seperti Bank Mandiri,
BCA, dan BNI, BRI mempunyai jangkauan pelayanan terluas sam-
pai ke desa-desa. Tampaknya karena faktor keterjangkauan inilah
yang menjadi salah satu penyebab BRI relatif banyak mempunyai
nasabah nelayan dibandingkan bank-bank umum lain.

Hasil wawancara dengan Kepala BRI Unit Kalianget, Kabupaten
Sumenep, memperlihatkan bahwa BRI pernah memberikan kredit
kepada nelayan pada 2000-2002 di daerah Balasan, Kecamatan
Talangu. Namun, sekitar 95% kreditnya mengalami kemacetan
karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor
internal BRI berupa pengalaman dalam memberikan kredit kepada
nelayan kurang dan belum kenal situasi serta kondisi lapangan. Fak-
tor eksternal adalah produksi ikan menurun dan karakter nelayan
yang cenderung tidak baik seperti kejujuran yang rendah. Sejak
2008, BRI Unit Kalianget menyalurkan KUR untuk nelayan Kem-
beng dan Padikan guna membiayai pembelian perahu-perahu kecil
dan peralatan tangkap. Kredit disalurkan kepada individu nelayan,
bukan pada kelompok, karena, “Kalau pakai ketua kelompok pasti
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hancur”.* Sering kali dana kelompok disalahgunakan oleh ketua
kelompok. Kredit untuk nelayan memang paling berisiko, terutama
pada saat musim angin barat (September—Maret) yang berombak
besar dan menyebabkan nelayan tidak bisa melaut. Biasanya, mulai
April atau Mei nelayan bisa melaut lagi sehingga hasilnya bisa untuk
membayar angsuran secara dobel, yaitu membayar angsuran dua
kali lipat untuk menggantikan keterlambatan pembayaran angsuran
akibat tidak melaut. Untuk menekan risiko kredit macet, BRI
mensyaratkan nasabah mempunyai KTP asli agar data bisa di-enzry.
Untuk mengenal karakter calon nasabah nelayan, BRI bekerja sama
dengan para Kepala Desa karena mereka dianggap mengetahui
lebih baik terhadap karakter warganya yang akan menjadi calon
nasabah. Selain itu, BRI juga memiliki informan yang biasanya
adalah tetangga nasabah nelayan atau key person yang dianggap
memahami perilaku dan perkembangan usaha nelayan. Key person
yang dapat dijadikan informan biasanya beberapa warung pracangan
yang sering dijadikan tempat belanja nelayan atau warung kopi yang
dijadikan tempat berkumpul nelayan setempat. Kepala BRI Unit
dan petugas lapangan juga berkewajiban untuk turun ke lapangan
guna melakukan pembinaan terhadap nelayan dan monitoring
terhadap perkembangan usaha mereka setiap tiga bulan. Untuk
mengurangi risiko kredit bermasalah, petugas lapangan pada tiap
akhir pekan menagih pinjaman kepada nasabah atau jemput tagi-
han. Selain itu, BRI juga ada keharusan untuk melakukan mapping
atau pemetaan potensi pasar. Masalah kredit tunggakan angsuran
sering terjadi karena uang hasil tangkapan masuk ke pengepul dulu
sehingga BRI tidak menjadi prioritas utama bagi nelayan dalam
pengembalian utang. Sekarang ini, ada delapan orang peminjam
dari nelayan dengan nilai pinjaman Rp30—Rp50 juta dalam jangka
waktu maksimal dua tahun. Sekarang juga ada 150 orang nasabah

4 Wawancara dengan Kepala Unit BRI Kalianget,13 September 2011
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Kupedes, tapi 60% di antaranya merupakan petani rumput laut.
Komposisi kredit yang diberikan oleh BRI Unit Kalianget di daerah
Ngubeng, Kecamatan Pasongsongan adalah 30% untuk nelayan,
50% untuk pedagang dan pracangan serta 20% untuk pengrajin.
Nilai pinjaman berkisar antara Rp3—Rp7,5 juta. Cara mengangsur
pinjaman pada BRI sangat fleksibel, bisa bulanan, tiga bulan, enam
bulan atau tahunan, tetapi belum ada yang memakai sistem harian.

POLA PEMBIAYAAN NELAYAN TANGKAP

Ada dua pola pembiayaan untuk nelayan tangkap, yakni pem-
biayaan non-formal dan formal.

Pola Pembiayaan Non-Formal

Hasil investigasi di daerah Pasongsongan, Sumenep, memperli-
hatkan bahwa pemilikan kapal nelayan tradisional diperoleh dengan
beberapa cara, seperti warisan dari orang tua, kredit perbankan
dengan back-up agunan sertifikat rumah atau tanah, dan hasil
kerja sama dengan pemodal individual seperti pengepul ikan atau
orang kaya. Sementara itu, peralatan tangkap, selain bisa diperoleh
melalui kredit perbankan, bisa juga didapat dari bantuan program
pemerintah, baik yang bersifat hibah maupun dana bergulir. Ada-
pun pengadaan kapal atau perahu secara tradisional di beberapa
daerah dapat dilakukan dengan cara perserikatan modal (capital
sharing), beberapa orang secara bersama membeli seperangkat kapal
untuk dioperasikan dan hasilnya dibagi berdasarkan modal yang
ditanamkan. Pola pengadaan kapal di Pasongsongan juga ada yang
dilakukan secara berserikat. Akan tetapi, skemanya sedikit berbeda.
Misalnya, seorang nelayan atau anak seorang pemilik kapal telah
berhasil menabung dalam bentuk emas senilai Rp250 juta atau

separuh harga kapal (harga 1 kapal 15 GT sekitar Rp500 juta)
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maka ABK tersebut bisa bekerja sama dengan pemilik modal seperti
pengepul atau juragan darat dengan proporsi modal 50% : 50%.
Dengan demikian, nelayan dan pengepul masing-masing setor dana
Rp250 juta untuk membeli kapal yang diinginkan. Selanjutnya,
kapal dioperasikan oleh nelayan dengan sistem bagi hasil 50% :
50% dari hasil penjualan ikan setelah dipotong hak ABK. Artinya,
setiap hasil penjualan ikan setelah dipotong hak ABK, sisanya dibagi
dua antara nelayan dan pengepul. Sistem kepemilikan kapal seperti
ini disebut MACAR.

Alternatif kedua dalam pemilikan kapal adalah sebagai berikut.
Misalnya nelayan telah mempunyai tabungan emas atau sapi se-
nilai Rp250 juta maka untuk menutup kekurangan yang Rp250
juta lagi nelayan bisa meminjam dana kepada pengepul. Pengepul
berhak memperoleh 10% dari hasil penjualan ikan sebagai jasa atas
pinjaman yang diberikan. Misalnya, dari hasil tangkapan diperoleh
10 ton ikan maka pengepul mendapatkan 1 ton sebagai kompensasi
atas pinjaman. Sisanya, 9 ton dibagi dua, separuh untuk pemilik
kapal dan separuh lagi untuk pengepul sebagai angsuran pokok
pinjaman. Hak pengepul akan terus diperoleh sampai pokok
pinjaman Rp250 juta lunas.

Pola pembiayaan nelayan non-formal secara rinci dapat di-
jelaskan sebagai berikut:

a. Nelayan kecil pada umumnya hanya bisa membeli kapal bekas
untuk pertama kali memiliki kapal atau sharing modal untuk
membeli perahu baru.

b.  Trust/kepercayaan sebagai prinsip dasar kerja sama antara calon
pemilik perahu dan pemodal/pemilik perahu. 7rust tersebut
bisa dibangun karena ada hubungan kekerabatan dan atau
saling mengenal atau networking dalam waktu yang relatif
lama.
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Jurumudi dengan penghasilan yang cukup, memungkinkan
untuk memiliki kapal bekas (sudah terpakai sekitar 10 tahun)
dari juragan darat yang ingin mengalihkan kepemilikan kapal-
nya. Modal bisa juga diperoleh dari pedagang, kerabat, atau
menjual aset. Anak Buah Kapal (ABK) yang rajin menabung
dan pandai mengelola ekonomi rumah tangga juga ada yang
berhasil memupuk modal awal sebagai prasyarat untuk mem-

beli kapal bekas.

Pembayaran kapal dilakukan secara angsuran yang jumlah dan

jangka waktunya relatif fleksibel, sesuai dengan kemampuan

nakhoda/ABK.

Tidak diperlukan agunan berupa sertifikat tanah, BPKB, atau
yang lain, tetapi diperlukan jaminan pemasaran hasil ke pe-
modal/pedagang, atau ada prinsip reciprocity/timbal balik.

Ada uang muka atau modal awal yang cukup tabungan dari

hasil penangkapan atau sumber lain.

Pola Pembiayaan Nelayan dari Lembaga Keuangan Per-
bankan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan saat mengajukan

pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan, sebagai berikut.

a. Harus ada modal awal untuk membeli kapal minimal 30%
dari harga kapal.

b.  Usaha sudah harus berjalan dengan baik untuk suatu periode ter-
tentu, minimal 2 tahun (guna melihat cash-flow) dan prospek
usaha.

c.  Agunan adalah syarat mutlak untuk pinjaman di atas plafond
KUR.

d. Nelayan harus mempunyai #ack record karakter pribadi yang
baik.
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e. Angsuran bulanan merupakan harga mati yang telah ditentu-
kan oleh Bank Indonesia sehingga merupakan prasyarat mutlak
yang harus dipenuhi oleh pihak nelayan. Agar bisa mengangsur
pinjaman secara bulanan sewaktu panen, nelayan diharap-
kan dapat menabung dalam jumlah banyak sehingga dapat
digunakan untuk membayar angsuran pada waktu paceklik.
Alternatif lain, jika penghasilan nelayan tidak teratur maka
pihak perbankan bersedia mengucurkan kredit/pembiayaan jika
nelayan mempunyai usaha tambahan di luar penangkapan ikan
dan penghasilannya bersifat rutin sehingga dapat diandalkan
untuk pengembalian pinjaman secara periodik/bulanan.
Misalnya, sumber penghasilan utama adalah nelayan tangkap,
sedangkan sumber penghasilan tambahan adalah petani kelapa
sawit, pengelola hasil hutan, pedagang, dan lain-lain.

f.  Pembiayaan untuk nelayan akan lebih efektif jika tidak meng-
gunakan mekanisme pasar murni, tetapi harus ada intervensi
dari pemerintah dalam bentuk bantuan subsidi bunga asuransi
dan lain-lain.

g. Pinjaman kepada nelayan bersifat dua tahap (rwo steps loan):

+  Bank — BPR — Nelayan

+  Bank - BMT — Nelayan

+  Bank — Kosipa — Nelayan

+  Bank — Pegadaian — Nelayan

«  Bank Cabang — Bank Unit — Nelayan

MODEL-MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Keseluruhan bahasan tentang penelitian empiris di atas menunjuk-
kan bahwa market failure dan government failure telah mendorong
ditemukannya metode yang tepat untuk memberdayakan sekelom-
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pok masyarakat yang terpinggirkan karena tidak tersentuh pasar
dan kebijakan pemerintah.

Ada beberapa pola atau model pemberdayaan masyarakat,
seperti Community Based Development (CBD), Grameen Bank,
Zakat Produktif, Baitul Maal wat Tamwil atau Koperasi Jasa
Keuangan Syariah, Modal Ventura, Inkubator Bisnis, dan lain-lain.
Berikut akan disajikan secara singkat beberapa model pemberdayaan
masyarakat tersebut.

Model Grameen Bank

Prinsip-prinsip yang dianut Grameen Bank menurut Suharto

(1989), di antaranya sebagai berikut.

a. Hanya orang yang sangat miskin dan memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan oleh pihak Bank yang dapat menjadi nasabah
dan memperoleh pinjaman.

b. Pinjaman diberikan tanpa agunan atau penjaminan.

c. Prosedur pinjaman dibuat sederhana.

d. Pinjaman diberikan untuk kegiatan produktif.

e. Pinjaman yang diberikan relatif kecil dengan angsuran setiap

pekan selama satu tahun.

f. Peminjam diorganisasikan dalam kelompok yang terdiri dari 5
orang.

g. Pinjaman diberikan secara berurutan dengan formula 2-2-1,
yaitu dimulai dari 2 orang anggota yang paling membutuhkan,
kemudian disusul oleh dua orang anggota lain serta 1 orang
untuk yang terakhir.

h. Dilakukan pendampingan dan pengawasan dalam penggunaan

pinjaman.
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i. Peminjam diberi kemungkinan meminjam kembali setelah pin-

jaman lunas.

j. Setiap pinjaman dipotong 5% untuk dana tabungan kelompok

dan tidak dapat ditarik kembali.

k. Dana darurat disisihkan sebanyak 25% dari bunga pinjaman
yang sudah dibayar dan didepositokan. Ini merupakan dana
untuk asuransi terhadap kemacetan pinjaman, kematian, cacat

tubuh, dan kecelakaan.

. Bunga pinjaman sebesar 16-24% ditarik menjelang akhir masa

pinjaman sebagai dua angsuran terakhir.

m. Sejumlah kelompok di desa yang sama, terdiri dari 6 sampai
8 kelompok, mengadakan rapat kelompok setiap akhir pekan,

dinamakan rapat pasar atau center.

n. Semua transaksi Grameen Bank dengan anggota kelompok
dilaksanakan pada waktu rapat pusat. Petugas Grameen Bank
menghadiri rapat tersebut untuk menerima angsuran pinjaman,
menghimpun Dana Tabungan Kelompok dan Dana Darurat
untuk disimpan di bank.

Berdasarkan empat belas prinsip Grameen Bank yang telah ter-
bukti berhasil memberdayakan kaum ibu di pedesaan di Bangladesh
dan beberapa negara lain itu, model ini kemungkinan besar sangat
cocok untuk memberdayakan masyarakat nelayan di lapisan paling
bawah seperti para istri anak buah kapal (ABK) yang bekerja sebagai
pedagang, pengolah ikan, dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman
empiris dari replikasi model Grameen Bank di Blitar dan Malang
(Zain, 1998), model ini memang cocok untuk memberdayakan
perempuan miskin di pedesaan, tetapi kurang cocok untuk kaum
laki-laki dan atau perempuan miskin di perkotaan.
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Model ini juga kurang cocok untuk perempuan di pedesaan
yang tidak miskin. Agar model ini dapat diaplikasikan dengan
sukses untuk kaum ibu dari kalangan masyarakat nelayan miskin
maka persyaratan yang mesti dipenuhi adalah bahwa keseluruhan
prinsip Grameen Bank tersebut harus diterapkan secara konsisten.
Kalau tidak demikian dan ternyata replikasi model kurang sukses
atau bahkan gagal maka kesalahan tidak terletak pada model
Grameen Bank melainkan karena tidak diterapkan secara utuh
dengan berpegang teguh pada keseluruhan prinsip yang ada.

Pola Pembiayaan Syariah untuk Pengadaan Kapal
Nelayan

Ada beberapa pola pembiayaan syariah yang kemungkinan bisa di-
terapkan untuk pemberdayaan nelayan. Kelayakan pola pembiayaan
syariah berikut masih bersifat deduktif dan perlu didiskusikan
dengan para praktisi perbankan syariah serta lembaga keuangan
syariah lain.

Qardhul Hasan (pinjaman kebijakan). Pihak bank memberikan
pinjaman kepada nelayan untuk membeli kapal, kemudian pihak
nelayan mengangsur utangnya selama jangka waktu tertentu,
ditambah imbal jasa seikhlasnya kepada pihak perbankan. Akad
ini terbukti bisa diterapkan oleh BMT-NU, meski dalam jumlah
pinjaman yang relatif kecil. Skema ini belum pernah diuji coba
dalam jumlah yang cukup besar seperti untuk pengadaan kapal
yang nilainya bisa mencapai Rp500 juta atau lebih.

Murabahah (jual beli). Pihak bank membeli kapal, kemudian
dijual kepada nelayan secara tunai seharga nilai pembelian plus
margin keuntungan bagi pihak perbankan. Skim ini jelas tidak
mungkin bisa dilaksanakan mengingat nelayan kecil tidak punya
uang senilai harga kapal. Namun, sangat mungkin bisa dilaksanakan
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untuk pembiayaan nelayan yang telah memenuhi standar minimal
tertentu.

Bay Bithaman Ajil. Pihak bank membeli kapal sesuai dengan
kriteria yang diinginkan nelayan, kemudian kapal tersebut dijual
kepada nelayan tapi dibayar dengan cara mengangsur selama jangka
waktu tertentu. Nilai total yang diangsur sebesar harga beli kapal
plus margin keuntungan yang disepakati antara nelayan dengan
pihak perbankan syariah. Akad semacam ini biasanya masih disertai
dengan agunan dan modal awal dari nelayan sebesar 30% dari nilai
kapal. Akad ini kemungkinan bisa diterapkan, mengingat bahwa
akad semacam ini telah menjadi tradisi nelayan. Agar akad ini
lebih operasional maka dibutuhkan fleksibilitas dalam mengangsur
harga pokok kapal, yang tidak harus bersifat bulanan melainkan
disesuaikan dengan ritme atau pola penerimaan nelayan. Sementara
itu, angsuran margin keuntungan bagi bank dapat dibayarkan secara
periodik tiap bulan.

Mudbarabah. Pihak perbankan membeli kapal dan peralatan
tangkap atas nama bank, kemudian diserahkan kepada nelayan,
baik individual maupun kelompok, untuk dikelola. Nelayan akan
mencari ABK untuk mengoperasikan kapal. Hasil penjualan ikan
setelah dipotong biaya operasional dibagi antara nelayan dengan
pihak perbankan syariah dengan proporsi sesuai kesepakatan, mis-
alnya 70% : 30% atau 60% : 40% masing-masing untuk pihak
perbankan syariah dan nelayan. Kesepakatan seperti itu akan terus
berlanjut sampai dengan habis nilai ekonomi kapal. Bila terjadi
musibah atas kapal tersebut maka musibah itu menjadi risiko pihak
perbankan syariah. Agar akad ini dapat terlaksana maka pihak
perbankan harus sangat selektif dalam memilih nelayan yang akan
menjadi mitra kerjanya. Selain itu, pihak perbankan juga harus
menyediakan tenaga pendamping untuk melakukan monitoring
terhadap kegiatan usaha nelayan secara periodik dan terus menerus
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selama proyek kerja sama masih berjalan. Akad ini kemungkinan
bisa diterapkan, tetapi nelayan tidak akan pernah memiliki kapal
sendiri.

Musyarakah. Pihak perbankan dan pihak nelayan sama-sama
memberikan kongsi modal untuk membeli kapal dan dikelola se-
cara bersama dengan sistem berbagi hasil dan berbagi risiko sesuai
dengan pangsa modal masing-masing, misalnya 70% : 30% untuk
perbankan dan nelayan. Akad ini dapat dikatakan sama dengan
pembentukan perseroan terbatas. Dengan demikian, bila ada un-
tung atau rugi akan dibagi sebanding dengan modal yang disetor.
Akad ini kemungkinan bisa diterapkan karena tidak diperlukan
agunan dari pihak nelayan, hanya perlu modal disetor, catatan
administrasi keuangan yang rapi dari pihak nelayan. Dalam hal ini,
pihak perbankan selaku mitra pemilik saham dapat memberdayakan

nelayan melalui pelatihan.

ljarah. Perbankan Syariah membeli kapal lengkap dengan
peralatan tangkap, kemudian disewakan kepada nelayan dengan
tarif yang disepakati bersama. Akad ini kemungkinan bisa jalan,
tetapi nelayan tidak akan pernah memiliki perahu tersebut karena
akan terus menerus menjadi penyewa perahu milik bank.

Musyarakah Mutanaqisah. Perbankan Syariah dan nelayan
membeli kapal dengan kongsi modal, misalnya 90% : 10%. Dengan
demikian, kapal tersebut menjadi milik perbankan, sedangkan
proporsi pemilikan nelayan sangat kecil, yaitu 10%. Selanjutnya,
kapal tersebut diserahkan kepada nelayan untuk dikelola bersama
dengan pihak perbankan. Keuntungan penjualan ikan setiap kali
melaut dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan proporsi kontribusi
modal masing-masing. Bila nelayan menyetor keuntungan kepada
perbankan lebih dari 90% (misalnya 95%) maka kelebihan setoran
tersebut dianggap sebagai tambahan kontribusi modal nelayan.
Demikian seterusnya setiap ada setoran keuntungan yang melebihi
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kewajiban, diperhitungkan sebagai penambahan porsi modal ne-
layan dalam perserikatan tersebut. Misalnya, porsi modal antara
kedua pihak telah berubah menjadi 50% : 50% maka keuntungan
yang berhak diterima oleh perbankan juga hanya 50%, bukan 90%
lagi. Demikian seterusnya sampai kepemilikan kapal 100% menjadi
hak nelayan. Akad ini kemungkinan besar bisa diterapkan karena
nelayan hanya memerlukan sedikit modal pada awal kerja sama
dan secara bertahap kepemilikannya akan semakin besar dan pada
akhirnya kepemilikan kapal 100% menjadi hak nelayan.

PENUTUP

Aksesibilitas nelayan tangkap terhadap kredit pengadaan kapal dari
perbankan formal yang relatif kecil merupakan salah satu indikasi
bahwa telah terjadi kegagalan pasar (marker failure) dalam sistem
perbankan.

Realitas yang terjadi di lapangan adalah bekerjanya prinsip-
prinsip sosial capital atau modal sosial sebagai alternatif bagi ne-
layan dalam pemilikan kapal secara tradisional berbasis bagi hasil.
Prinsip-prinsip modal sosial tersebut adalah zrust, reciprocizy, dan
networking. Kegagalan pasar juga menjadi salah satu dasar perlunya
pemerintah campur tangan langsung dalam kegiatan usaha nelayan
melalui berbagai bentuk seperti bantuan langsung berupa perahu
dan atau peralatan tangkap, penyediaan infrastruktur ekonomi
dan sosial seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta Koperasi
Nelayan. Kegagalan pasar yang menyebabkan kecilnya akses nelayan
terhadap permodalan dari perbankan, dimanfaatkan dengan baik
oleh Lembaga-Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti
Pengadaian, Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa), dan Baitul Mal
wat Tamwil (BMT). Namun, pembiayaan yang diperoleh nelayan
dari LKBB pada umumnya baru sebatas untuk pemenuhan modal
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kerja. Pembiayaan ini belum menjangkau modal investasi, terutama
untuk pengadaan perahu dan peralatan tangkap. Modal investasi
nelayan pada umumnya diperoleh dari usaha sendiri dari berbagai
sumber, seperti menjual aset, warisan, menabung, dan bekerja
keras serta patungan dengan pemodal individual. Akses nelayan
terhadap pembiayaan modal investasi dari perbankan mulai terbuka
jika usaha nelayan telah memenuhi skala usaha tertentu, misalnya
mempunyai perahu 2 atau 3 unit sehingga memenuhi kriteria
kelayakan kredit berupa capital, collateral, capacity, character, dan
condition (5C).

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah aksesibilitas
nelayan terhadap pembiayaan dapat ditingkatkan secara berlapis.
Untuk lapisan (strata) terbawah seperti keluarga Anak Buah Kapal
(ABK) dapat diberdayakan melalui bank pedesaan model Grameen
Bank. Untuk lapisan kedua yang terdiri dari para nakhoda dapat
diberdayakan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
seperti Koperasi Nelayan dan Baitul Mal wat Tamwil. Lapisan
ketiga yang terdiri dari para nelayan kecil pemilik perahu berukuran
kurang dari 15 GT dapat diberdayakan melalui Bank Perkreditan
Rakyat, Pegadaian, dan Bank Umum Tingkat Unit. Untuk lapisan
keempat yang terdiri dari para pelayan pemilik beberapa perahu
berukuran lebih dari 15 GT dapat diberdayakan melalui Bank
Umum atau Bank Komersial, baik bank konvensional maupun
bank syariah.

Saran yang dapat diberikan adalah mengingat pola bagi hasil
telah menjadi tradisi dalam kehidupan nelayan tangkap maka secara
deduktif akad ekonomi syariah yang juga berprinsip bagi hasil dapat
diterapkan untuk nelayan. Di antara akad-akad bisnis ekonomi
syariah yang mempunyai peluang untuk dapat diterapkan pada
pembiayaan nelayan tangkap berturut-turut adalah (1) musyarakah
mutanaqisab; (2) musyarakah; (3) bay bithaman ajil; (4) murababab;
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dan (5) qardhul hasan. Sementara, akad mudharabah dan ijarah
kurang sesuai karena tidak memungkinkan bagi nelayan untuk
memiliki kapal. Namun, kelayakan operasional akad-akad bisnis
ekonomi syariah lain masih harus diuji lebih mendalam, baik secara
deduktif maupun induktdif, terhadap pihak perbankan dan nelayan
serta stakeholder lain.
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IMPLIKASI DAN SOLUSI
KEBIJAKAN ATAS PEMBIAYAAN
NELAYAN
Mochammad Nadjib

PENGANTAR

Artikel yang mengulas latar belakang dan permasalahan pembiayaan
nelayan di daerah penelitian Pasongsongan (Sumenep-Madura),
telah diungkapkan secara komprehensif dalam rangkaian artikel di
buku ini. Tulisan berikut akan berusaha mencari “benang merah”
agar mampu “menjahit” rangkaian mozaik artikel ke dalam suatu
kesatuan yang utuh. Diharapkan dari rangkaian artikel yang telah
terjahit utuh, akan mampu diungkap implikasi dari kebijakan yang
telah dilakukan pemerintah selama ini berkaitan dengan kurang
terakomodasinya akses nelayan untuk mendapatkan kredit dari
lembaga keuangan formal berbiaya murah. Selain itu, disarankan
pula solusi alternatif kelembagaan pembiayaan yang cocok dan
sesuai dengan karakter budaya ekonomi masyarakat nelayan.

Sebagaimana telah diungkap oleh Mochammad Nadjib di bab
awal tulisan bahwa salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi
oleh subsektor perikanan tangkap adalah nyaris tertutupnya akses
permodalan dari lembaga keuangan formal. Untuk menanggulangi
kebutuhan akan modal maka nelayan terpaksa mencari alternatif
pembiayaan dari lembaga keuangan non-formal berbasis bunga
mahal. Untuk memahami permasalahan itu, satu pertanyaan pene-
litian yang menjadi pijakan awal dari rangkaian tulisan ini adalah
mengapa tidak ada regulasi kebijakan untuk memunculkan skim
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kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal khusus
untuk usaha rakyat subsektor perikanan tangkap. Padahal, penang-
kapan ikan merupakan usaha padat modal dibandingkan dengan
usaha sektor pertanian pada umumnya. Dibutuhkan dana relatif
besar untuk pengadaan perahu, jaring, mesin perahu, dan biaya

operasional.

Tidak adanya regulasi kebijakan perbankan atau lembaga pem-
biayaan formal lain berbasis bunga murah bagi masyarakat nelayan,
menyebabkan subsektor perikanan tangkap semakin terpinggirkan.
Rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian
Ekonomi LIPI' di berbagai komunitas nelayan memunculkan
pandangan bahwa nelayan menganggap dirinya diperlakukan
sebagai “anak tiri” dibandingkan dengan kelompok masyarakat
lain, khususnya petani, yang lebih banyak menerima skim kredit
pemerintah. Penyebab utama bank tidak menyalurkan kredit dan
pembiayaan kepada komunitas nelayan skala kecil karena sifat
usaha tidak pernah stabil, hasilnya tidak pasti, dan penuh spekulasi.
Usaha ini tidak bisa memberikan penghasilan yang jelas dan teratur.
Selain itu, nelayan tangkap juga tidak mempunyai aset yang dapat
dijadikan agunan untuk lembaga perbankan atau lembaga keuangan
formal. Pertanyaannya, kalau nelayan dianggap kurang mampu
mengembalikan kredit dari lembaga keuangan formal secara teratur,
mengapa sampai saat ini lembaga keuangan non-formal tradisional
masih bersedia memberi pinjaman dan pembiayaan kepada nelayan?
Di satu sisi kegiatan nelayan tangkap dianggap tidak bankable,
tetapi di sisi lain kegiatan tersebut ternyata layak dibiayai sektor
non-formal berbasis bunga mahal. Dengan demikian, usaha nelayan

! Lihat rangkaian penelitian tentang Strategi Pengembangan Desa Nelayan Terting-
gal, dari tahun 1998-2001 serta penelitian tentang Pengembangan Potensi Ekonomi
Perikanan Tangkap, yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI
dari tahun 2007-2008.
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tangkap skala kecil sebenarnya layak memperoleh permodalan,
tetapi diperlukan model pembiayaan yang sesuai dengan karakter-
istik usaha mereka dan tidak bersifat eksploitatif.

MENCARI “BENANG MERAH” KEBIJAKAN
Kebijakan Pemerintah

Berbagai kebijakan memang telah banyak dibuat untuk menye-
jahterakan kelompok masyarakat nelayan. Kebijakan-kebijakan
tersebut bahkan telah diadakan sejak pemerintahan Hindia Belanda
sekitar pertengahan abad ke-19 sampai sekarang ini.

Meskipun telah banyak dibuat kebijakan yang berusaha mema-
jukan masyarakat nelayan, ketidakpahaman pemerintah terhadap
masyarakat nelayan masih saja terjadi. Pemerintah telah menyadari
bahwa sejauh ini belum ada sistem pembiayaan yang sesuai untuk
subsektor perikanan tangkap. Ketiadaan sistem pembiayaan yang
mapan tampaknya bersumber dari kesalahan dalam memahami
masyarakat nelayan.

Kesalahan pertama adalah kekurangtepatan dalam mengatego-
risasikan masyarakat nelayan sehingga pengertian nelayan meliputi
pula kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan ne-
layan. Dilihat dari budaya ekonomi, meskipun bergerak di sektor
perikanan dan berorientasi laut, subsektor budi daya ikan dan
rumput laut bukan termasuk dalam kategorisasi nelayan. Mereka
lebih tepat dikategorisasikan sebagai “pembudidaya” atau petani.

Kesalahan kedua adalah pemahaman yang menyamakan budaya
ekonomi nelayan dengan petani. Budaya ekonomi nelayan berbeda
jauh dan sangat kontras dibandingkan dengan petani. Jenis usaha
yang berbeda dari kedua komunitas tersebut telah berpengaruh ter-
hadap perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi petani dipengaruhi oleh
proses produksi pertanian yang didasarkan atas perhitungan yang
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rumit dan penuh kehati-hatian serta keteraturan sehingga mereka
tidak atau kurang berani berspekulasi. Etika petani dalam meng-
hadapi masalah dikenal dengan etika yang mengutamakan selamat
atau etika subsistensi (Scott, 1976). Sebaliknya, perilaku ekonomi
nelayan dipengaruhi oleh ketidakpastian hasil, ketidakteraturan,
dan risiko yang besar dalam penangkapan ikan sehingga perilaku
ekonominya penuh spekulasi dan ketidakteraturan. Etika nelayan
dalam menghadapi masalah dikenal dengan etika pemerataan risiko
(Masyhuri, 2000).

Jika kebijakan pembangunan untuk masyarakat nelayan disa-
makan dengan petani maka program-program pengembangan usaha
untuk masyarakat nelayan kurang optimal. Kegagalan skim kredit
perbankan kepada usaha perikanan tangkap skala kecil yang terjadi
selama ini tampaknya berpangkal pada penerapan model skim
yang dikembangkan untuk petani. Padahal, karaketeristik perilaku
ekonomi nelayan berbeda jauh dan kontras dengan petani. Dari
segi dana, jumlah dana yang dikucurkan terlalu sedikit. Mungkin
jumlah tersebut relatif cukup untuk usaha pertanian, tetapi terlalu
sedikit untuk usaha penangkapan ikan yang padat modal. Selain
itu, nelayan dituntut untuk memenuhi persyaratan sebagaimana
yang diterapkan kepada petani, yaitu harus memiliki agunan,
mengangsur pengembalian kredit secara teratur, dan sebagainya.
Padahal, pola budaya ekonomi nelayan adalah penuh risiko dan
ketidakpastian (risk and uncertainty). Oleh karena itu, seharusnya
persyaratan kredit untuk nelayan mengikuti pola budaya mereka
yang “tidak pernah pasti” dan “tidak pernah teratur”. Aset nelayan
seperti perahu, peralatan tangkap, dan kadang-kadang rumah jarang
yang bersertifikat sehingga tidak bisa dijadikan sebagai agunan.

Berhasil tidaknya pengembangan sistem pembiayaan formal
untuk nelayan antara lain ditentukan oleh berhasil tidaknya
menghilangkan kesalahpahaman antara masyarakat nelayan dengan
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petani. Kesalahan semacam ini lebih sering mengakibatkan program
pembiayaan yang dilakukan pemerintah gagal. Zarida dan Hidaya-
tina, dalam bab 2 dan 3, mengungkapkan kasus yang pernah terjadi
di Sumenep pada 2003-2006. Dalam kasus tersebut, pemerintah
melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat bekerja sama
dengan bank terpilih mengembangkan program penguatan modal
kepada masyarakat nelayan. Ditetapkan bunga sebesar 6% setahun
dan nelayan diwajibkan mengangsur utang mereka setiap bulan
secara teratur. Namun, hampir semua kredit yang disalurkan macet.
Ketika petugas mencari nelayan peminjam, mereka tidak dapat
diketemukan karena sedang andun, mencari ikan di tempat lain
dan menetap di daerah tersebut sampai beberapa bulan. Kegagalan-
kegagalan ini menyebabkan pemerintah, terutama perbankan, eng-
gan menyalurkan kredit kepada nelayan penangkap ikan. Akibatnya,
paket kredit usaha rakyat (KUR) hanya disalurkan semata-mata
untuk “nelayan” budi daya, khususnya budi daya rumput laut.
Alasannya, usaha nelayan budi daya rumput laut bersifat menetap
dan memiliki pendapatan teratur sehingga lebih mudah dikontrol
dan dapat mengembalikan angsuran kredit secara teratur.

Kebijakan Lembaga Keuangan Formal

Dari perspektif lembaga pembiayaan formal dan perbankan konven-
sional, nyaris tidak ada yang membiayai subsektor perikanan tang-
kap. Padahal, filosofi perbankan adalah tidak diskriminatif dalam
pemberian kredit. Permasalahannya adalah sifat usaha perikanan
tangkap tidak pernah stabil, hasil tidak pasti, dan penuh speku-
lasi sehingga penghasilan tidak jelas dan teratur. Ketidakteraturan
dan spekulasi yang tinggi menyebabkan aturan perbankan tidak
memungkinkan untuk membiayai subsektor perikanan tangkap.
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Firmansyah, dalam bab 4 telah mengupas secara mendalam
berbagai perspektif lembaga pembiayaan formal dan perbankan
konvensional. Hampir semua tidak berhubungan atau sedikit ber-
hubungan secara langsung dengan masyarakat nelayan. Hasil kajian
Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia tentang Pola
Pembiayaan Usaha Penangkapan Ikan Pelagis dengan Alat Tangkap
Gillnet (2008) yang dilakukan di daerah Binuangeun, Kecamatan
Wanasalam, Lebak Selatan, Banten, telah mengidentifikasi beberapa
hal yang menyebabkan lembaga keuangan formal tidak tertarik un-
tuk memberikan pembiayaan kepada subsektor perikanan tangkap.
Pertama, belum adanya skim kredit khusus untuk nelayan sehingga
kredit untuk perikanan tangkap sulit disalurkan. Kesulitan dalam
penyaluran kredit karena sektor perikanan tangkap mempunyai
volatilitas yang tinggi sehingga dianggap penuh risiko, di lain
pihak bank belum mempunyai metode khusus untuk menilai risiko
kredit subsektor perikanan tangkap. Kondisi ini membuat pihak
perbankan khawatir dan harus ekstra hati-hati dalam menyalurkan
kredit kepada nelayan. Kedua, agunan yang ditetapkan bank, sistem
dan metodenya masih mengikuti pola kredit umum. Agunan yang
diminta bank biasanya berbentuk surat tanah atau buku pemi-
likan kendaraan bermotor (BPKB), sementara perahu beserta alat
tangkap yang merupakan aset terbesar nelayan tidak bisa diterima
sebagai agunan. Pola ini jelas sangat diskriminatif dan memberatkan
nelayan karena aset terbesar nelayan yang berupa perahu beserta
alat tangkap tidak bisa menjadi agunan. Dibandingkan dengan
BPKB, boleh jadi nilai ekonomi yang dimiliki nelayan dari perahu
beserta peralatan tangkap lebih tinggi, tetapi alat-alat tersebut tidak
memiliki standardisasi yang telah diatur secara baku. Selain itu,
kebanyakan nelayan tradisional tinggal dan bermukim di tempat
yang berdekatan dengan tambatan perahu, untuk mengantisipasi pe-
rubahan cuaca mendadak yang dapat merusak aset mereka. Dengan
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demikian, areal tempat tinggal mereka adalah bibir pantai yang
dianggap ilegal sehingga tidak memungkinkan untuk disertifikatkan.

Saat ini sedang ada program terobosan dari pemerintah untuk
menanggulangi hambatan pembiayaan nelayan berupa Program
Sertifikasi Hak atas Tanah nelayan. Program ini dirancang oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Pelaksana program ini, perlu mendapat
prioritas. Mengenai asuransi kapal nelayan, kini tujuh perusahaan
asuransi swasta membentuk konsorsium asuransi penjamin kapal
nelayan supaya bisa dijadikan agunan kredit, meskipun untuk
sementara penjaminan hanya diberikan terhadap kapal ikan kayu
yang berbobot mati di atas 20 GT. Langkah itu merupakan salah
satu solusi untuk memecahkan kebuntuan akses permodalan ne-

layan ke perbankan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa masalah ketidakpastian dan
tingginya risiko usaha subsektor perikanan tangkap menyebabkan
masyarakat nelayan “jauh” dari fasilitas perbankan. Tampak ada
perbedaan tata nilai antara subsektor formal perbankan konven-
sional dengan subsektor perikanan tangkap. Di satu sisi perbankan
konvensional membutuhkan kepastian hasil yang memungkinkan
terpenuhinya kepastian angsuran sejumlah kredit dengan bunga
tetap (fixed interest), di sisi lain pola usaha nelayan sebagai pemburu
ikan menyebabkan pendapatan cenderung tidak pernah pasti (u7n-
certainty). Kadang-kadang hasilnya banyak, tetapi kadang-kadang
tidak ada hasil sama sekali. Budaya ekonomi nelayan seperti ini
sangat bertolak belakang dengan budaya ekonomi perbankan
konvensional.
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Kebijakan Penyedia Modal Informal

Dari perspektif penyedia modal informal, usaha penangkapan ikan
yang padat modal dengan pola pendapatan nelayan yang tidak
teratur telah “dimanfaatkan” oleh penyedia modal informal untuk
meraih keuntungan semaksimal mungkin. Berbagai kesempatan
yang dimiliki penyedia modal nonformal untuk nelayan dengan
pendapatan yang tidak pasti telah dikupas secara komprehensif
oleh Masyhuri dalam bab 5.

Pertama, naik turunnya jumlah hasil tangkapan memberi
kesempatan khusus kepada para penyedia modal untuk “bermain”
dalam penetapan harga ikan. Apabila hasil tangkapan ikan melim-
pah, mereka akan mematok harga serendah-rendahnya. Nelayan
terpaksa harus menjual ikan hasil tangkapan dengan harga murah,
mengingat ikan merupakan produk yang mudah busuk. Apabila
secara umum hasil tangkapan ikan sedikit, harga ikan dengan
sendirinya akan mengalami kenaikan. Meskipun demikian, para
penyedia modal tetap dapat mengendalikan harga ikan pada tataran
yang masih memberi keuntungan besar bagi mereka, mengingat
mereka telah mengikat nelayan dengan utang, baik utang untuk
perbekalan menangkap ikan, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari
pada saat sedang gagal dalam penangkapan, maupun utang untuk
perbaikan perahu atau alat tangkap.

Kedua, perilaku nelayan yang konsumtif menciptakan kondisi
khusus yang memungkinkan para penyedia modal mengoptimalkan
usaha mereka. Pola pendapatan nelayan yang tidak teratur memung-
kinkan nelayan pada suatu saat memiliki cukup banyak uang, tetapi
pada saat yang lain tidak sama sekali. Budaya ekonomi sebagai
pencari ikan memungkinkan nelayan mempunyai banyak uang pada
suatu saat sehingga perilaku ekonominya sangat konsumtif. Perilaku
ini dilandasi oleh pengelolaan sumber daya ikan yang tidak terbatas
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sehingga sewaktu-waktu dapat dieksploitasi semaksimal mungkin.
Meskipun demikian, sewaktu sedang tidak mendapatkan hasil, utang
merupakan fenomena yang dianggap wajar. Karena, sekali berhasil
menangkap ikan, seluruh utang dapat dilunasi. Dengan demikian,
fenomena sosial hubungan antara nelayan dengan penyedia modal
bersifat patron klien yang terjalin atas dasar utang piutang untuk
memenuhi kebutuhan di saat kritis. Dalam tata hubungan semacam
ini, peran penyedia modal informal yang biasanya terdiri dari
pengepul, tengkulak, dan pedagang ikan memiliki peranan yang
sangat penting karena mereka merupakan bagian dari dinamika
sosial budaya masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, lembaga ekonomi
formal yang ada sering kali merupakan bagian eksternal yang tidak
mengakar pada kultur masyarakat lokal karena keberadaannya
sering kali diintrodusir oleh kekuatan dari luar, dan aktivitas serta
pengelolaannya rata-rata berbeda dengan tradisi dan budaya yang
telah berlaku dalam komunitas nelayan. Sekiranya kelembagaan
formal dapat memahami kultur masyarakat lokal dengan pola kerja
dan pengelolaan yang sejalan dengan budaya ekonomi masyarakat
nelayan, ada kemungkinan keberadaannya diterima sebagai bagian
dari komunitas.

Rata-rata penyedia modal informal pada komunitas nelayan
adalah penduduk setempat atau penduduk sekitar yang hampir
setiap hari melakukan interaksi dengan nelayan. Interaksi yang
intensif menjadikan mereka mampu membangun hubungan per-
sonal yang bersifat kekeluargaan dengan para nelayan. Mereka tahu
cukup detail tentang keadaan usaha penangkapan ikan, tradisi, dan
kebiasaan kehidupan sehari-hari. Untuk menanam jasa baik, dalam
batas-batas tertentu, mereka setiap saat membantu nelayan yang
mengalami kesulitan. Hubungan personal yang bersifat kekeluargaan
seperti ini dimanfaatkan para penyedia modal non-formal untuk

mendukung usahanya. Umumnya, bisnis yang mereka usahakan
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sangat fleksibel, sepenuhnya menyesuaikan diri pada kondisi usaha,
perekonomian, dan kendala yang dihadapi nelayan. Dalam bisnis
seperti ini, nelayan dapat memperoleh modal pembiayaan secara
mudah dan cepat serta tanpa agunan. Adapun angsuran untuk
mengembalikan pinjaman disesuaikan dengan hasil pendapatan
nelayan yang tidak teratur.

Para penyedia modal informal ini benar-benar dapat memper-
oleh keuntungan besar dari usaha yang mereka lakukan. Sementara
itu, nelayan juga tahu dengan pasti bahwa nilai keuntungan yang
diperoleh dari kerja samanya dengan para penyedia modal in-
formal tersebut lebih kecil dibanding yang dinikmati penyedia
modal. Dengan demikian, secara ekonomi hubungan patron-klien
cenderung yang bersifat eksploitatif. Akan tetapi, di kalangan
masyarakat nelayan, eksploitasi yang terjadi cenderung lebih baik
karena mereka tidak memiliki alternatif lain dalam menghadapi
permasalahan ekonomi. Dalam pandangan nelayan, mereka tidak
dapat diklasifikasikan sebagai rentenir atau lintah darat karena

keberadaannya sangat dibutuhkan pada saat diperlukan.

PROSPEK LEMBAGA KEUANGAN YANG STRATEGIS
DALAM PEMBIAYAAN NELAYAN

Dari hasil penelitian lapangan di daerah penelitian Pasongsongan,
Sumenep, Madura, ditemukan fakta bahwa bank dan lembaga pem-
biayaan formal tidak tertarik untuk memberi pembiayaan kepada
masyarakat nelayan. Meskipun telah berdiri institusi perbankan
di daerah penelitian, kebutuhan pembiayaan nelayan rata-rata
dipenuhi oleh subsektor informal tradisional, di antaranya para
pedagang, pengepul, dan pelepas uang yang menetapkan bunga
relatif tinggi.
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Thoha, dalam bab 6, telah mengupas sejumlah lembaga
keuangan formal berbasis bagi hasil (syariah) di Sumenep yang
bertindak sebagai mitra bisnis masyarakat nelayan. Wilayah kerja
lembaga bisnis syariah ini terbatas pada komunitas nelayan tertentu
sehingga hubungan antara pengelola dengan masyarakat sangat
intens. Mereka mampu membangun hubungan emosional dengan
para nelayan melalui kunjungan silaturahmi dan pengajian ekonomi
syariah secara periodik. Ikatan emosional juga dibangun melalui
pendekatan personal dan pendampingan usaha. Setiap bulan juga
dilakukan pertemuan rutin guna membangun nefworking antar-
anggota nasabah lembaga keuangan syariah. Syarat mendapatkan
pinjaman atas pembiayaan juga sederhana, cukup menjadi anggota
dan mematuhi kewajiban sebagai anggota serta memiliki identitas
domisili berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah dilakukan
survei lokasi, sekitar satu hingga dua pekan, dana dapat dicairkan
dengan syarat suami dan istri harus datang ke kantor pengelola
untuk tanda tangan kontrak. Untuk meminimalkan risiko, lembaga
pembiayaan ini tetap mengutamakan kriteria yang menjadi pertim-
bangan bank dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan kepada
nasabah. Kriteria anggota nasabah yang paling diutamakan adalah
character (watak), capacity (kemampuan), dan condition (kondisi
lingkungan ekonomi), sedangkan dua kriteria yang berupa capital
(permodalan) dan collateral (jaminan) hanya dijadikan sebagai
penunjang.

Dalam skema pembiayaan berbagi hasil antara lembaga
pembiayaan formal dengan nelayan, pembiayaan dapat diberikan
kepada perorangan atau kelompok nelayan. Penyaluran dana di-
lakukan dengan akad syariah seperti murabahah (jual beli barang),
mudharabah (bagi hasil), musyarakah (perserikatan modal), gardhul
hasan (pinjamman kebajikan) serta rahn (gadai emas). Untuk
pembiayaan kepada kelompok nelayan, akad ditetapkan secara
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mudhbarabah. Bila akad mudharabah tidak memungkinkan karena
pencatatan kelompok kacau maka dapat dilakukan dengan akad
murabahah, yaitu akad jual beli. Akan tetapi, jika kondisi nelayan
sedang paceklik maka dapat dilakukan akad qordhul hasan, yaitu
pembiayaan kebajikan yang tidak mengharapkan jasa dan hanya
Pinjaman Pokok yang wajib dikembalikan. Pembiayaan dengan
skema qordhul hasan dapat diberikan bila nelayan mengalami
kegagalan atau tidak mendapatkan hasil (/zi6). Dalam kondisi ini,
nelayan tidak perlu memberikan jasa. Namun, bila sedang menda-
patkan hasil banyak (a/ong) maka nelayan diharapkan memberi jasa
keuntungan lebih. Dengan demikian, akan terbangun mekanisme

subsidi silang.

IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NELAYAN

Berdasarkan temuan lapangan dari hasil penelitian di Pasongsongan,
dapat ditarik suatu “benang merah” yang menjadi implikasi kebi-
jakan dalam pembiayaan nelayan.

Selama ini nelayan sangat memerlukan lembaga pembiayaan
sebagai penopang dalam mendapatkan modal usaha. Akan tetapi,
sistem perbankan yang ada masih terlalu “kaku” dalam menerapkan
skema kredit yang hanya cocok dan sesuai untuk nasabah bu-
kan nelayan. Nelayan dituntut persyaratan kredit sebagaimana
persyaratan yang diberlakukan kepada bukan nelayan. Di antara
persyaratan yang cukup memberatkan nelayan adalah penentuan
agunan dan pengembalian kredit masih mengikuti metode dan
sistem kredit umum. Padahal, budaya ekonomi nelayan bersumber
dari banyaknya risiko dan ketidakpastian penghasilan. Oleh karena
itu, persyaratan kredit seharusnya mengikuti pola budaya ekonomi
mereka.
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Untuk mengintrodusikan model kebijakan pembiayaan kepada

masyarakat nelayan, ada beberapa hal yang dapat diterapkan, se-

bagai berikut.

1.

Diperlukan sistem perbankan yang aktivitasnya sesuai dengan
karakter dan budaya masyarakat nelayan. Sistem perbankan
konvensional tampaknya kurang sesuai dengan karakter usaha
tradisional perikanan tangkap karena pola pendapatan nelayan
serba tidak teratur, sangat bertolak belakang dengan sistem per-
bankan konvensional yang menerapkan basis bunga tetap (fixed
interest). Selain itu, tradisi pemerataan risiko yang telah meng-
akar kuat dalam kehidupan nelayan melalui sistem bagi hasil,
sangat bertolak belakang dengan sistem bunga tetap yang tidak
memperhitungkan faktor kegagalan usaha.

Sistem perbankan berbasis bagi hasil memiliki ciri khas yang
relatif sesuai dengan tradisi dan budaya ekonomi nelayan.
Prinsip perbankan berbasis bagi hasil menerapkan skema ber-
bagi risiko dengan skema angsuran pengembalian yang fleksibel
sesuai dengan kesepakatan awal. Prinsip ini sesuai dengan tradisi
pemerataan risiko yang telah mengakar kuat dalam kehidupan
nelayan pada umumnya. Selain itu, dalam perbankan berbasis
bagi hasil dihitung saat transaksi berakhir. Hal ini sesuai dengan
tradisi nelayan yang menerapkan pembagian sesudah diketahui

keuntungan atau kerugian secara riil.

PENUTUP: SOLUSI ALTERNATIF PEMBIAYAAN NELAYAN

Beberapa solusi alternatif dapat diterapkan sebagai landasan ke-

bijakan pemerintah untuk mengakomodasi akses nelayan dalam

mendapatkan kredit yang berasal dari lembaga keuangan formal

berbiaya murah.
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a. Lembaga pembiayaan berbasis bagi hasil (syariah) relatif cocok
dan sesuai dengan karakter serta budaya ekonomi nelayan
tangkap. Untuk meningkatkan ekonomi nelayan tangkap
melalui peran lembaga pembiayaan syariah, terdapat berbagai
jenis produk pembiayaan syariah yang berpeluang besar dapat
diimplementasikan sebagai model pembiayaan nelayan tang-
kap. Banyaknya alternatif pembiayaan syariah ini cukup mem-
beri keleluasaan bagi pelaku usaha perikanan tangkap untuk
memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan kegiatan dan
skala ekonomi usaha. Di antara skema pembiayaan yang dapat
diterapkan untuk pembiayaan nelayan tangkap adalah mud-
harabah, musyarakah, murabahah, musyarakah mutanaqisah,
bai bithman ajil, ijarah, rahn (gadai), dan qordhul hasan.?

b. Mengadopsi pola-pola pembiayaan informal yang telah meng-
akar pada komunitas nelayan serta belajar dari kesuksesan
lembaga keuangan formal perdesaan dalam menyalurkan dana
kepada nelayan, ditentukan beberapa persyaratan yang harus
terpenuhi:

i.  Sifat lembaga pembiayaan berbasis bagi hasil harus memi-
liki lingkup usaha terbatas. Wilayah kerja lembaga bis-
nis berbasis bagi hasil ini terbatas pada suatu komunitas
nelayan tertentu. Pengelola lembaga pembiayaan diusa-
hakan adalah masyarakat lokal sehingga hubungan antara
pengelola dengan masyarakat sangat intens. Mereka harus
mampu membangun hubungan emosional dengan para
nelayan melalui kunjungan silaturahmi dan secara berkala
menyampaikan makna ekonomi bagi hasil. Ikatan emo-
sional juga harus dibangun melalui pendekatan secara
personal dan melakukan pendampingan usaha. Dengan

2 Untuk lebih memahami skema pembiayaan syariah dapat dilihat tulisan Mahmud
Thoha pada bab 6 buku ini.
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il.

iii.

iv.

demikian, agak sulit perbankan nasional melaksanakan
model pembiayaan ini, kecuali yang memiliki unit di per-
desaan.

Lembaga pembiayaan harus memahami filosofi bahwa
dasar memberikan pinjaman bukanlah nilai ekonomi agu-
nan yang diserahkan, tetapi yang harus dipahami adalah
prospek usaha calon nasabah. Mungkin saja nilai agunan
relatif besar, tetapi kalau prospek usaha tidak meyakinkan
maka jumlah pembiayaan yang diberikan harus sedikit atau
bahkan ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika prospek
usaha sangat baik, meskipun agunan kecil maka dapat
diberikan pinjaman lebih banyak daripada seharusnya.
Nelayan adalah masyarakat yang tidak terbiasa dengan urus-
an administratif sehingga perlu dilakukan penyederhanaan
urusan administrasi. Kalau belum ada tanda (signal) dana
pembiayaan disetujui, tidak perlu dituntut administrasi
yang sulit. Setelah pembiayaan disetujui, baru diminta
menyelesaikan masalah administrasi.

Untuk meminimalkan risiko, lembaga pembiayaan harus
tetap mengutamakan kriteria yang menjadi pertimbangan
bank dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan kepada
nasabah. Meskipun demikian, yang utama harus diperha-
tikan adalah character (watak), capacity (kemampuan), dan
condition (kondisi perekonomian pada umumnya). Ada-
paun capital (permodalan) dan collateral (jaminan) cukup
dijadikan sebagai penunjang.

Untuk pemberian pembiayaan nelayan dengan skala menengah
besar dapat dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank
ini merupakan satu-satunya bank berbasis bagi hasil yang men-
jadi pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan untuk
usaha perikanan tangkap yang karakteristik usahanya memiliki
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pola bagi hasil, akan sangat tepat bila BSM dijadikan sebagai
lokomotif yang menghela peningkatan pembiayaan syariah
dalam bentuk bagi hasil. Sedangkan penyaluran pembiayaan
untuk usaha perikanan tangkap skala mikro dan kecil, dapat
dilakukan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, atau
Pegadaian Syariah dengan katagori sehat yang berlokasi di seki-
tar desa sasaran. Untuk memperkuat posisi BSM dan LKMS,
perlu ada semacam linkage program antara kedua lembaga
tersebut. Artinya, BSM dapat membantu penguatan modal
dan mengembangkan potensi LKMS sebagai refleksi prinsip az-
taawwun (saling tolong-menolong) antara BSM dengan LKMS.
d. Jika pembiayaan akan diberikan kepada kelompok maka
keberadaan dan peran kelompok harus ada terlebih dulu.
Kelompok tidak boleh dibentuk secara instan untuk keperluan
mendapatkan dana pembiayaan. Kelompok harus sudah terben-
tuk terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan nelayan dan mem-
punyai visi anggota yang sama. Kelompok inilah yang paling
mengetahui dan memahami kebutuhan anggotanya. Ketua kel-
ompok telah benar-benar dipahami karakter, kejujuran, dan ke-
bijaksanaannya oleh anggota. Peran ketua kelompok yang adil
dan bijaksana sangat penting untuk mengalokasikan pinjaman
yang diberikan kepada anggota kelompok. Pinjaman tidak ha-
rus dialokasikan sama rata kepada anggota, tetapi harus adil.
Anggota yang membutuhkan biaya untuk menambah alat tang-
kap, diberi seharga alat tangkap. Demikian pula yang hanya
membutuhkan untuk perbekalan, diberikan seharga perbekalan
melaut. Selain itu, fungsi ketua kelompok adalah melakukan
pembukuan dan menerima angsuran dari nelayan untuk dis-
etorkan kepada pemberi pinjaman. Meskipun demikian, ada

188|  Sistem Pembiayaan Nelayan



kelemahan pembiayaan yang diberikan kepada kelompok:

i.  Pihak bank tidak dapat mengenali karakteristik usaha
dan karakter masing-masing nelayan anggota kelompok
dengan baik;

ii. Sering kali nelayan anggota kelompok masih tetap
membina hubungan dengan pihak-pihak lain, terutama
dengan para pemberi dana pinjaman informal yang se-
cara tradisi sudah terbentuk dan melembaga dalam
komunitas nelayan. Akibatnya, hasil produksi nelayan
lebih diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban kepada
mereka dibandingkan untuk pembayaran angsuran bank.
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